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Kata Pengantar

Pandemi COVID-19 menunjukkan ancaman patogen pernapasan dan kesenjangan
kapasitas di dunia dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan. Selama pandemi COVID-19,
Indonesia, menggunakan sistem yang telah dibangun untuk kesiapsiagaan pandemi influenza
untuk respon COVID-19 dan menggunakan rencana kontinjensi pandemi influenza untuk
penyusunan rencana operasi COVID-19. Respon Indonesia terhadap COVID-19 telah
memperkuat koordinasi kedaruratan, surveilans, perlindungan masyarakat, dan manajemen Klinis
serta akses untuk langkah-langkah penanggulangan. Hal ini mencakup pembentukan satuan
tugas COVID-19 di semua tingkatan, melakukan tinjauan intra dan pasca tindakan terhadap
respons COVID-19, memperluas jejaring laboratorium, meningkatkan rumah sakit rujukan
penyakit infeksi emerging untuk manajemen kasus, surveilans kolaboratif dengan menggunakan
berbagai sumber data, pengembangan pencatatan vaksinasi digital, dan intervensi serta tindakan
pencegahan non-farmasi berbasis risiko.

Kapasitas yang telah dibangun selama respon COVID-19 dapat dimanfaatkan untuk
kesiapsiagaan dan respon terhadap patogen pernapasan lainnya. Berdasarkan pembelajaran
dari pandemi COVID-19, WHO mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan untuk mengatasi
ancaman penyakit emerging yang ditularkan melalui pernapasan. Pedoman ini memungkinkan
penyusunan rencana kesiapsiagaan berdasarkan jalur transmisi penyakit, dengan memperkuat
sistem kesiapsiagaan dan respon terhadap penyakit infeksi emerging patogen pernapasan dan
melibatkan lintas sektor. Indonesia telah mengadaptasi pedoman tersebut dengan menyusun
rencana kesiapsiagaan ancaman penyakit infeksi emerging pernapasan yang mencakup fase
interpandemi, deteksi awal kasus, peningkatan penularan di masyarakat, hingga fase deeskalasi.
Rencana tersebut meliputi lima pilar inti, yaitu: (1) Koordinasi Kedaruratan; (2) Surveilans
Kolaboratif; (3) Perlindungan Masyarakat; (4) Manajemen Klinis; dan (5) Akses ke Langkah-
langkah Pengendalian.

Rencana kesiapsiagaan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam kesiapsiagaan dan
respon untuk ancaman penyakit infeksi emerging patogen pernapasan dengan melibatkan lintas
sektor.
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1.1 Latar belakang

Derasnya arus globalisasi transportasi, perdagangan dan informasi, pesatnya
perkembangan ilmu dan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat dapat menimbulkan
berbagai ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat seperti kimia, fisika maupun biologi,
termasuk penyakit infeksi emerging. Jika ancaman ini tidak ditangani dengan tepat dan cepat,
maka dapat mengakibatkan terjadinya wabah dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
Meresahkan Dunia (KKMMD) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)
dan pandemi.

Sejak COVID-19 diumumkan sebagai pandemi pada tahun 2020, lebih dari 767 juta kasus
COVID-19 dan lebih dari 6.9 juta kematian dilaporkan secara global. Tanggal 5 Mei 2023, World
Health Organization (WHO) telah mencabut status PHEIC/ KKMMD COVID-19. Pencabutan
status kedaruratan COVID-19 menjadikan momentum untuk memperkuat kapasitas nasional,
regional dan global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya pembelajaran yang diperoleh
selama fase respon akut pandemi tahun 2020 - 2023 untuk kesiapsiagaan pandemi yang akan
datang. Pandemi COVID-19 sejak 2020-2023, telah memberikan pelajaran pentingnya
peningkatan sistem kesiapsiagaan dan ketahanan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan
melibatkan multisektor.

Pada tahun 2023, kasus COVID-19 mulai menurun di dunia termasuk di Indonesia dan
pada 21 Juni 2023, presiden Indonesia mencabut status kedaruratan COVID-19 di Indonesia.
Keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan
Dunia (KKMMD) untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 5
Mei 2023. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan penurunan
jumlah kasus konfirmasi dan kematian, angka konfirmasi harian kasus COVID-19 yang mendekati
nihil, dan hasil serosurvei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia memiliki antibodi COVID-19.
Walaupun kasus COVID-19 sudah menurun, namun virus COVID-19 tetap bersirkulasi dan bukan
berarti sudah hilang. Dengan kemampuan dinamika virus COVID-19 tersebut, maka
kemungkinan varian baru yang disertai dengan tingginya mobilitas yang memfasiltiasi transmisi
virus di komunitas berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian yang perlu
diwaspadai. Selain itu, kapasitas-kapasitas yang terbangun pada saat penanggulangan COVID-
19 harus terus dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan untuk dapat menghadapi ancaman dimasa
yang akan datang yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Selain COVID-19 yang merupakan pathogen pernapasan, dunia sudah mengalami
beberapa pandemi dan epidemi yang juga diakibatkan oleh pathogen pernapasan. Contohnya
pandemi H1IN1 Spanyol 1918 dengan 40-50 juta kematian (CFR 3%), Flu Asia H2N2 1957 dan
Flu Hong Kong 1968. yang menyebabkan 1-4 juta kematian (CFR < 2%) masing-masing, dan
pandemi H1N1 pada tahun 2009 dengan perkiraan 100-400 ribu kematian (CFR 0,02%). Selain
itu penyakit infeksi emerging pathogen pernapasan lainnya seperti SARSCoV 2003, dan
MERSCoV, legionelosis dan flu burung juga dapat mengakibatkan epidemi.

Penyakit infeksi emerging zoonosis yang diakibatkan oleh penularan dari satwa liar dan
hewan domestik ke manusia, dapat mengakibatkan epidemi dan pandemi. Perkembangan
strategi pencegahan dan pengendalian, kerjasama lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat
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akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Melalui
langkah-langkah yang tepat, kita dapat menjaga keseimbangan antara manusia dan satwa liar
serta mencegah penyebaran penyakit.

Pandemi-pandemi di masa lalu dan epidemi yang telah terjadi menunjukkan bahwa semua
negara harus bersiap terhadap hal-hal yang tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan pembelajaran
dari pandemi dan epidemi yang telah terjadi, diperlukan pendekatan baru terhadap kesiapsiagaan
pandemi, menggunakan pendekatan moda penularan untuk kesiapsiagaan yang lebih efektif dan
efisien untuk menghadapi pandemi yang diakibatkan oleh pathogen penyakit pernapasan dengan
menggunakan pendekatan mencakup pilar koordinasi kedaruratan, perlindungan masyarakat,
surveilans kolaboratif, manajemen klinis, dan akses untuk langkah-langkah pengendalian. Dalam
rencana kesiapsiagaan, diperlukan identifikasi aksi utama dari sejak kesiapsiagaan sebelum
pandemi (interpandemi), pada saat deteksi kasus awal/ kasus sporadic/ kluster, dan penularan di
masyarakat, penularan berkelanjutan di masyarakat / pandemi dan deeskalasi pada saat
penurunan kasus.

Sebagai negara yang berkomitmen pada International Health Regulation (IHR) (2005)
maka Indonesia harus memiliki kapasitas inti minimal untuk melakukan pencegahan, deteksi dan
respon untuk setiap kejadian (termasuk kejadian penyakit infeksi emerging) yang berpotensi
pandemi. Kesiapsiagaan dan ketahanan kesehatan ini sejalan dengan peningkatan kapasitas
IHR dan transformasi kesehatan di Indonesia, terutama untuk transformasi sistem ketahanan
kesehatan. Indonesia berkomitmen melaksanakan regulasi internasional di bidang kesehatan
(IHR 2005) untuk mencegah penyebaran penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat
lintas negara.

Momentum pandemi dimanfaatkan pemerintah untuk terus berbenah mentransformasi
sistem kesehatan salah satunya melalui pilar sistem ketahahan kesehatan dalam menghadapi
berbagai ancaman pandemi mendatang. Penguatan pilar ini tidak lepas dari kolaborasi dengan
seluruh pilar transformasi.

Sejaian dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadiian
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Transformasi Kesehatan sebagai upaya menyiapkan infrastruktur kesehatan untuk
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Gambar 1. Pilar Transformasi Kesehatan di Republik Indonesia



1.2 Tujuan
Rencana kesiapsiagaan dan ketahanan ancaman penyakit infeksi emerging patogen
pernapasan bertujuan untuk:
e Mencegah dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi dan perkembangan pandemi di
luar negeri atau di dalam negeri.
e Memastikan kesiapsiagaan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat jika terjadi
pandemi.
Merespon dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak pandemi
Berkontribusi pada pemulihan individu, komunitas dan layanan kesehatan yang cepat dan
tepat.
Tujuan di semua tahapan operasional untuk meminimalkan penularan,
morbiditas/mortalitas, meminimalkan beban sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

1.3 Target audiens

Dokumen kesiapsiagaan dan ketahanan ancaman penyakit infeksi emerging pathogen
pernapasan sebagai pedoman multisektor di semua tingkatan dalam menghadapi ancaman
penyakit infeksi emerging pathogen pernapasan. Pedoman ini untuk diimplementasikan oleh
multisektor institusi-institusi di pemerintahan daerah, dan pihak lain terkait termasuk pihak
swasta, dan masyarakat, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan akademisi.

Contoh multisektor yang terlibat diantaranya:

fn B &

Manufaktur Bendungan Pertahanan dan Pendidikan Energi
vital keamanan
sre ] A'
O @ et @ y\
/;"- - I_ﬂ_]
Lingkungan Keuangan Pangan dan Kesahatan Perumahan dan
hidup pertanian pekerjaan umum
Teknologi Hukum dan Kesejahtaraan Transportasi, Air
informasi dan ketertiban sosial logistik, perjalanan,

komunikasi

dan pariwisata

Gambar 2. Multisektor yang Terlibat dalam Kesiapsiagaan Ancaman Infeksi Emerging

Prinsip dasar rencana kesiapsiagaan pandemi yang disebabkan oleh patogen saluran
pernapasan untuk respon cepat dan efektif:
e Pemerataan berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat
e Inklusivitas: pelibatan dan tanggung jawab menyeluruh dari pemerintah dan masyarkat
dengan orientasi pada komunitas



e Koherensi: mengurangi fragmentasi dan ego sektoral untuk memaksimalkan kepercayaan
dan fleksibilitas keputusan melalui koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi.

Kesetaraan dan nondiskriminasi

Pengambilan keputusan berdasarkan bukti

Transparansi

Keberlanjutan teknis dan pendanaan, penerapan kebijakan, sumber daya, dan program yang
berdampak jangka panjang dalam kesiapan dan sistem respon kedaruratan.

Penguatan sistem

Pembelajaran yang berkelanjutan

1.4 Analisis Situasi dan risiko

Dunia, termasuk Indonesia telah mengalami pandemi COVID-19 tahun 2020-2023.
Walaupun pandemi telah berakhir, SARSCoV-2 masih bersirkulasi. Per 5 Mei 2024, secara
global, telah dilaporkan sebanyak 775.481.326 kasus COVID-19 dengan 7.049.376 kematian
(CFR: 0,91%). Per 25 Mei 2024 di Indonesia telah dilaporkan sebanyak 6.829.334 kasus
konfirmasi COVID-19. Tiga provinsi denga nkasus tertinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan
Jawa Barat.

Selain COVID-19 yang merupakan patogen pernapasan, dunia sudah mengalami beberapa
pandemi dan epidemi yang juga diakibatkan oleh patogen pernapasan. Contohnya pandemi
H1N1 Spanyol 1918 dengan 40-50 juta kematian (CFR 3%), Flu Asia H2N2 1957 dan Flu Hong
Kong 1968 yang masing-masing menyebabkan 1-4 juta kematian (CFR < 2%), dan pandemi
H1N1 padatahun 2009 dengan perkiraan 100-400 ribu kematian (CFR 0,02%). Selain itu penyakit
infeksi emerging patogen pernapasan lainnya seperti SARSCoV 2003, MERSCoV dan flu burung
juga dapat mengakibatkan epidemi.

Kasus MERSCoV masih dilaporkan dari Timur Tengah. Indonesia merupakan salah satu
negara dengan jamaah haji dan umrah terbesar yang berkunjung ke Timur Tengah. Pada tahun
2024, Jamaah Haji dari seluruh dunia mencapai 1.833.164 dengan Indoensia menjadi salah satu
negara dengan haji yang cukup banyak dengan kuota 241.000 jamaah. Terdapat risiko penularan
MERSCoV dari negara terjangkit melalui jamaah Haji / Umrah atau pelaku perjalanan lainnya.

Ancaman penyakit zoonosis merupakan tantangan global. Sebanyak 60 % penyakit infeksi
manusia yang ada adalah zoonosis. Sebesar 75 % penyakit menular manusia yang muncul
berasal dari hewan. Dan 80% penggunaan agen potensial bioterorisme adalah patogen
Zoonosis.

Indonesia yang terletak di daerah tropis dan membentang di khatulistiwa, dengan
keanekaragaman hayatinya ditambah dengan interaksi manusia-hewan berpotensi munculnya
penyakit infeksi emerging yang dapat berkembang menjadi epidemi/ wabah / potensi pandemi.
Indonesia, negara kepulauan (17.504 pulau) memiliki posisi sangat strategis (jalur lalu-lintas &
perdagangan Internasional) dengan banyak pintu masuk ke wilayah Indonesia. Populasi
penduduk Indonesia 272 juta, dengan 21,9 juta penduduk < 5 tahun, dengan 8,5 juta penduduk
sulit terjangkau. Indonesia terdiri dari 38 provinsi dengan 514 kabupaten kota. Indonesia
mempunyai 10.486 puskesmas, 2.985 Rumah Sakit, 4.704 dokter praktik mandiri, 11.347 Klinik
swasta, dan 296.777 posyandu.

Peningkatan flu burung pada mamalia dan munculnya clade baru flu burung 2.3.4.4b pada
unggas dan kasus yang dilaporkan pada manusia di beberapa negara di Eropa, Amerika dan
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Asia meningkatkan perhatian dunia. Total kasus flu burung di Indonesia pada manusia sebanyak
200 kasus dengan 168 kematian (CFR 84%). Kasus tersebar di 15 provinsi dan 58 kabupaten.
Kasus terakhir flu burung pada manusia dilaporkan tahun 2017. Walaupun tidak terdapat kasus
pada manusia sejak tahun 2017, Avian Influenza endemis pada unggas di Indonesia, dan
dilaporkan clade 2.3.4.4b pada unggas di Kalimantan Selatan.

Patogen pernapasan dan vektor/ reservoir yang dapat mengakibatkan penyakit pernapasan
yang terdeteksi di Indonesia diantaranya, kelelawar yang terdeteksi Nipah virus di Kalimantan
Barat, Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Hanta virus dilaporkan positif pada reservoir tikus dari
DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Bali. Selain itu,
kasus legionellosis dilaporkan dari Bali, dan Jawa Barat. Indonesia juga mendapatkan notifikasi
dari negara lain mengenai deteksi kasus legionelosis yang mempunyai riwayat perjalanan ke
Indonesia (Jawa Barat, Bali, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat).

Hasil assessment One Health Zoonosis prioritization tahun 2021 terdiri dari Virus influenza
(Al, dan swine influenza), zoonosis yang disebabkan oleh virus Corona (COVID-19 dan
MERSCoV), rabies, Anthrax, Tuberculosis zoonosis dan Leptospirosis. Kajian Threats and
Hazard Identification Risk Assessment (THIRA) yang dilakukan menunjukkan ancaman tertinggi
EID adalah penyakit infeksi Corona Virus (SARS, COVID-19, MERS), zoonotic influenza, Anthrax,
Ebola/ Marburg, Nipah, pes pneumonic, demam kuning, kolera, mpox dan Polio.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi tiga pilar konservasi,
diantaranya perlindungan yang meliputi perlindungan sistem dan penyangga kehidupan,
Pengawetan hayati beserta ekosistemnya dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam
hayati beserta ekosistemnya pada area insitu dan eksitu. Potensi penyebaran zoonosis dapat
terjadi di insitu seperti taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung dan taman
buru. Sedangkan eksitumeliputi lembaga konservasi, sanctuary, penangkaran, perdagangan
satwa liar, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan.

Kelompok Virus Pathogen Respiratory yang Diketahui Berpotensi Epidemi dan Pandemi

Patogen yang

Famili virus diketahui Relevansi
Orthomyxoviridae Virus influenza A Patogen-patogen paling umum yang diketahui pernah
(unggas) menyebabkan pandemi, termasuk empat pandemi pada abad

ke-20 dan ke-21 A(H1N1) pada 1918, A(H2N2) pada 1957,
A(H3N2) pada 1968, dan A(HIN1) pdm09 pada 2009. Dapat
menular selama masa inkubasi; menunjukkan kapasitas
menyebabkan pandemi; sangat mudah bermutasi dengan
perubahan susunan materi genetik termasuk virus-virus
influenza dari berbagai spesies hewan. Vaksin dan obat
tersedia.

Avian Influenza (Al) H5N1, H7N9, HON2 merupakan penyakit
zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia.
Selain infeksi pada unggas, sejak 2023, terdapat peningkatan
kasus Al pada mamalia, dan terdapat clade baru Avian
Influenza H5N1, Clade 2.3.4.4b




Adenoviridae

Dikelompokkan
menjadi A-F, 47
jenis diketahui

Penyakit saluran pernapasan dan konjungtiva dan dapat
menyebabkan pneumonia. Belum ada obat; vaksin sedang
dikembangkan.

menginfeksi
manusia
Coronaviridae SARS-CoV-1, Menyebabkan pandemi COVID-19 (SARS-CoV-2) dan
(Hewan liar) SARS-CoV-2, epidemi besar SARS (SARS-CoV-1) dan Middle East
MERS-CoV Respiratory Syndrome (MERS-CoV)

SARS-CoV-2 dapat menyebar secara asimtomatik dan
prasimtomatik, khususnya di tertutup dan/atau tempat dengan
ventilasi buruk; tingkat evolusi virus yang tinggi. Vaksin dan
obat tersedia.

MERS-CoV merupakan suatu virus zoonotik yang berulang
kali masuk ke populasi manusia; teramati penyebaran
antarmanusia terbatas termasuk transmisi nosokomial; angka
fatalitas yang tinggi. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia
saat ini.

Picomaviridae

EV-D68, EV-A71

Beragam tingkat keparahan penyakit. Selain di sekresi
saluran pernapasan, EV-A71 juga ditemukan pada tinja dan
lecet kulit pada kasus simtomatik. Tidak ada vaksin atau obat
yang tersedia saat ini.

Human rhinovirus C
HFMD

Paramyxoviridae

(Ternak/hewan
liar)

Human
parainfluenza virus
ldan3

Human rhinovirus C

Sangat mudah menular dengan berbagai tingkat keparahan
penyakit. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini.

Virus Nipah

Sumber zoonotik dengan penyebaran antarmanusia yang
terbatas tetapi angka kematian yang tinggi. Virus ini juga
diketahui menyebar melalui paparan pada produk makanan
yang terkontaminasi oleh hewan yang terinfeksi serta kontak
langsung dengan hewan yang terinfeksi atau cairan tubuhnya.
Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini.

Poxviridae

(satwa liar)

Virus Variola

Telah diberantas. Diperlukan kesiapan terhadap kemunculan
kembali virus hidup secara alami, tidak disengaja, atau
disengaja atau pembuatan virus dengan biologi sintetik.
Sangat mudah menular disertai angka kematian yang tinggi.
Vaksin tersedia.

Pneumoviridae

Respiratory
syncytial virus
(RSV), human
metapneumovirus

Sangat mudah menular dengan berbagai tingkat keparahan
penyakit. Tidak ada vaksin atau obat yang tersedia saat ini.
Vaksin RSV sedang dikembangkan.




Bab Il : Pertimbangan Perencanaan dan Asumsi

Kesiapsiagaan penyakit infeksi emerging pathogen pernapasan ini meliputi prinsip
kesetaraan termasuk kesetaraan gender dan etik. Penyusunan dan implementasi dari
kesiapsiagaan penyakit infeksi emerging ini melibatkan multisektor, dengan pendekatan One
Health. Dalam penyusunan dokumen kesiapsiagaan ini, mempertimbangkan kepada dasar
hukum yang berlaku (terlampir).

2.1 Asumsi Perencanaan, Skenario

Dari pembelajaran beberapa pandemi, penyakit infeksi emerging pathogen pernapasan
tidak dapat diprediksi (Unpredictable), dengan tingkat keparahan dari asimptomatik, ringan,
sedang dan berat. Pada awal kasus novel virus penyakit emerging pathogen pernapasan,
manusia tidak memiliki imunitas, sehingga manifestasi penyakit dapat berat dan dapat menyebar
di komunitas. Dari kasus awal dapat berkembang menjadi kasus sporadik, kluster dan dapat
menyebar lebih lanjut dengan penularan di komunitas dan penularan di komunitas yang
berkelanjutan, menyebabkan epidemi, PHEIC, pandemi. Dengan adanya intervensi yang dapat
dilakukan sejalan dengan pembelajaran penanggulangan pandemi dan produksi vaksin, dan
adanya kekebalan / imunitas alami, serta usaha intervensi pengendalian, kasus dapat menurun.
Adanya shifting/ dominasi dari varian dapat terjadi, dan mungkin muncul varian yang baru yang
dapat menyebabkan penyebaran lebih lanjut dan karakteristik klinis yang berbeda dan sifat
escape imunity. Epidemi, pandemi dapat mengakibatkan dampak pada kesehatan dan juga
dampak pada kehidupan sosial ekonomi serta sektor lainnya. Dapat terjadi juga pembatasan
sisal, pelaku perjalanan, terganggunya mobilitas dan perdagangan serta kerusuhan sosial dan
infodemik.

Moda transmisi patogen-patogen saluran pernapasan membuat patogen-patogen
tersebut berpotensi epidemi dan pandemi. patogen-patogen saluran pernapasan dapat menyebar
melalui tiga moda transmisi utama inhalasi, droplet, airborne dan kontak dengan benda yang
terkontaminasi.

Kelompok rentan pandemi pathogen saluran pernapasan diantaranya:

e Orang dengan sistem imun yang lemah termasuk anak-anak terutama anak kecil, orang
lanjut usia, orang dengan imunosupresi termasuk HIV dan ibu hamil
Orang dengan kondisi medis penyerta (Komorbid)
Orang yang tinggal di tempat padat dan tertutup
Kelompok rentan yang membutuhkan dukungan khusus selama krisis termasuk orang
dengan disabilitas, orang yang tinggal di tempat pemukiman kumuh, Orang yang tidak dapat
mengakses layanan kesehatan yang terjangkau, orang dengan kondisi kesehatan jiwa
dan/atau yang membutuhkan dukungan psikososial

e Orang yang lebih berisiko terinfeksi karena lebih banyak terpapar pada orang yang sakit
seperti tenaga kesehatan, kader kesehatan, perawat
Kelompok yang esensial bagi perekonomian dan sosial selama krisis
Pertimbangan dan asumsi dalam melaksanakan perencanaan kesiapsiagaan pandemi
diantaranya:
- Tingkat keparahan pandemi. Kesakitan dan kematian yang disebabkan pandemi dapat

bersifat ringan, sedang, atau berat. Selama tahap-tahap awal pandemi, tingkat
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keparahan pandemi mungkin sulit ditentukan. Upaya-upaya investigasi dan penelitian
pandemi nasional, regional, dan global dapat mendukung pemahaman akan patogen,
pola transmisinya, dan tingkat keparahan dampaknya.

Kekebalan. Sebagian besar orang tidak akan memiliki kekebalan yang tinggi atau bahkan
sama sekali terhadap patogen saluran pernapasan baru. Berbagai kelompok populasi
akan mengalami tingkat kepekaan yang berbeda-beda, sehingga negara-negara perlu
mempertimbangkan penyesuaian langkah-langkah respons berdasarkan kepekaan
subpopulasi (misalnya, jika anak-anak dan/atau orang muda yang paling terdampak; jika
orang lanjut usia yang paling terdampak, dan sebagainya). Patogen saluran pernapasan,
terutama virus, dapat berevolusi menjadi varian yang dapat menghindari kekebalan alami
(Escape immunity) atau dari vaksin, serta mengurangi efektivitas intervensi seperti obat
dan alat diagnostik. Ketahanan komunitas sangat penting untuk kesiapan dan respons
terhadap pandemi patogen saluran pernapasan.

Pandemi patogen saluran pernapasan merupakan kejadian berkepanjangan yang dapat
terjadi dalam beberapa tahapan gelombang transmisi. Negara perlu bersiap menghadapi
beberapa lonjakan dan penurunan jumlah kasus, pasien rumah sakit, dan kematian
selama masa pandemi.

Permintaan untuk pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan persediaan. Permintaan untuk
layanan kesehatan, obat-obatan, APD, dan persediaan lain kemungkinan akan melebihi
persediaan, terutama pada tahap-tahap awal. Cadangan produk-produk seperti APD,
ventilator, obat-obatan, dan persediaan lain dapat dipertimbangkan. Saat persediaan
terbatas, petugas respons perlu mengingat prinsip utama kemerataan terkait akses pada
produk-produk penyelamat nyawa dan persediaan esensial lainnya.

Potensi kerusuhan sosial. Pandemi merupakan situasi ekstrem. Gangguan terhad
kehidupan biasa, rasa takut, dan kekurangan persediaan termasuk kemungkinan
makanan, bahan bakar, dan barang sehari-hari lainnya dapat menimbulkan kekhawatiran
di masyarakat dan menimbulkan rasa panik. Negara perlu dengan aktif menjalankan
langkah-langkah perlindungan masyarakat, komunikasi risiko, dan pelibatan masyarakat
untuk memberdayakan dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas
tindakan-tindakan yang melindungi kesehatan dan mempertahankan kesejahteraan
sosioekonomi.

Ketidakhadiran di tempat kerja dan lembaga pendidikan. Ketidakhadiran di tempat kerja
dan lembaga pendidikan akan dipengaruhi angka serangan dan tingkat keparahan
pandemi. Ketidakhadiran dapat mengganggu layanan-layanan esensial, seperti
transportasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Negara-negara perlu memiliki
rencana kontingensi keberlanjutan kegiatan (multisektoral, multitingkatan, dan
keseluruhan masyarakat) untuk bersiap menghadapi berbagai tingkat ketidakhadiran.
Dampak pada seluruh masyarakat. Pandemi kemungkinan akan berdampak negatif pada
semua aspek masyarakat termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sektor-sektor
infrastruktur vital termasuk penyedia layanan publik, swasta, dan kemanusiaan perlu
memiliki kapasitas lonjakan untuk meminimalisasi gangguan.

Mempertimbangkan karakteristik patogen yang berpotensi menyebabkan pandemi di
masa depan masih menjadi tantangan, karena banyak yang belum diketahui. Kepastian
terjadinya pandemi patogen saluran pernapasan berikutnya tanpa dapat diprediksi.
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Waktu, asal, dan jenis patogen saluran pernapasan pandemi berikutnya tidak diketahui
dan mengharuskan negara memikirkan beragam skenario potensial yang dapat terjadi.

- Kewaspadaan dalam pencegahan infeksi sejak awal kejadian dapat menyelamatkan
banyak nyawa.

- Patogen saluran pernapasan dapat menyebar dengan cepat di masyarakat, yang
berpotensi membebani layanan kesehatan.

- Untuk pemutusan rantai transmisi pathogen saluran pernapasan yang sedang menyebar
di masyarakat dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko.

- Kombinasi langkah-langkah kesehatan masyarakat, seperti menjaga jarak fisik,
menghindari keramaian, menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan
bersin, serta memakai masker, melakukan tindakan pembersihan, disinfeksi, dan
meningkatkan ventilasi dalam ruangan, dapat menurunkan transmisi dan penyebaran
patogen saluran pernapasan, sekaligus meminimalkan dampak pada kesehatan
masyarakat.

- Perencanaan kesiapsiagaan dan respon pandemi mempertimbangkan kelompok rentan,
marginal, dan kesetaraan akses serta kesetaraan gender.

- Penelitian operasional yang berkualitas mengenai moda transmisi berbagai patogen
saluran pernapasan perlu dilakukan untuk mengarahkan tindakan pencegahan infeksi,
kesiapan, dan respons.

- Kapasitas yang berbeda untuk setiap daerah dengan infrastuktur dan kondisi geografi
yang dapat menjadi tantangan akses pelayanan dan respon epidemi/ pandemi.

Pendanaan untuk fase kesiapsiagaan menggunakan anggaran program dari masing-masing unit
kerja setiap sektor terkait. Setelah pernyataan kedaruratan dikeluarkan, dana penanggulangan
bencana dapat digunakan. Penggunaan dana ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai
dengan peraturan pemerintah mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan penanggulangan
bencana. Dana penanggulangan bencana dapat memakai Dana Siap Pakai (DSP) dan Bantuan
Tidak Terduga (BTT). Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang disediakan oleh pemerintah
untuk tanggap darurat bencana, situasi tertentu, dan risiko bencana yang memiliki dampak luas.
DSP disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat
tanggap darurat. Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu anggaran yang digunakan untuk keperluan
darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT bisa digunakan untuk
menanggulangi bencana alam, bencana non-alam termasuk kejadian luar biasa, epidemi dan
pandemi dan bencana sosial. BTT disediakan dalam APBD.
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2.2 Kerangka Operasional Kesiapsiagaan, Ketahanan terhadap Ancaman Penyakit
Infeksi Emerging

Periode
Merespons:
= Mengandafikan/Mengurangi
transmisi
* Memitigasi dampak
Tahap

operasional

Fondasi

Gambar 3. Kerangka Operasional Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap
Ancaman Penyakit Infeksi Emerging

Kerangka perencanaan pandemi patogen saluran pernapasan meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, respon, transisi/ rehabilitasi, yang meliputi periode masa antar pandemi,
introduksi kasus (kejadian awal, kasus awal, kluster atau sporadis), transmisi komunitas
berkelanjutan, peningkatan transmisi komunitas berkelanjutan, situasi stabil (penurunan kasus),
dan kembali ke masa antar pandemi.

Surveilans dan penilaian risiko dilakukan di setiap tahap operasional. Dalam perencanaan
pandemi patogen saluran pernapasan harus melibatkan multisektor, termasuk komunitas dan
kapasitas-kapasitas inti untuk kedaruratan.
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2.3 Komponen Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap Ancaman Penyakit Infeksi
Emerging

* | aboratorium » Pencegahan dan pengendalian
* Surveilans | infeksi (di masyarakat)
o Langkah kesehatan masyarakat

* Pendekatan One

Healtlv'PenyaHT Surveilans Perfindungan dan_sos.;ed
Z0o0onasis kolaboratif masyarakat * Komunikasi risiko dan pelibatan
masyarakat

¢ |ayanan kesehatan di pintu masuk
negara dan wilayah perbatasan
negara

Perawat-
an klinis

* Penyediaan layanan kesehatan
* Pencegahan dan pengendalian
infeksi (di fasilitas pelayanan

kesehatan)

* Penanggulangan
kedaruratan
kesshatan

o Vaksinasi dan
kemoprofilaksis

Instrumen kebijakan,
hukum, dan normatif
Koordinasi
Pembiayaan
Sumber daya
manusia

.

Gambar 4. Komponen Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap Ancaman Penyakit Infeksi
Emerging (PIE)

Komponen kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap ancaman PIE, terdiri dari :

1.

Koordinasi kedaruratan, meliputi instrument kebijakan, hukum dan normative, koordinasi,
pembiayaan dan sumber daya manusia.

. Surveilans kolaboratif meliputi laboratorium, surveilans, pendekatan One Health untuk

penyakit zoonosis.

Perlindungan masyararakat yang mencakup pencegahan dan pengendalian infeksi di
masyarakat termasuk langkah kesehatan masyarakat dan sosial, komunikasi risiko dan
pelibatan masyarakat, layanan kesehatan di pintu asuk negara dan wilayah perbatasan
negara.

. Perawatan klinis, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pencegahan dan

pengendalian infeksi di fasiltias kesehatan.

. Akses pada intervensi penanggulangan kedaruratan kesehatan, termasuk akses untuk

vaksinasi, obat-obatan dan kemoprofilaksis.
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2.4 Strategi Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, Respons, dan Ketahanan terhadap
Kedaruratan Kesehatan

Berdasarkan Undang Undang Kesehatan no 17 tahun 2023, untuk melindungi masyarakat
dari wabah, pemerintah pusat dan daerah melaksanakan kegiatan kewaspadaan wabah,
penanggulangan wabah, dan pasca-wababh, di wilayah maupun di pintu masuk negara.

e Kewaspadaan wabah di wilayah meliputi surveilans penyakit potensial wabah & pemetaan
faktor risiko, Penanganan kasus, Penetapan daerah terjangkit KLB dan penanggulangan
KLB dan Kesiapsiagaan sumber daya.

e Kewaspadaan di pintu masuk negara dilaksanakan oleh unit karantina kesehatan dan
meliputi pengamatan penyakit dan/atau faktor risiko potensial wabah, pengawasan alat
angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan di pintu masuk negara serta pelabuhan dan
bandar udara yg melayani lalu lintas domestik, pengawasan dan penerbitan dokumen
karantina kesehatan.

e Penanggulangan wabah meliputi investigasi penyakit, penguatan surveilans, Penanganan
penderita, pengendalian faktor risiko, Penanganan terhadap populasi berisiko, komunikasi
risiko, dan tindakan penanggulangan lainnya.

e Pasca wabah meliputi pemulihan pasca wabah, dilakukan melalui normalisasi diantaranya
pelayanan kesehatan, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Pencegahan
terulangnya wabah melalui penguatan surveilans dan pengendalian faktor risiko.

Strategi kewaspadaan, kesiapan, respons, dan ketahanan terhadap kedaruratan kesehatan pada
setiap komponen:

1. Koordinasi Kedaruratan

- Penguatan koordinasi lintas sektor di semua tingkatan

- Penguatan sistem koordinasi kedaruratan kesehatan masyarakat sejalan dengan
manajemen kebencanaan, termasuk pusat operasi kedaruratan kesehatan (Health
Emergency Operation Centre) untuk pandemi

- Ketersediaan dan mekanisme akses pembiayaan kesiapsiagaan dan respon

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia multisektoral yang adaptif dan terlatih
sehingga deteksi dini, pencegahan, kesiapan, dan respons terhadap potensi kejadian
kedaruratan keseahtan dapat dijalankan di setiap tingkat sistem kesehatan

2. Surveilans Kolaboratif

- Pelaksanaan surveilans untuk deteksi dini dan respon, penyelidikan epidemiologi, dan
pelacakan kontak

- Surveilans dengan berbagai sumber (multisource surveilans), epidemic intelligence

- Pelaksanaan surveilans terintegrasi dengan pendekatan One Health

- Pengelolaan data terkoordinasi, analisis data, interpretasi dan penggunaan data dan
analisis risiko untuk kebijakan dan respon. Mengintegrasikan digitalisasi dalam
manajemen, pemanfaatan dan analisis data

- Menghubungkan dan melakukan analisis data epidemiologi dan data virologi secara
komprehensif
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Memperkuat surveilans untuk pathogen pernapasan seperti surveilans sentinel ILI dan
SARI dan surveilans sindrom

Penyelidikan epidemiologi dan respon bersama dengan pendekatan One Health untuk
penyakit infeksi emerging zoonosis, serta penilaian risiko bersama

Peningkatan kapasitas surveilans melalui pelatihan

Peningkatan kapasitas laboratorium, quality control (EQA), biosafety biosecurity
Monitoring dan karakterisasi patogen parnafasan dengan pemeriksaan laboratorium
diagnosis termasuk pemetaan genom

Peningkatan kapasitas dan jejaring laboratorium rujukan pemeriksa untuk pathogen
pernapasan

Surveilans di pintu masuk negara termasuk PLBDN (Pos Lintas Batas Darat Negara)
Partisipasi dalam platform global untuk berbagi dan analisis data bersama
berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti WHO, FAO, WOAH dan WHO
Colaborating Centre, termasuk Global Influenza Surveillance and Response System
(GISRS)

Meningkatkan kapasitas-kapasitas seperti sekuensing dan bioinformasi

Penyesuaian strategi testing di masyarakat umum maupun populasi rentan

Perlindungan Masyarakat

Mengintegrasikan langkah-langkah kesehatan masyarakat dalam rencana, kebijakan,
dan pendanaan pengelolaan keadaan darurat secara sistematis. Selain itu,
memperkuat kepemimpinan dan pengelolaan Langkah-Langkah Kesehatan
Masyarakat dan sosial (LKMS) di semua sektor dan semua tingkatan

Menyusun prosedur dan protokol untuk mendukung pelaksanaan dan penyesuaian
(peningkatan atau pelonggaran) LKMS dengan tepat

Pemberdayaan masyarakat dalam LKMS di semua tingkatan dan lapisan masyarakat,
termasuk perlindungan populasi rentan dan memperhatikan pemerataan akses
Langkah perlindungan sosial untuk masyarakat secara merata

Memperkuat platform pelibatan rutin pemimpin masyarakat, tokoh agama, pemuda,
kelompok pekerja, dan populasi rentan dalam penyusunan kesiapsiagaan. Kelompok
rentan termasuk kelompok marginal, populasi usia lanjut, populasi orang-orang dengan
kondisi komorbid, anak-anak

Peningkatan kapasitas rutin dan kapasitas penanggulangan kedarutan di pintu masuk
negara, termasuk rencana kontijensi dan simulasi, penilaian risiko, dan digitalisasi
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai bagian dari upaya
pencegahan penularan di masyarakat

Meningkatkan kolaborasi dengan mitra dengan pendekatan pentahelix, termasuk
Pemerintah pusat /Pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat /tokoh agama,
media, NGO, swasta (private sector)

Meningkatkan  kesadaran  masyarakat untuk prilaku  kesehatan  yang
berkesinambungan dan penerapan protokol kesehatan pada setiap aktivitas/ kegiatan
masyarakat

Pengembangan kanal komunikasi termasuk kanal komunikasi digital

Manajemen infodemik dan komunikasi risiko
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Komunikasi risiko dilakukan pada saat sebelum kedaruratan, pada saat kedaruratan
dan pasca kedaruratan

Manajemen Klinis

Penyediaan layanan termasuk rumah sakit rujukan infeksi emerging, ketersediaan
ruang isolasi dan manajemen kasus pathogen pernapasan

Optimalisasi penyediaan layanan, termasuk untuk pasien dengan gejala-gejala jangka
panjang atau sindrom pasca infeksi

Mempertahankan keberlangsungan pelayanan esensial pada saat terjadi transmisi
komunitas/ pandemi melalui pemanfaatan digitalisasi, seperti telemedicine
Meningkatkan jejaring rumah sakit rujukan EID dan peningkatan kapasitas dan
mempertimbangkan pemerataan akses untuk semua orang

Implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi

Kesiapsiagaan pandemi di rumah sakit termasuk penyusunan dokumen rencana
kesiapsiagaan infem di rumah sakit, pelatihan dan simulasi

Memastikan akses untuk kebutuhan supply medis, alat kesehatan dan Alat Pelindung
Diri (APD) untuk kesiapsiagaan dan respon di fasilitasi kesehatan

Akses pada intervensi penanggulangan

Memperkuat efisiensi sistem regulasi untuk obat-obatan, vaksin, alat diagnostik, dan
alat kesehatan termasuk ventilator dan APD.

Mempertahankan kesiagaan teknis dan operasional tim penanggulangan.
Memastikan akses yang cepat untuk penggunaan obat-obatan, vaksin, alat diagnostik,
dan alat kesehatan.

Memperkuat kapasitas surveilan pasca pemasaran produk-produk intervensi medis
Penyusunan rencana pengadaan dan distribusi vaksin pandemi (vaksin deployment
plan), dengan pembelajaran dari COVID-19.

Penyusunan rencana-rencana berbasis risiko untuk kemoprofilaksis meliputi populasi
sasaran dan penggunaan dalam berbagai tahap operasional.

Kemitraan dengan stakeholder untuk pengadaan dan distribusi obat-obatan, vaksin
dan alat intervensi penanggulangan lainnya.

Penelitian untuk pengembangan vaksin, obat dan alat intervensi lainnya.

Pemetaan, dan penyediaan stockpiling, distribusi alat kesehatan, vaksin dan obat-
obatan. Identifikasi lokasi strategis untuk stockpiling.

Penyusunan dan implementasi road map/ prototype potensi vaksin pandemi.
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BAB Ill : Sistem dan Kapasitas untuk Kesiapsiagaan dan Respon

3.1 Koordinasi Kedaruratan

Manajemen penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan (siaga darurat,

tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) dan pemulihan yang dilakukan pada sebelum,

saat dan setelah bencana.

Manajemen penanggulangan bencana terdiri dari:

- manajemen risiko bencana, pra bencana yang meliputi pencegahan dan mitigasi
kesiapsiagaan.

- Manajemen kedaruratan pada saat bencana meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan
transisi darurat ke pemulihan.

- Manajemen pemulihan pasca bencana meliputi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kondisi krisis Kesehatan adalah peristiwva atau rangkaian peristiwva yang mengakibatkan
timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang
berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan
normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Status krisis kesehatan otomatis berlaku ketika
ada penetapan status bencana oleh Presiden atau Kepala Daerah; dan/atau hasil penilaian cepat
kesehatan (RHA) menunjukkan adanya situasi krisis kesehatan, tetapi belum ada penetapan
bencana oleh Presiden/Kepala Daerah. Penetapan bisa dilakukan oleh:

* Menteri Kesehatan untuk tingkat nasional

» Kepala Dinas Kesehatan provinsi untuk tingkat provinsi

» Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota

Sistem koordinasi pada saat kesiapsiagaan dilakukan oleh sektor terkait dengan koordinasi tim
Koordinasi infeksi emerging dan zoonosis di tingkat nasional maupun daerah. Pada saat
kedaruratan, maka digunakan sistem komando Penanganan darurat bencana.

Untuk koordinasi lintas sektor, diterapkan pendekatan klaster nasional, di mana kementerian dan
lembaga berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab utama dalam memobilisasi
dukungan dari lembaga atau organisasi hon-pemerintah lainnya. Klaster nasional ini mencakup
berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, logistik, pengungsian, pendidikan, dan sarana
prasarana. Dalam situasi bencana non-alam, seperti peningkatan eskalasi penyakit atau wabah,
Kementerian Kesehatan bertindak sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana non-
alam pada klaster kesehatan di setiap tahap operasional.

Sistem klaster diimplementasikan & terintegrasi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana (SKPDB) secara berjenjang di tingkat nasional dan daerah dengan menyesuaikan
dengan SKPDB di daerahnya masing-masing. Pengaktifan klaster, disesuaikan dengan
kebutuhan di lapangan. Perlibatan pentahelix dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan
bencana melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk lembaga usaha, akademisi, media,
masyarakat, dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
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Pada saat tanggap darurat bencana menggunakan Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana (SKPDB) yang merupakan satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang
digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif & efisien dalam
mengendalikan, ancaman/penyebab bencana & menanggulangi dampak pada saat keadaan
darurat bencana. Tujuan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Agar Operasi
mencapai target dalam satu komando, satu arah, satu tujuan dalam waktu yang singkat dan
minim korban, mengoptimalkan potensi dan kemudahan akses yang ada, serta mencegah dan
meniadakan tumpang tindih pekerjaan dilapangan.

Dalam status keadaan darurat, Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya
mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam
satu komando untuk pengerahan. Penyelenggaraan penanganan darurat bencana pada keadaan
darurat bencana diatur dalam satu sistem komando yang terdiri dari beberapa pos komando
dengan jumlah sesuai kebutuhan secara berjenjang. Pos komando berfungsi untuk
mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat
bencana. Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan
darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi
tanggap darurat bencana yg digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana
tanggap darurat bencana.

Gambar 5. Pendekatan Kluster Nasional untuk Koordinasi Lintas Sektor
Sumber : Kep. Kepala BNPB No. 173/2014
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Untuk koordinasi lintas sektor, diterapkan pendekatan klaster nasional yang terdiri dari :

Kluster Ketua Wakil

Kesehatan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Pusdokkes POLRI
Kementerian Kesehatan

Pencarian dan BASARNAS TNI

Penyelamatan

Logistik Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, BNPB | Kementerian Sosial

Pengungsian dan | Kementerian Sosial POLRI

Perlindungan

Pendidikan Koordinator: Kementerian Kementerian Agama
Pendidikan dan Kebudayaan

Sarana dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Koperasi

Prasarana Perumahan Rakyat dan UKM

Ekonomi Kementerian Pertanian

Pemulihan Dini Kementerian Dalam Negeri BNPB

Kluster kesehatan

Koordinasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap
krisis kesehatan. Klaster Kesehatan dalam aspek penanggulangan bencana merupakan bagian
integral dari klaster penanggulangan bencana. Pengorganisasian penanggulangan Kkrisis
kesehatan menggunakan sistem klaster kesehatan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi
dan integrasi dalam penanggulangan krisis Kesehatan guna memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dalam satu komando melalui koordinator klaster
kesehatan. Sistem klaster diimplementasikan melalui pembentukan Klaster Kesehatan pada
tingkat pusat dan tingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi
kapasitas, dan integrasi sistem dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan. Koordinator Klaster
Kesehatan tingkat nasional adalah Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan (Permenkes No. 75 Tahun 2019).

Klaster Kesehatan adalah kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai
kompetensi bidang kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan kesehatan, yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
sektor swasta/lembaga usaha, akademisi, media, dan kelompok masyarakat. Klaster Kesehatan
dibentuk pada pra-krisis kesehatan dan sifatnya koordinatif untuk pengurangan risiko krisis
kesehatan dengan anggotanya merupakan lembaga/institusi/organisasi yang terkait
penanggulangan krisis kesehatan di wilayah tersebut. Saat darurat krisis kesehatan, Klaster
Kesehatan bersifat komando dengan anggotanya terdiri dari seluruh pelaku respons darurat krisis
kesehatan baik dari dalam wilayah tersebut tenaga existing maupun tenaga cadangan kesehatan
dari luar wilayah yang datang membantu ke lokasi terdampak. Saat darurat krisis Kesehatan
Koordinator Klaster Kesehatan mengaktivasi Pusat Kendali Operasi Kedaruratan
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Kesehatan/Pusdalopkes (Health Emergency Operation Center/HEOC). Koordinator Klaster
Kesehatan otomatis menjadi koordinator HEOC.
- Koordinator Klaster Kesehatan Nasional: Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Krisis
Kesehatan.
- Koordinator Klaster Kesehatan Provinsi: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- Koordinator Klaster Kesehatan Kabupaten/Kota: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Klaster kesehatan meliputi sub kluster yang dikoordinasikan oleh pemegang program pada
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1502/2023).

Pelaksana sub Kluster Kesehatan Tugas Kluster

Sub Klaster Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan

Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan | Pengendalian penyakit

Kesehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan
Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkualitas

Sub Klaster Kesehatan Reproduksi Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi
Bencana

Sub Klaster Kesehatan Jiwa Penanganan Kesehatan Jiwa

Sub Klaster DVI Penatalaksanaan Korban Mati

Sub Klaster Gizi Pelayanan Kesehatan Gizi

Sub Klaster Promosi Kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

Struktur koordinasi kesiapsiagaan yang melibatkan lintas sektor dengan pembentukanTim
Koordinasi (TIKOR) Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) / Emerging

Gambar 6 : Contoh Susunan Organisasi Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis dan PIB Kabupaten/Kota

i o oo o e s e e e G e e = e R G S S S G S S G G . S S S S S S S G S S R S s s e e s e e

*SBM : Surveilans Berbasis Masyarakat
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Gambar 7 : Struktur Koordinasi untuk Kesiapsiagaan, Respon Kasus Awal, Kluster, Sporadis
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Integrasi Sistem Klaster dengan Incident Command System

HEOC (Health Emergency Operations Center) adalah sistem manajemen kesehatan yang
mengintegrasikan berbagai fasilitas, perangkat, prosedur, sumber daya terlatih, serta sistem
teknologi informasi dan komunikasi. HEOC berfungsi sebagai pusat kendali, koordinasi, dan
kolaborasi untuk memantau, mendeteksi, mencegah, dan merespons krisis kesehatan secara
terukur. Tugas utama HEOC adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada
masyarakat yang terdampak melalui kegiatan tanggap darurat serta menjalankan fungsi
komando, koordinasi, dan kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan di bidang kesehatan
saat terjadi krisis kesehatan.

Pada saat munculnya kasus penyakit infeksi emerging awal, kluster dan sporadic, maka HEOC
dapat diaktifkan untuk koordinasi respon.
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Gambar 8 : Struktur Organisasi HEOC
Sumber : Pedoman Penanggulangan Krisis Nasional

TUGAS KOORDINATOR BIDANG PADA HEOC

mm Menyusun rencana operasi tanggap darurat krisis kesehatan & update
T e Monitoring & evoluasi penanganan darurat krisis
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Melaksanakan rencana operasi yang telah disusun
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1. Pemantauan terus menerus kondisi krisis kesehatan, serta pengelolaan data &
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Integrasi Kluster ke dalam Sistem Kedaruratan Penanggulangan Bencana (SKPDB)

Apabila terdapat penularan kasus yang berkelanjutan di komunitas dan peningkatan kasus di
komunitas, maka diperlukan sumber daya tambahan untuk respon dengan melibatkan lintas
sektor yang lebih luas. Maka dapat dibentuk SKPDB dengan mengintegrasikan sistem Kluster.

s

—

SEKRETARIAT BAGIAN BAGIAN PERWAKILAN
PERENCANAAN DATA, INSTANSI/
DAN HUMAS TERKAIT

[ ’ ' | i
BIDANG BIDANG OPERASI BIDANG BIDANG OPERAS!
OPERASI OPERASI

\\ .7/

PENANGGULANGAN BENCANA

Gambar 9 : Integrasi Kluster dalam SKPDB

Kluster-kluster penanggulangan bencana mendukung SKPDB dan terintegrasi ke dalam bidang-
bidang dalam struktur organisasi koordinasi SKPDB, sesuai dengan kebutuhan respon.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Merupakan pusat komando operasi
penanganan darurat bencana yang menjadi posko utama untuk mengoordinasikan,
mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
HEOC merupakan bagian dari struktur organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
(Posko PDB). Kepala BPBD sesuai kewenangannya dapat menunjuk Komandan Posko PDB
yang disahkan melalui SK Kepala daerah. Struktur organisasi Posko PDB disesuaikan dengan
kebutuhan dan dapat mengintegrasikan Kkluster-kluster penanggulangan bencana. Bidang
operasi dapat mencakup sub bidang surveilans kolaboratif, perlindungan masyarakat,
manajemen Klinis dan akses untuk langkah-langkah pengendalian, dan bidang lainnya sesuai
kebutuhan.
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Strulctur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Al Kabupaten/Kota dan Provinsi
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Gambar 10 : Struktur organisasi Pos Komando Penangan Darurat Bencana.
Sumber : Pedoman nasional penanggulangan Krisis Kesehatan dan PERKA BNPB no.3/ 2016
tentang SKPDB

Kluster kesehatan merupakan HEOC yang terintegrasi dalam SKPDB dengan dukungan kluster-
kluster penanggulangan bencana lainnya sesuai kebutuhan.

Struktur organisasi koordinasi kedaruratan akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di
lapangan. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, digunakan Komite Penanganan COVID-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Jika
terjadi jenis penyakit infeksi emerging lain, jumlah bidang operasional akan disesuaikan dengan
kebutuhan dan pilar kesiapsiagaan serta respons yang ada, termasuk mengintegrasikan lima pilar
pandemi.

Untuk kesiapsiagaan dan penanganan kasus awal, penanggulangan dilakukan menggunakan
dana rutin dari APBN/APBD di masing-masing sektor. Dalam manajemen bencana, setelah

pernyataan status bencana, akses ke dana kedaruratan menjadi tersedia. Dana kedaruratan ini
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mencakup Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam menghadapi

epidemi dan pandemi, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di wilayah

terdampak. Jika diperlukan, tambahan tenaga kesehatan dapat diambil dari Tim Cadangan

Kesehatan (TCK). Dalam penanganan krisis, tersedia usat krisis regional yang dapat

dimanfaatkan untuk merespons krisis kesehatan dengan lebih efektif.

Lintas sektor yang terlibat untuk setiap pilar kesiapsiagaan dan ketahanan penyakit infeksi

emerging diantaranya :

e Komando kedaruratan (Bapeda, BPBD, Sekda, Camat)

e Surveilans kolaboratif (Dinkes, Dinas pertanian/ perdagangan/ Peternakan, Puskemas,
puskeswan, labkesda, laboratorium kesehatan hewan, Dinas lingkungan hidup/ BKSDA,
taman nasional)

e Manajemen klinis (Dinkes, RS, Puskesmas, IDI, PPNI)

e Perlindungan masyarakat (Dinkes, Disnak/ dinas pertanian, dan sektor keamanan/ TNI/ polisi/
Satpol PP,Balai Karantina Kesehatan/ BKK, dinas sosial, diskominfo, tokoh masyarakat,
tokoh adat, NGO, pihak swasta)

e Intervensi countermeasures/ langkah-langkah pengendalian dan logistik (Dinkes, disnak,
BPBD, dinas sosial, produsen alat kesehatan, provider jasa transportasi, TNI/Polri, courier
transport logistik, sektor pelayanan esensial unutk masyarakt seperti penyedia bahan pangan,
air minum)

3.2 Surveilans Kolaboratif

Sistem surveilans kolaboratif melibatkan kolaborasi lintas sektor, yaitu sektor kesehatan manusia,
sektor kesehatan hewan, dan sektor lingkungan hidup dan kehutanan termasuk satwa liar.
Surveilans kolaboratif bertujuan untuk mencegah dan merespon ancaman kesehatan secara
lebih efektif. Ini merupakan pendekatan multisektoral dan transdisipliner, di mana data dari
berbagai bidang saling melengkapi untuk mengatasi penyakit zoonosis (penyakit yang ditularkan
antara hewan dan manusia) serta masalah kesehatan lainnya.

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

Pelaporan kasus penyakit potensial KLB/wabah pada manusia dilakukan melalui Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), dengan surveilans berbasis indikator (indicator based
surveillance) yang dilaporkan mingguan dan surveilans berbasis kejadian (event based
surveillance) yang dilaporkan realtime. Seiring dengan hal tersebut, juga telah dilakukan
pemantauan sinyal KLB melalui Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS). Untuk
pelaporan COVID-19 dan penyakit infeksi emerging dilaporkan melalui website New All Record
(NAR). Selain dari SKDR dan EIOS, sumber data juga didapatkan dari media, media sosial, dan
Bluedot (ASEAN Biodiaspora Virtual Center), serta data program/institusi lainnya berkaitan
dengan zoonosis, arbovirosis, imunisasi, vektor, lingkungan, komunitas, dan lainnya dengan
pendekatan surveilans dengan menggunakan data dari berbagai sumber (multi source
surveillance).
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SKDR merupakan sistem yang mendeteksi ancaman potensi penyakit KLB yang dilaporkan
secara mingguan dengan berbasis komputer/aplikasi website, yang dapat menampilkan alert
atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di
suatu wilayah. Selain itu SKDR juga mencakup surveilans berbasis kejadian yang dilaporkan real
time.

Tujuan SKDR meliputi:
¢ Menyelenggarakan deteksi dini penyakit menular berpotensi KLB/wabah
e Memberikan input kepada program dan sektor terkait untuk melakukan respon pengendalian
penyakit menular berpotensi KLB/wabah
¢ Meminimalkan kesakitan dan atau kematian akibat penyakit menular berpotensi KLB/wabah
¢ Memonitor kecenderungan atau tren penyakit menular berpotensi KLB/wabah
¢ Menilai dampak program pencegahan dan pengendalian penyakit potensi KLB/wabah

Program Pengendalian Penyakit

Fasyankes Fasyankes dan Rumor
Sumber Data -I' I ?
s‘ Individu Cluster Faktor Risiko

Gambar 11 : Konsep Surveilans Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensial
KLB/Wabah

Apabila ada kejadian potensi KLB berdasarkan data/ informasi dari berbagai sumber (media,
komunitas, fasilitasi kesehatan, dll), maka kejadian tersebut dilaporkan secara berjenjang melalui
SKDR dari fasyankes, dinas kesehatan kabupaten, provinsi dan PHEOC (Public Health
Emergency Operation Centre) Kemenkes RI, dilakukan verifikasi, penyelidikan epidemiologi,
pelacakan kasus dan respon oleh Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari petugas surveilans,
klinisi, petugas laboratorium, sanitarian, petugas promosi kesehatan dan petugas lainnya yang
terkait.

Sistem informasi zoonosis dan EID (SIZE)
Sejalan dengan SKDR yang merupakan sistem pelaporan surveilans pada sektor kesehatan
manusia, surveilans pada hewan yang mencakup penyakit zoonosis dilaporkan melalui i-

SIKHNAS (sistem informasi kesehatan hewan). Surveilans pada hewan liar yang berpotensi
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zoonosis dilaporkan melalui sehat sahli yang sudah diimplementasikan di 47 UPT di 22 provinsi.
Protokol surveilans penyakit satwa liar telah disusun tahun 2021. Interoperability antara
surveilans kesehatan masyarakat melalui SKDR, dan surveilans pada sektor kesehatan hewan
(I-SIKHNAS) dan satwa liar (Sehat Satli) dilakukan melalui SIZE (Sistem informasi zoonosis dan
EID).

Sentinel ILI SARI

Selain SKDR, surveilans pada sektor manusia, terdapat juga surveilans sentinel Influenza Like
lliness (ILI) di 39 Puskesmas dan 14 Balai Besar/ Balai Karantina Kesehatan (B/BKK), sentinel
Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di 35 rumah sakit, serta 13 laboratorium regional dan
15 jejaring Lab Whole Genome Sequencing (WGS) di beberapa provinsi untuk pemantauan
influenza dan COVID-19. Surveilans di pintu masuk negara juga dilakukan melalui pemantauan
SKDR, surveilans vektor dan pengawasan alat angkut, pelaku perjalanan dan kargo.

Surveilans Sindrom

Surveilans sentinel penyakit infeksi emerging berbasis sindrom dan laboratorium dilaksanakan di
14 RS dan sentinel legionellosis di 8 RS. Surveilans sentinel ini telah dijalankan pada 13 provinsi
dan akan dikembangkan secara bertahap pada provinsi lainnya. Rencana peningkatan jumlah
sentinel surveilans penyakit infeksi emerging berbasis sindrom dan laboratorium dilakukan
secara bertahap pada RS jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging. Terdapat
6 sindrom penyakit infeksi emerging yang dipilih dan kemudian dilaporkan melalui NAR, yaitu
sindrom pernapasan akut berat, sindrom lumpuh layuh akut, sindrom demam berdarah virus,
sindrom kuning akut dengan demam, sindrom ensefalitis akut, sindrom ruam akut. Selain itu
sentinel ini juga memanfaatkan analisis data yang masuk melalui Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit (SIMRS). Tim infeksi emerging juga melakukan pemantauan rutin situasi Infeksi
emerging global dan regional. Surveilans berbasis masyarakat juga sedang dikembangkan untuk
mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam meningkatkan deteksi penyakit infeksi
emerging termasuk patogen pernapasan.

Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Untuk surveilans berbasis laboratorium, terdapat laboratorium rujukan dan pemeriksaan lanjutan
WGS untuk mendeteksi adanya varian baru atau novel virus. Analisis dilakukan secara
terintegrasi untuk data epidemiologi dan data virologi untuk rekomendasi tindak lanjut
pengendalian. Laboratorium terdiri dari jejaring laboratorium, laboratorium puskesmas,
laboratorium kesehatan kab/ kota, laboratorium kesehatan provinsi, laboratorium regional dan
laboratorium nasional.

Jejaring labkesmas diperkuat untuk mendukung kesiapsiagaan PIE patogen pernapasan.
Terdapat 5 tingkatan labkesmas, yang menjalankan 14 fungsi labkesmas yang meliputi medis,
lingkungan dan vektor. Fungsi labkesmas dilakukan oleh semua tingkatan labkesmas dengan
cakupan yang lebih luas dan dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Dalam
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labkesmas tersistem pembinaan, pemantauan dan rujukan berjenjang. Untuk penjaminan mutu
diselenggarakan oleh 11 lab regional.

Penataan labkesmas bertujuan untuk meningkatkan pelayananan laboratorium kesehatan yang
bermutu, peningkatan akses masyarakat untuk diagnosis dan deteksi penyakit, mendukung
surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium untuk pemantauan wilayah
setempat status kesehatan masyarakat, membangun kesiapan laboratorium kesehatan dalam
menghadapi ancaman potensi KLB/ wabah termasuk penyakit infeksi emerging patogen
pernapasan. Saat ini terdapat 10.180 laboratorium puskesmas, 236 laboratorium kesehatan
daerah (labkesda) yang akan dikembangkan menjadi 514 labkesda kab kota, 36 labkesda
provinsi yang akan dikembangkan menjadi 38 labkesda provinsi, 11 laboratorium regional yang
akan dikebangkan menjadi 13 laboratorium regional dan 2 laboratorium nasional.

Labkesmas menjalankan 14 fungsi labkesmas yaitu pemeliharaan spesimen klinis, pengambilan
sample (lingkungan, vektor dan reservoir), surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis
laboratorium serta respon KLB/ wabah dan bencana, pengelolaan dan analisis data laboratorium,
komunikasi dengan pemangku kepentingan, penguatan SDM laboratorium, penjaminan mutu
laboratorium, pengelolaan logistik khusus laboratorium, koordinasi jejaring laboratorium
kesehatan, kerjasama dengan mitra nasional/ internasional, pengelolaan biorepository, analisis
kesehatan masyarakat berbasis laboratorium, pengembangan teknologi tepat guna, merumuskan
rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, laboratorium kesehatan masyarakat berjejaring
dengan laboratorium medis (termasuk laboratorium di rumah sakit), laboratorium kesehatan
lingkungan, dan/atau laboratorium non kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta di dalam
dan luar negeri Jejaring dapat dilakukan sesuai kebutuhan, antara lain pemeriksaan sample, data
dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan/atau Penjaminan mutu
laboratorium kesehatan dan biorepositori.

Setiap laboratorium wajib melakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal
(PME). Pemantapan mutu internal untuk mengendalikan hasil pemeriksaan laboratorium setiap
hari, mengetahui penyimpangan hasil laboratorium agar dapat segera diperbaiki. PME
diselenggarakan oleh Pihak Eksternal Labkesmas melalui Uji Profisiensi (minimal 2 Kkali
setahun)Uji Banding, Uji Silang, Unjuk Kinerja, dan Pengulangan hasil pemeriksaan.

Peningkatan Whole Genomic Sequencing (WGS) dalam jejaring labkesmas bertujuan untuk :

e Pemantauan penyakit dan deteksi wabah: untuk identifikasi patogen dengan cepat dan akurat
dan analisa genom membantu menentukan sumber, rute penularan dan perubahan genetik
patogen. Informasi ini penting menerapkan intervensi tepat waktu untuk mengendalikan
wabah.

e Pemahaman tentang penularan penyakit: Dengan menganalisis sekuens genetik patogen
dapat diketahui pola penyebaran penyakit mengembangkan intervensi untuk mencegah
penularan lebih lanjut.
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e Pengembangan dan Pemantauan Vaksin: mengidentifikasi target antigenik utama dan
memahami bagaimana patogen berevolusi untuk menghindari respons kekebalan tubuh,
membantu memantau efektivitas vaksin dan mendeteksi strain baru yang dapat
mempengaruhi efikasi vaksin.

e Untuk kesehatan lingkungan, WGS untuk memahami ekologi mikroba dalam lingkungan
membantu menilai risiko lingkungan, memprediksi wabah penyakit, dan mengembangkan
strategi untuk mengendalikan polusi dan sanitasi.

Penilaian Risiko

Kementerian kesehatan mempunyai kapasitas untuk melakukan penilaian risiko cepat dan sudah
melakukan penilaian risiko cepat untuk beberapa penyakit infeksi emerging seperti penilaian
risiko COVID-19. Penilaian risiko bersama dilakukan untuk ancaman zoonosis, seperti penilaian
risiko untuk Avian Influenza (Al) HON2, Al H5N1 dan penyakit Nipah. Kementerian Kesehatan
juga sudah melakukan pemetaan risiko tingkat kabupaten/kota untuk MERS-CoV di Indonesia
yang diupdate setiap tahun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemetaan risiko ini
bisa diakses melalui http://s.id/petarisikopie.

Sebagai bagian dari transformasi kesehatan, kementerian kesehatan mengembangkan satu
sehat untuk mendukung transformasi digital dan membantu pengelolaan data kesehatan secara
efisien, sehingga memudahkan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat.

3.3 Perlindungan Masyarakat

Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat (KRPM)

Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat (KRPM) merupakan pertukaran informasi,
nasihat, dan pendapat mengenai risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko secara
secara tepat, cepat, dan akurat dengan para ahli, tokoh masyarakat atau pejabat, dan orang-
orang yang berisiko pada keadaan krisis kesehatan.

KRPM merupakan komponen penting yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan tanggap
darurat kesehatan masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. KRPM dapat
membantu mencegah infodemi (penyebaran informasi yang salah/hoaks), membangun
kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan dan respon pemerintah sehingga masyarakat dapat
menerima informasi dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah. Dengan demikian, hal-hal
tersebut dapat meminimalkan kesalahpahaman dan mengelola isu/hoaks terhadap kondisi
maupun risiko kesehatan yang sedang terjadi. Yang tidak kalah pentingnya, KRPM bertujuan
untuk dapat mengubah perilaku hidup masyarakat.

Penyesuaian pesan komunikasi berdasarkan perkembangan situasi yang diadaptasi dengan

konteks/ kebiasaan lokal dengan pelibatan jejaring tokoh masyarakat/ tokoh agama dan
memastikan inklusi komunitas dan konsistensi pesan dan penjangkauan dengan menggunakan
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channel/ media yang sesuai termasuk media sosial, radio, media cetak, dll. Pemantauan
misinformasi, hoax, disinformasi dan memperkuat literasi ilmu pengetahuan. Tujuan dan kegiatan
KPRM disesuaikan dengan tahapan operasional epidemi/ pandemi.

KRPM pada tahapan operasional interpandemi / kesiapsiagaan bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap risiko yang mungkin terjadi saat krisis/kedaruratan
kesehatan; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melindungi diri dari
risiko kesehatan; dan meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam penanganan risiko
kesehatan.

Upaya KRPM vyang dilakukan melalui edukasi kesiapsiagaan krisis kesehatan kepada
masyarakat, membangun advokasi kepada para pemangku kepentingan, serta menyediakan
layanan informasi dan pengaduan masyarakat (contact center).

KRPM pada tahapan operasional introduksi kasus awal/ sporadis/ Kkluster (Tahap
penanggulangan untuk containment/ mencegah penyebaran) bertujuan untuk mencegah risiko
yang lebih besar; memberikan edukasi dan informasi, menyarankan tingkah laku
pencegahan/mitigasi terhadap ancaman/bahaya yang dihadapi; memberikan perlindungan dan
keamanan; Mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup disiplin menjalankan protokol
kesehatan. Upaya KRPM yang dilakukan dengan mengaktivasi media center sebagai pusat
informasi dan komunikasi satu pintu, layanan contact center 24/7, dan mobilisasi sosial untuk
pemberdayaan masyarakat

KRPM pada tahap Transmisi Komunitas Berkelanjutan (tahap penanggulangan untuk
pengendalian dan mitigasi) bertujuan untuk memberikan informasi dan pendidikan pemulihan
situasi, perubahan perilaku berkesinambungan untuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan, dan
merestorasi kepercayaan publik.

Dalam kesiapsiagaan dan krisis/ situasi darurat, kementerian kesehatan melakukan aksi kunci

komunikasi publik melalui kehumasan :

e Melakukan media monitoring, baik media massa maupun media sosial, untuk memantau dan
mengetahui perkembangan isu maupun rumor di tengah masyarakat, serta membuat laporan
secara berkala.

e Menyiapkan data, informasi, pesan kunci, dan pesan pendukung. Pesan dapat dikembangkan
dengan menggunakan bahasa daerah/lokal setempat agar lebih mudah dipahami.

e Mencegah terjadinya hoaks dan membuat kontra narasi hoaks.

e Menyiapkan dan mengelola hotline/call center.

e Mengidentifikasi dan menyiapkan media/kanal informasi yang akan digunakan (media milik
sendiri, media berbayar, maupun media nirbiaya).

e Menyampaikan segera data dan informasi terkini tentang perkembangan penanganan
wabah/pandemi serta edukasi masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengendalian
wabah/pandemi (protokol kesehatan dan vaksinasi) secara berkala kepada publik oleh juru
bicara.

e Melakukan kerja sama dengan para pemengaruh/influencer terpercaya untuk membantu
menyebarkan konten positif kepada masyarakat.
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e Menyediakan dan mengelola saluran komunikasi untuk layanan informasi dan pengaduan
masyarakat yang mudah diakses publik selama 24 jam. Saluran komunikasi yang dapat
digunakan: website, sosial media (Instagram, X.com, youtube, facebook), Interactive Voice
Response (IVR), kontak telepon, sms, whatsapp, media cetak lainnya ataupun forum
komunikasi berjenjang dari Provinsi ke Kabupaten, Puskesmas dan Kader atau Masyarakat.

Pesan kunci yang disampaikan kepada masyarakat umum dan populasi spesifik disesuaikan

dengan kerangka operasional tahapan epidemi/ pandemi. Pesan kunci nasional disesuaikan dan

diadaptasi sesuai konteks lokal. Pesan kunci meliputi gambaran dan akrakteristik penyakit

(penyebab, gejala, tanda, penularan, pencegahan dan pengobatan), upaya pencegahan yang

perlu dilakukan dan penerapan protokol kesehatan, himbauan perjalanan (travel advisory) untuk

pelaku perjalanan dan upaya respon dan lanjutan yang perlu dilakukan pada saat kasus sudah
terjadi.

Contoh pesan kunci promosi kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk

pencegahan penularan penyakit :

- Biasakan untuk rajin mencuci tangan dengan air dan sabun.

Lakukan etika batuk dan bersin

Jaga kebersihan bahan makanan dan alat yang digunakan untuk mengolah makanan.

Bersinkan rumah dan area kerja dengan disinfektan secara berkala, termasuk

Membersihkan tempat yang memungkinkan tikus bersarang, seperti tong sampah, Gudang,

dan ruang yang berantakan atau jarang digunakan.

Hindari kontak dengan unggas, hewan dan cairan tubuhnya seperti liur, darah, urin, feses.

Segera ke fasilitasi kesehatan jika alami gejala atau kontak erat kasus manusia.

Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan wabah/pandemi merupakan
upaya yang dilakukan oleh komponen masyarakat melalui fasilitasi atau pendampingan untuk
menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah
dan mengurangi kasus.

Secara garis besar, pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
wabah/pandemi sebagai berikut:

o Melakukan kegiatan pelibatan masyarakat dari respon daerah
(provinsi/kabupaten/kota) dengan satu atau lebih kasus yang telah diidentifikasi.

e Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dalam berbagai
bentuk media dan saluran seperti cetak, elektronik, tradisional, luar ruang, website, sosial
media (Instagram, X.com, youtube, facebook), Interactive Voice Response (IVR) dan lain-
lain)

¢ Melakukan gerakan bersama para tokoh publik atau tenaga kesehatan dan jejaring komunitas
atau organisasi massa untuk mengedukasi langsung masyarakat.

o Melibatkan perangkat desa/kelurahan serta tokoh masyarakat/agama dalam menyampaikan
pesan-pesan kunci lewat saluran dan sarana yang dimiliki dengan memperhatikan anjuran
kesehatan.
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o Ketua RT/RW/Kepala Desa/lurah, tokoh agama/tokoh masyarakat:;, Bhabinkamtibmas:
sistem keamanan lokal, kader kesehatan, warga, Puskesmas dan Posyandu merupakan para
pelaku pelibatan masyarakat.

Manajemen Penanganan Hoaks dan Misinformasi

Hoaks dan misinformasi yang muncul secara sengaja maupun tidak, lebih sering berkonotasi
negatif. Penyebarannya bisa dari mulut ke mulut, melalui media, atau lewat media sosial.
Teknologi telah mengaburkan garis antara berita nyata dan palsu. Hoaks menjadi viral dalam
hitungan detik. Hoaks memiliki dampak destruktif dalam keberhasilan program kesehatan
termasuk di dalamnya imunisasi. Kanal yang paling banyak ditemukan hoaks yaitu: Facebook,
WhatsApp, Youtube, dan TV.

Upaya penanganan hoaks dan misinformasi dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari edukasi
publik/literasi digital (mengenali, menghentikan, dan melaporkan hoaks), menyiapkan kontra
narasi, hingga penegakan hukum. Untuk itu perlu ada sistem/saluran yang dimanfaatkan
masyarakat untuk memastikan kebenaran sebuah informasi.

A. Untuk penanganan persepsi dan manajemen informasi yang salah, dapat dilakukan:

¢ Melakukan edukasi/literasi digital kepada masyarakat untuk mengenali, menghentikan, dan
mengadukan hoaks penyakit infeksi emerging

e Membuka saluran komunikasi dua arah untuk layanan informasi dan pengaduan
masyarakat melalui hotline/call center dan media digital resmi pemerintah sebagai sumber
informasi terpercaya.

¢ Mengajak tokoh publik dan komunitas masyarakat untuk membangun jejaring sebagai
kelompok anti hoaks untuk melawan hoaks dan menyebarkan berita baik/benar

B. Mekanisme Edukasi Masyarakat dan Penanganan Hoaks Dalam upaya edukasi masyarakat
dan penanganan hoaks, Kemenkes dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) dan aliansi pencari fakta (Mafindo, cek fakta, dan tim cek fakta dari media).
Sementara untuk penegakkan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian.

¢ Identifikasi untuk mendapatkan aduan dari publik melalui saluran kanal yang sudah tersedia
dan mencari sumber hoaks secara manual atau memanfaatkan tools social media
monitoring.

o Klarifikasi : Hoaks diklasifikasikan berdasarkan isu dan membuat klasifikasinya/kontra-
narasi. Rujukan utama bisa berasal dari Kemenkes, Dinkes, Komnas KIPI, BPOM, WHO,
dan UNICEF.

o Labelisasi yang dilakukan oleh kemenkes melalui kanal sosial media dan whatsapp group,
kominfo (kominfo/inihoaks), mafindo (turnbackhoax.id), dan cek fakta (cekfakta.com).

¢ Diseminasi konten yang sudah diberi label melalui website resmi dan sosial media yang
dikelola pemerintah.
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C. Saluran aduan saluran aduan pelaporan hoaks dan literasi digital dapat dilakukan multi kanal
seperti:

e Aduankonten.id
Instansi.aduankonten.id
aduankonten@kominfo.go.id
WA: 08119224545
Twitter: @aduankonten
Instagram: aduankonten.official

Facebook: aduankontenOfficial
Layanan.kominfo.go.id
lapor.go.id

Instagram: @misslambehoaks
Telegram: chatbotantihoaks
s.id/cekhoaks

Kekarantinaan Kesehatan

Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya
penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan
kesehatan masyarakat. Karantina kesehatan dapat dilakukan di wilayah maupun pintu masuk
negara.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat
dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan wabah
melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. tindakan kekarantinaan kesehatan
ditetapkan dan dilaksanakan oleh pejabat karantina kesehatan. Untuk kekarantinaan kesehatan
di pintu masuk negara, dilaksanakan oleh Badan Kekarantinaan Kesehatan (BKK), dan
kekarantinaan di wilayah dilakukan oleh dinas kesehatan. Kementerian dalam melaksanakan
kegiatan karantina dan penanggulangan dapat melibatkan lintas sektor dan pemerintah daerah.

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan diantaranya :
e Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau
dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
Pembatasan Sosial Berskala Besar;
Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan
Barang; dan/atau
e Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media Lingkungan

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

Pelaksanaan kegiatan pengawasan wabah di pintu masuk oleh unit pelaksana teknis bidang
kekarantinaan kesehatan berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan yang berwenang di
wilayah kerjanya masing-masing termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi
terkait. Informasi adanya kasus/peningkatan kasus penyakit potensi wabah bahkan mengarah
pada kemungkinan adanya kejadian wabah akibat importasi maupun episenter di wilayah dapat
diketahui oleh petugas yang berwenang melalui sistem kewaspadaan dini dan respon untuk
selanjutnya dilaksanakan penanggulangan sesuai peraturan perundang- undangan, sehingga
kejadian wabah dapat diminimalisasi.

33



Kekarantinaan di pintu masuk negara dilakukan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan
masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan serta respons terhadap
kedaruratan kesehatan masyarakat. Dilakukan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandar udara,
maupun pos lintas batas darat negara) dan wilayah.

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk negara diantaranya kegiatan
pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap
Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan diantaranya di pintu masuk negara diantaranya:

e Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara (pada saat
kedatangan dan keberangkatan kendaraan darat).

e Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Awak, Personel, Penumpang Alat angkut.

e Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Barang di Alat Angkut

e Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Laut (pada saat kedatangan dan
keberangkatan kapal)

e Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (pada saat kedatangan dan
keberangkatan pesawat udara)

Dalam rangka kewaspadaan wabah di pintu masuk dan perlintasan antar daerah, pemerintah
pusat melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit dan/ atau faktor risiko penyakit yang
berpotensi menimbulkan wabah, baik di pintu masuk maupun pelabuhan atau bandar udara yang
melayani lalu lintas domestik. Jika ditemukan penyakit dan/ atau faktor risiko penyakit yang
berpotensi menimbulkan wabah di pintu masuk atau pelabuhan dan bandar udara yang melayani
lalu lintas domestik, segera dilakukan tindakan penanggulangan.

Surveilans dan tindakan Penanggulangan berupa skrining, rujukan, isolasi atau karantina,
pemberian kekebalan, pemberian profilaksis, disinfeksi, dan/ atau dekontaminasi terhadap orang
sesuai dengan indikasi, disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/ atau deratisasi terhadap alat
angkut dan barang; dan/atau tindakan penanggulangan lainnya. Tindakan penanggulangan
dilakukan sesuai dengan jenis agen penyakit dan cara penyebarannya. Komunikasi risiko
dilakukan untuk petugas pintu masuk dan pelaku perjalanan dengan pesan yang spesifik sesuai
dengan target audience.

Balai Karantina Kesehatan (B/BKK) juga melakukan risk based vessel inspection (pengawasan
alat angkut berdasarkan risiko) di pintu masuk negara. Untuk Jemaah haji dilakukan pengawasan
khusus pada saat sebelum keberangkatan, pada saat haji dan pada saat pulang kembali ke
Indonesia.

Karantina Wilayah
Karantina wilayah atau pembatasan sosial skala besar / Langkah-langkah kesehatan dan

masyarakat sosial dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan penularan di masyarakat, untuk
memutus atau mengendalikan rantai transmisi.
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Karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan oleh Menteri.
Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diantaranya:

e Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isi nya yang
diduga terinfeksi penyakit dan /atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

e Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.

e Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu
Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa
untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

e Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa
untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Contoh: peliburan
sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan)

Langkah-langkah pembatasan sosial harus mempertimbangkan :

e Kesetaraan akses kesejahteraan dan perlindungan sosial, termasuk untuk kelompok marginal
atau berisiko yang memerlukan dukungan lebih.

e Jejaring pengaman sosial, ekonomi untuk memastikan kebutuhan esensial dasar seperti
keamanan pangan, kesehatan, sanitasi dasar untuk meminimalkan kemiskinan, kerusuhan
dan kerugian yang diakibatkan dampak pembatasan sosial.

e Memastikan keberlangsungan perekonomian, seperti perdagangan kebutuhan esensial dna
perjalanan esensial amsih dapat tetap berlangsung. Penyedia jasa esensial harus menyusun
Business Continuity Plan untuk keberlangsungan pelayanannya selama pandemi.

e Keberlanjutan pendidikan dan pembelajaran dan layanan esensial lainnya. Pendidikan dapat
dilakukan melalui kelas virtual.

e Penelitian, pembelajaran efektivitas, evaluasi berkala dan penyesuaian dari Langkah-langkah
Kesehatan Masyarakat dan Sosial (LKMS). Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan
analisis risiko berkala dengan menggunakan dashboard berdasarkan indikator analsisi risiko.
Contohnya dengan indikator data proporsi kasus positif dari jumlah sample yang diperiksa,
case fatality rate, dan cakupan vaksinasi. Indikator lain dapat juga dipertimbangkan.

e Pemantauan dan analisis penerimaan dan sentimen komunitas mengenai penerapan LKMS.

e Memastikan perjalanan dan supply esensial seperti untuk kepentingan respon kemanusiaan
atau transportasi pengiriman persediaan kritis dapat berlangsung.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, protocol kewaspadaan diterapkan pada kegiatan mass

gathering, termasuk yang melibatkan peserta/ pelaku perjalanan internasional, termasuk
screening, screening dan surveilans, protocol kesehatan serta respon cepat terhadap kejadian.
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3.4 Respon Medis/Manajemen Klinis

Sistem rujukan untuk kasus penyakit infeksi yang muncul melibatkan kolaborasi antara berbagai
fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan klinik swasta. Deteksi terhadap kasus
suspek penyakit infeksi emerging (PIE) dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan maupun
pintu masuk negara, dengan rujukan selanjutnya ke rumah sakit yang khusus menangani PIE.
Koordinasi yang efektif antara fasilitas kesehatan sangat penting untuk memastikan penanganan
yang cepat dan tepat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan
sistem rujukan yang terintegrasi, penanganan penyakit infeksi emerging diharapkan dapat
dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

Manajemen Klinis dalam konteks ini memerlukan kolaborasi lintas program dan sektor, termasuk

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta pengembangan sarana dan
prasarana. Selaras dengan transformasi kesehatan, khususnya dalam pilar layanan kesehatan
rujukan, telah diterbitkan KMK 1491 nomor HK.01.07/MENKES/1491/2023 tentang rumah sakit
jejaring penguatan pelayanan penyakit infeksi emerging. Rumah sakit jejaring ini berfungsi untuk
memperkuat layanan PIE dari rumah sakit pengampu kepada rumah sakit yang diampu, dengan
tujuan meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan rujukan melalui prinsip kolaborasi
untuk mengatasi tantangan dalam penanggulangan PIE.

Rumah sakit jejaring pengampu PIE memiliki stratifikasi, kriteria, dan tugas masing-masing,
dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai koordinator. Berdasarkan
KMK tersebut, ditargetkan ada 18 rumah sakit strata paripurna, 44 rumah sakit strata utama, dan
136 rumah sakit strata madya, yang tersebar di 38 provinsi.

Jejaring penguatan penyakit infeksi emerging juga telah menyusun SOP penerimaan pasien yang
mencakup skrining, triase, dan penempatan pasien. Kapasitas pemeriksaan diagnostik etiologi di
jejaring rumah sakit terus diperkuat, didukung oleh jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.
Selain itu, jejaring rumah sakit terus mengembangkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
(PNPK) bersama organisasi profesi untuk menangani PIE, khususnya infeksi saluran pernapasan
seperti COVID-19. Pembelajaran dari pandemi COVID-19 telah mendorong pengembangan
telemedicine untuk mempermudah tatalaksana PIE. Pedoman tatalaksana PIE, termasuk
pemulasaraan jenazah untuk berbagai penyakit seperti COVID-19, Nipah, dan Hanta, telah
disusun sebagai panduan bagi petugas kesehatan dan pihak terkait lainnya. Pengolahan limbah
dari PIE juga diatur dalam Permenkes No. 27 Tahun 2017.

Saat ini, sistem registry nasional yang terintegrasi dengan Sistem Kesehatan Nasional sedang
dikembangkan dalam jejaring rumah sakit PIE. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah
mengembangkan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) untuk penyakit
infeksi emerging, yang berfungsi sebagai rujukan dalam perencanaan pemenuhan SPAK.
Aplikasi ini akan menyediakan data dan informasi yang valid, terkini, dan tepat waktu, menjadi
kebutuhan setiap fasilitas kesehatan dalam kesiapsiagaan menghadapi penyakit infeksi
emerging. Melalui pemanfaatan ASPAK, standarisasi, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap SPAK di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih
baik.
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Jejaring rumah sakit juga telah melaksanakan berbagai pelatihan, termasuk kesiapsiagaan PIE
di rumah sakit, tatalaksana dasar dan lanjutan dalam pelayanan PIE, serta pelatihan untuk
manajemen Klinis seperti Tim Gerak Cepat untuk penyakit infeksi emerging di pintu masuk dan
wilayah. Materi pelatihan mencakup tatalaksana medis, keperawatan, pengelolaan spesimen,
dan pencegahan serta pengendalian infeksi (PPI). Penerapan PPI bertujuan untuk melindungi
tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga, sehingga dapat memutus rantai penularan. Setiap
fasilitas kesehatan wajib memiliki tim PPl yang bertugas menguatkan seluruh staf, pasien, dan
pengunjung dalam pelaksanaan PPI, serta memastikan kesehatan lingkungan terjaga.

Berbagai penelitian juga telah dilaksanakan untuk mendukung manajemen klinis, terutama di

bidang respiratori, seperti studi efikasi antivirus COVID, vaksin COVID, dan studi longitudinal

antibodi COVID. Penelitian yang akan datang mencakup long COVID (2025 BRIN) dan netralisasi

antibodi (evaluasi vaksin COVID) pada 2025. Beberapa usulan penelitian untuk penyakit

respiratori antara lain:

e Analisis pendekatan manajemen klinis dalam situasi krisis penyakit respiratori.

e Pengembangan strategi manajemen respiratori spesifik untuk pasien di ICU dengan
komorbiditas.

e Analisis pendekatan klinis terhadap pasien yang mengalami gangguan pernapasan jangka
panjang.

3.5 Akses untuk Sumber Daya (Obat, Vaksin) dan Langkah-Langkah Kesehatan
Masyarakat Lainnya

Akses sumber daya untuk langkah-langkah kesehatan masyarakat dalam kesiapsiagaan
pandemi mencakup beberapa aspek penting, antara lain pengembangan, produksi dan distribusi
vaksin termasuk rantai dingin, obat-obatan termasuk pengaturan stok obat untuk penyakit infeksi
emerging yang dihadapi maupun unutk pelayanan kesehatan esensial, ketersediaan alat-alat
medis seperti ventilator, Alat Pelindung Diri (APD), peralatan diagnostik. Selain itu juga
memastikan manajemen logistic dan rantai pasok yang efektif untuk mendukung distribusinya.

Dashboard ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) yang telah dikembangkan
sejak 2023 kini tersedia untuk mendukung pelayanan penyakit infeksi emerging. Aplikasi ini
memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian infeksi di rumah sakit, laboratorium klinik, dan puskesmas. Sistem ini mencakup 20
penyakit, termasuk infeksi patogen pernapasan seperti Al, COVID-19, MERS-CoV, Nipah,
Hantavirus, dan legionelosis.

Penyediaan vaksin mencakup berbagai platform, antara lain: (1) vaksin inactivated (virus yang
diinaktivasi untuk mengurangi penularan); (2) vaksin berbasis RNA (yang mengandung informasi
genetik virus untuk merangsang respons imun); (3) subunit protein (menggunakan protein virus
untuk induksi respons imun); (4) vaksin vektor virus yang tidak berbahaya sebagai “tamping”
untuk mengangkut genetik virus ke dalam sel manusia; dan (5) vaksin rekombinan.
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Pengembangan rencana deployment vaksin post COVID-19 meliputi :

e Integrasi vaksinasi COVID-19 dalam program imunisasi

e Life course vaccination, mencakup semua usia, mulai dari anak-anak, hingga orang tua,
sehingga meningkatkan kekebalan masyarakat secara keseluruhan (Herd Immunity/
kekebalan kelompok), mengurangi beban penyakit dan peningkatan kualitas hidup.
Ketersediaan regulasi dan pelaksanaan manajemen risiko.
Penelitian dan pengembangan untuk vaksin baru termasuk EID lainnya serta ketahanan
kefarmasian.

e Komunikasi dan edukasi vaksin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait
vaksinasi dalam rangka membentuk herd immunity.
Kemajuan teknologi pemberian vaksin yang akan datang. Pemberian vaksin tanpa jarum.
Inovasi pengadaan vaksin dan pemilihan serta distribusi disesuaikan dengan kebutuhan.
Dukungan mitra internasional (WHO, UNICEF, GAVI, dll) terkait akses stockpile vaccine
termasuk kolaborasi dengan COVAX Facility, yaitu suatu badan independen yang
mendistribusikan donasi vaksin ke semua negara yang membutuhkan terutama negara-
negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan vaksinnya secara mandiri.

Skenario vaksinasi yang diambil dari pengalaman vaksinasi COVID-19 mencakup target
vaksinasi untuk 234,6 juta penduduk, termasuk 1,4 juta tenaga kesehatan, 21,5 juta lansia, 17,3
juta pegawai publik, 141,2 juta masyarakat umum, 26,7 juta remaja, dan 26,4 juta anak. Rencana
distribusi vaksin dapat menggunakan skenario ini dengan penyesuaian pada jumlah populasi
yang menjadi prioritas.

Rencana distribusi vaksin COVID-19 dapat diadaptasi untuk penerapan vaksin patogen dan
penyakit pernapasan lainnya. Strategi distribusi vaksin berdasarkan pengalaman COVID-19 :

e Penyusunan Rencana Nasional Distribusi Vaksin COVID-19 (NDVP) sebagai roadmap
vaksinasi.

e Koordinasi dengan para ahli dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization
(ITAGI) untuk advokasi, sosialisasi, dan komunikasi, termasuk penyusunan media KIE dan
komunikasi risiko.

e Pengembangan sistem pelaporan dan pencatatan elektronik (seperti P Care BPJS dan Peduli
Lindungi yang terintegrasi dalam Satu Sehat).

e Peningkatan kapasitas petugas kesehatan melalui pelatihan.

e Penambahan sarana dan peningkatan kualitas rantai dingin vaksin.

e Penguatan surveilans keamanan vaksin (Adverse Event Following Immunization
(AEFI)/Kejadian lkutan Pasca Immunisasi(KIPI)) melalui platform web keamanan vaksin.

e Peningkatan kerjasama multilateral dan bilateral dalam penyediaan vaksin, termasuk transfer
teknologi.

e Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan dan percepatan vaksinasi COVID-19
(TNI/Polri, swasta, dll).

e Monitoring dan evaluasi.
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Strategi peningkatan vaksin untuk menghadapi pandemi mendatang mencakup:

Penguatan regulasi dan harmonisasi, termasuk komitmen pembiayaan.

Manajemen rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan vaksin dan logistik yang
memadai.

Sarana penyimpanan yang memastikan vaksin disimpan dalam Cold Chain Equipment (CCE)
untuk menjaga potensi dan kualitas vaksin.

Pengaturan distribusi vaksin dengan memperhatikan stok vaksin yang tersedia.

Distribusi vaksin yang tepat waktu dan sesuai jumlah sasaran (penguatan rantai dingin).
Administrasi vaksin yang sesuai dengan persetujuan badan berwenang (BPOM), termasuk
pencatatan dan pelaporan logistik vaksin di aplikasi SMILE.

Penguatan surveilans keamanan vaksin melalui web https://keamananvaksin.kemkes.go.id,
termasuk pelaporan KIPI dan surveilans pasca-pemasaran.

Komunikasi, edukasi, dan informasi akurat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Monitoring dan evaluasi surveilans KIPI untuk memastikan keamanan vaksin dalam program
imunisasi.

Studi keamanan pasca-otorisasi (PASS) untuk pemberian izin vaksin sementara, serta survey
penerimaan vaksin sebagai bagian dari strategi vaksinasi, yang dilakukan oleh Kemenkes
dan UNICEF untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi penolakan vaksin di masyarakat.

Untuk memastikan ketersediaan dan akses untuk obat termasuk alat diagnostik yang dibutuhkan
dalam penanggulangan penyakit infeksi emerging patogen pernapasan, maka diperlukan :

o Penetapan daftar obat dan alat diagnostic esensial untuk patogen pernapasan.

o Pemetaan dan mengembangkan platform persediaan dan produksi di dalam negeri atau
di kawasan yang dapat diperluas dengan cepat, termasuk untuk barang barang esensial
seperti APD, obat-obatan, dan vaksin.

e Memastikan stockpile / akes untuk ketersediaan obat , alat medis dan alat diagstik yang
diperlukan, contohnya dengan menyusun MoU bersama dan Identifikasi akses stockpile
regional dan global. Indonesia dapat melakukan akses stockpile vaksin/ obat-obatan yang
ada di regional dan global. Untuk mengakses stockpile global, akan berkoordinasi dengan
WHO dan UNICEF.

Dalam prosedur darurat, skema Special Access Scheme (SAS) memungkinkan penggunaan obat
/ vaksin dari luar negeri (import) yang belum terdaftar di Indonesia dalam situasi tertentu. Skema
ini dirancang untuk memberikan akses kepada pasien terhadap obat yang tidak tersedia,
terutama dalam keadaan mendesak atau kritis. Persetujuan SAS mempertimbangkan keamanan,
efektivitas dan potensi manfaat dibandingkan risiko obat/ vaksin tersebut untuk digunakan.
Persyaratan dan Langkah-langkah pengajuan SAS dan proses SAS sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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BAB IV : Sistem Aktivasi

Sistem aktivasi dan perpindahan mode operasi dari satu tahapan operasional ke tahapan
operasional lainnya sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 dan
manajemen kedaruratan bencana. Dalam manajemen bencana, terdapat pernyataan bencana
yang dapat dikeluarkan oleh kepala negara/ kepala daerah atas rekomendasi BNPB/ BPBD
berdasarkan kajian analisis risiko yang dilakukan bersama sektor teknis terkait.

Interpandemi Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan

Kewaspadaan Siaga darurat/ Status
Kesiapan Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit

Interpandemi dengan Adanya
ancaman EID

. Containment Siaga darurat/ tanggap
K | EID .
klastjs awd » sporadic, (Pencegahan darurat (berdasarkan analissi
uster Penanggulangan penularan) risiko)

Transmisi komunitas
berkelanjutan dan peningkatan
transmisi komunitas

Pengendalian,

mitigasi Tanggap darurat

Deeskalasi Pasca KLB/ Wabah Penurunan kasus Rehabilitasi

**) Kriteria mengikuti peraturan yang berlaku

Aktivasi / perpindahan mode operasi dari tiap tahap operasional disesuaikan dengan analisis
risiko berdasarkan analisis berdasarkan data yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
dengan melibatkan sektor terkait dan BNPB/ BPBD. Berdasarkan analisis risiko, BPBD akan
mengajukan rekomendasi kepada kepala negara/ kepala daerah untuk pernyataan status
kedaruratan.
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Ambang transisi antar tahap operasional untuk kesiapan dan respons pandemi :

Tahap Sub tahap Ambang transisi antar tahap dan sub tahap
operasional | operasional
Interpandemi | Pencegahan dan | Tidak ada kasus PIE yang menjadi perhatian
Kesiapsiagaan
Bersiap ¢ Informasi tentang KLB patogen saluran pernapasan baru di luar perbatasan negara yang diterima
melalui sistem surveilans (SKDR), notifikasi IHR NFP negara lain,Event Information Site (EIS) IHR
NFP, informasi dari WHO atau sumber informasi lainnya seperti ECDC, Africa CDC, ABVC
(ASEAN), EOC Net; atau
¢ Peringatan diterima di tingkat nasional dari WHO; atau
¢ Indikasi dari SKDR/ surveilans sentinel ILI/ SARI/ surveilans sindrom tentang tren infeksi saluran
pernapasan akut yang dapat terlalu membebani sistem kesehatan, analisis Pandemic Infleunza
Severity Assessment (PISA) dari sentinel ILI/ SARI; atau
= Penetapan WHO atas suatu kejadian kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKM-MD).
Kasus awal/ Mencegah o Kasus-kasus atau klaster-klaster pertama terdeteksi di dalam negeri; atau
sporadis/ penyebaran e Peringatan/Laporan diterima dari unit subnasional / daerah yang meminta bantuan untuk
kluster menanggulangi kejadian seperti tren atau tingkat keparahan tidak biasa terkait patogen saluran
pernapasan yang diketahui; atau permohonan bantuan dari tingkat subnasional terkait kejadian.
Penyebaran Mengendalikan | ¢ Peningkatan penyebaran patogen saluran pernapasan di dalam negeri; atau
kasus di dan mitigasi ¢ Pernyataan pandemi WHO dan sudah ada peningkatan penyebaran pandemi di dalam negeri
komunitas/ e Penyebaran meluas patogen saluran pernapasan di negaranegara lain di berbagai bagian dunia.
peningkatan e Selama subtahap operasional ini, peningkatan atau pelonggaran langkah-langkah respons dapat
penyebaran di perlu dilakukan berdasarkan hal-hal berikut dengan tetap mempertimbangkan dampak
komunitas sosioekonomi lebih luas:
- Kasus, kematian, dan hospitlaisasi yang dilaporkan di dalam negeri atau secara global; atau
- Cakupan vaksinasi dan efeknya pada transmisi; atau
- Kapasitas sistem kesehatan untuk bertahan terhadap beban pasien;
- Ketersediaan dan efektivitas opsi-opsi terapeutik untuk meminimalisasi dampak kesehatan; atau
- Tingkat kekebalan kelompok pada berbagai subpopulasi.
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Deeskalasi/
Pemulihan

Menurunkan dan
melanjutkan
respon

e Penurunan jumlah kasus, kematian, atau pasien rumah sakit di tingkat global; atau

e Penetapan pandemi telah mencapai tingkat yang memungkinkan pengelolaan dengan pengaturan
yang lebih rutin ; atau

¢ Penghentian status KKM-MD oleh Direktur Jenderal WHO.
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BAB V : Interdependensi Antar Sektor

Kesehatan terkait erat dengan konteks sosioekonomi. Persiapan dan respons terhadap pandemi
memerlukan kolaborasi lintas sektor dan tingkatan masyarakat, di bawah kepemimpinan
pemerintah. Meski Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan dan rencana kesehatan,
kesiapsiagaan epidemi perlu diintegrasikan dalam manajemen kedaruratan yang melibatkan
semua sektor. Perencanaan kesiapan pandemi patogen saluran pernapasan perlu diintegrasikan
ke dalam kebijakan, strategi, rencana, dan anggaran lintas sektor agar dapat memberikan
dampak yang maksimal. Pemerintah perlu melibatkan lintas sektor dari setiap tingkatan dan
masyarakat sipil dan komunitas setempat dalam penyusunan rencana kesiapan pandemi
patogen saluran pernapasan. Kesiapan pandemi patogen saluran pernapasan merupakan upaya
bersama sektor kesehatan dan sektor lain, di mana setiap sektor menjalankan perannya masing-
masing.

Peran sektor dan keterkaitan lintas sektor dalam kesiapsiagaan dan respon pandemi :

Sektor Independensi/ hubungan saling ketergantungan

e Pelayanan kesehatan, surveilans, pemeriksaan laboratorium,
penyelidikan epdiemiologi penyakit potensi wabah.

e Edukasi, komunikasi dan informasi pencegahan penyakit kepada
masyarakat, promosi kesehatan, pelibatan masyarakat.

o Kesiapsiagaan dan ketahanan penyakit infeksi emerging di pelayanan

e kesehatan dan komunitas.

e Pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan karantina kesehatan di
wilayah dan pintu masuk negara.

Stakeholder terkait : Kementerian Kesehatan, dinkes, Badan Karantina

Kesehatan, laboratorium (Labnas, labkesda, lab penelitian/ BRIN),

puskesmas, rumah sakit, PMI, NGO yang bergerak di bidang kesehatan,

WHO, UNICEP, dIl.

e Mitigasi risiko penyakit zoonotik terkait hewan liar, perubahan iklim,
sistem pembiakan hewan ternak, atau perdagangan hewan seperti
pasar hewan dan penjagalan.

% gfﬁ_ ¢ Minimalisasi risiko pada penghidupan rantai pasokan terkait pertanian
— dan persediaan pangan selama pandemi.

Parganoen LngmEna® | o Kajian data dan penilaian risiko berkala tentang patogen saluran
pernapasan berpotensi pandemi yang menyebar pada populasi hewan
dan manusia

e Mekanisme pengelolaan KLB bersama untuk respons multisektoral
yang efektif terhadap patogen saluran pernapasan zoonosis.
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Stakeholder : Kementan, KLHK, BKSDA, disnak, laboraotrium hewan
(B/BVET), dinas pertanian, FAO, WOAH, UNEP, dll.

&=

Transportasi,
logistik, Hukum dan
peralanan, ketertiban
dan pariwisata

Manufaktur vital

o Prioritisasi pergerakan petugas dan persediaan esensial dan pelaku
perjalanan lain dengan alasan esensial.

¢ Mitigasi penyebaran penyakit saluran pernapasan terkait perjalanan,
termasuk di pintu masuk negara dan transportasi umum.

e Pertimbangan transmisi lintas batas dan memastikan mobilitas
masyarakat dengan aman tanpa pembatasan perjalanan dan
perdagangan berlebihan.

¢ |dentifikasi pendekatan dalam mempersiapkan dan mempertahankan
rantai pasokan internasional dan dalam negeri untuk komoditas-
komoditas esensial selama tahap tahap akut pandemi.

Stakeholder : Kementerian perindustrian, Kementerian hukum dan
HAM, kementerian transportasi, Kementerian pariwisata, dinas
transportasi, otoritas bandara, pelabuhan, pintu masuk negara, imigrasi,
bea cukai, penyedia layanan transportasi (maskapai, kapal, kereta api,
bus,travel, platform transportasi online, dl), jajaran TNI/ Polri, Satpol PP,
dll.

P

Teknologi informasi
dan komunikasi

e Dukungan pelibatan masyarakat dan komunikasi risiko untuk
menyampaikan informasi yang jelas dan akurat sesuai kebutuhan
berbagai subpopulasi di daerah perkotaan, pedesaan, dan rentan.

e Persiapan materi pesan media tentang tatalaksana dan intervensi
penyakit saluran pernapasan. Peningkatan alur digital dan otomatisasi
yang dibutuhkan untuk mempertahankan kegiatan usaha dan
kegiatan pembelajaran dan memungkinkan layanan elektronik selama
tahap-tahap akut pandemi.

Stakeholder : Kementerian informasi dan komunikasi, dinas informasi

dna komunikasi, penyelenggara platform informasi digital, influencer,

media, dIl.

A

Manufaktur vital

¢ |dentifikasi komoditaskomoditas esensial selama pandemi

e Penyusunan rencana keberlanjutan usaha yang melindungi petugas
kritis dan memastikan penyediaan berkelanjutan bahan mentah,
produksi yang aman, pengiriman komodita sesensial dan strategis,
dan pengolahan limbah terkait.

Stakeholder : Kementerian industri, produsen komuditas esensial,
Bulog, Kementerian perdagangan, Bapeten, Batan, BUMN, Pertamina,
dll.
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WE

Pendidikan

e Dukungan literasi kesehatan masyarakat dan lingkungan belajar yang
aman

¢ |dentifikasi pendekatan dan persiapan upaya mempertahankan
pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh selama tahap-tahap akut
pandemi.

¢ Dukungan kebutuhan tenaga kesehatan

Stakeholder : Kementerian Pendidikan, dinas Pendidikan, sekolah,
universitas, penyelenggara kursus, perkumpulan profesi, dinas
Pendidikan, poltekes, platform pembelajaran online, dll.

O

e Peningkatan akses fasilitasi seperti kapasitas kebersihan tangan yang
mengurangi penyebaran penyakit saluran pernapasan terutama di
tempat-tempat hunian informal.

e Kampanye tentang Langkah penurunan risiko penyakit selama
kejadian penyakit saluran pernapasan musiman atau epidemi, seperti
kebersihan tangan dan etika batuk.

Stakeholder : Penyedia layanan air bersih, PDAM, penyedia layanan air
minum

% 2\
Kasgjahteraan  Perumahan dan
sosial pekerjaan umum

¢ |dentifikasi kelompokkelompok rentan yang lebih mungkin terdampak
dalam suatu kedaruratan dan pengembangan langkah-langkah
keamanan sosial melalui pelibatan masyarakat.

e Promosi standar-standar yang memaksimalkan ventilasi
mengurangi transmisi patogen saluran pernapasan.

e Promosi infrastruktur bangunan umum, dan tempat terbuka yang
mengurangi keramaian dan memaksimalkan ventilasi.

e Peningkatan ketersediaan ruang public, ruang hijau, dan ruang biru
yang dapat diakses oleh semua orang untuk ventilasi dan mitigasi
dampak kesehatan jiwa dari pandemi.

e Penetapan pengaturan untuk mengelola dengan aman akumulasi
limbah selama pandemi termasuk limbah terkait alat kesehatan
seperti alat perlindungan diri (APD).

untuk

Stakeholder Kementerian dan dinas yang menangani sosial,

perumahan dan pekerjaan umum, kantor BPJS, asuransi, dll.

Kesaqahts-raan Huhum dan
sosial

¢ |dentifikasi dan mitigasi risiko tindak kekerasan selama pandemi,
termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis
gender.

e Memastikan jaminan pengamanan sosial
masyarakat yang membutuhkan.

yang merata bagi
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Stakeholder : TNI, Polri, Kementerian sosial,
organisasi perlindungan anak dan perempuan, dll.

Kementerian HAM,

Keuangan

e Penyusunan, advokasi, dan implementasi argument alokasi sumber
daya untuk pembiayaan publik dan swasta jangka panjang untuk
penguatan kesiapan pandemi patogen saluran pernapasan sebagai
bagian dari keamanan kesehatan.

¢ |dentifikasi dan penggunaan model-model pembiayaan inovatif untuk
bersiap terhadap dan memitigasi pandemi patogen saluran
pernapasan di masa mendatang.

¢ |dentifikasi mekanisme kelanjutan layanan finansial minimum seperti
penyetoran dana dan pinjaman dana untuk mengurangi gangguan
sosiol konomi selama pandemi.

Stakeholder Kementerian keuangan, BANK, Kementerianyang
bergerak dalam bidang investasi, sosial, perekonomian, perdagangan.

@ fi

Partahanan dan  Manufaktur vital
keamanan

¢ Identifikasi kapasitas lonjakan untuk pengelolaan rantai pasokan,
pencadangan, dan distribusi.

¢ Identifikasi kapasitas lonjakan medis termasuk infrastruktur fisik
seperti rumah sakit dan petugas kesehatan militer.

Stakeholder : TNI, Polri, penyelenggara manufaktur vital.

/N

Enargi Bendungan

O

Air

Identifikasi pendekatan untuk mempertahankan penyediaan energi dan
pasokan air termasuk irigasi untuk produksi pangan selama pandemi.

Stakeholder Kementerian yang bergerak di bidang energi,
penyelenggara kesediaan air bersih, PDAM, bendungan.
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BAB VI : Aksi Kunci di Setiap Tahap Operasional

Pada setiap tahap operasional, terdapat tindakan/ aksi kunci untuk setiap pilar kesiapsiagaan dan respon yang melibatkan lintas

sektor.

6.1 Interpandemi

Pada interpandemi merupakan tahap kewaspadaan untuk pencegahan dan bersiap.

Badan
Komponen Tindakan Sektor yang Terlibat Penanggung
Jawab
Penyusunan/ review rencana kesiapsiagaan PIE dan | Lintas program Kemenkes, BKK, | Dirjen P2P
Koordinasi simulasi (TTX, field simulasi) yang diselenggarakan | Direktorat teknis terkait, Kemtan, | Kemenkes
kedaruratan rutin (2 tahun sekali). KLHK, Kemenko PMK, dan KL
terkait lainnya.
Pelatihan kesiapsiagaan PIE/ pandemi melibatkan | Lintas program Kemenkes, lintas | Dit. Surkarkes
lintas sektor sektor dan institusi terkait lainnya.
Koordinasi monitoring events/ kejadian oleh PHEOC | PHEOC, Dit. Surkarkes, program | Dit. Surkarkes
Kemenkes RI, Dinkes provinsi, Kabupaten terkait, Dinkes provinsi, Dinkes
Kab/Kota
Koordinasi lintas sektor oleh Kemenko PMK, | Lintas sektor direktorat teknis | Kemenko PMK
pembentukan Tim koordinasi EID, zoonosis (TIKOR) | terkait, Kemtan, KLHK, Kemenko
PMK, Kemendagri, BNPB, BPBD,
TNI/POLRI, dan KL terkait lainnya
¢ Penguatan surveilans kolaboratif melalui:
Surveilans - Monitoring data SKDR, surveilans sentinel PIE | Asdep P2 Kemenko PMK, Dit | P2P
kolaboratif berbasis sindrom dan laboratorium, surveilans | surkarkes, Dit P2M Kemkes, Dit | Kemenkes
sentinel ILI SARI, surveilans pneumonia, | Keswan, Dit KKHSG, KLHK, BRIN,
Laboratorium Kesehatan
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surveilans berbasis laboratorium, surveilans
berbasis masyarakat, surveilans lingkungan.
- Monitoring data kesehatan hewan |-Sikhnas,

- Monitoring data kesehatan satwa liar
(SehatSatli)
- Menindaklanjuti data dan informasi dan

penambahan jenis penyakit yang dimasukkan
dalam sistem informasi zoonosis dan EID (SIZE).
e Surveilans berbasis risiko melalui
- Pemetaan risiko penyakit infeksi emerging
- Pelaporan data dan informasi pathogen discovery
yang berpotensi KLB/wabah
- Monitoring faktor risiko penyakit dan masalah

Masyarakat, Balai/Balai Besar

Veteriner.

kesehatan
- Penilaian risiko bersama untuk zoonosis dan PIE
zoonosis
Analisis data bersama lintas sektor secara berkala | Asdep P2P Kemenko PMK, Dit. | Kemenko
SKK, DIt. P2PM, Dit. Keswan, Dit. | PMK
KKSGH, BRIN
Pelatihan surveilans berbasis masyarakat Dit SKK, ASDEP P2P Kemenko | Dit. SKK
PMK, Kementan, PMI
Pelatihan Surveilans berbasis laboratorium Dit SKK, Lab Biokes, Dit | Dit. SKK
Takelkesmas, BRIN
Pelatihan surveilans berbasis risiko Dit SKK, Dit P2M Kemenkes, BRIN, | Dit. Keswan
Kementan, KLHK, Dinkes, Disnak,
Labnas, Labkesda, BKSDA,
B/BVET, B/BKK
Peningkatan surveilans dan pemantauan, serta | Balai Kekarantinaan Kesehatan, | Dit. SKK
deteksi dini di pintu masuk negara Badan Karantina Indonesia
Penguatan implementasi e-HAC Balai Kekarantinaan Kesehatan Dit. SKK
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Koordinasi dan integrasi antara pintu masuk negara | Dit. SKK dan Dinas Kesehatan | Dit. SKK

dan wilayah Provinsi/Kab/Kota

Memperkuat field epidemiology training programme | Sekretariat FETP, Dit. SKK, | Dit. SKK

(FETP) dengan roll out pelatihan frontline, | Universitas

intermediate  menambah Universitas untuk FETP

advance

Memperkuat program pelatihan epidemiologi | Sekretariat PELVI, Dit. Keswan, | Dit. Keswan

lapangan veteriner Indonesia frontline, intermediate | Universitas

dan menambah Universitas untuk PELVI advance

Peningkatan kapasitas untuk multi source surveilans | Dit. SKK, Dit. Keswan, Dit. KKSGH, | P2P

untuk memperkuat analisis WHO, FAO Kemenkes
dan PKH
Kementan

Pelatihan/OJT surveilans untuk peningkatan kualitas | Dit. SKK, Dit. Yankes Primer, Dit. | Dit. SKK

data dan sistem surveilans dengan pelibatan unit | Yankes Rujukan, Pusdatin, DTO

pelapor fasyankes sektor publik dan swasta,

meningkatkan klinisi dalam upaya kewaspadaan dini

Memastikan interoperabilitas dan validitas atau Pusdatin

keakuratan data sehingga dapat digunakan untuk | Pusdatin, DTO

analisis dan pengambilan keputusan tepat waktu

Pemenuhan kebutuhan SDM (tenaga surveilans/ | Dirfjen  Nakes, Pusat Krisis | Kemenkes,

epidemiolog, dokter hewan, pengendali ekosistem | Kesehatan, KLHK, Kementan KLHK,

hutan(PEH)) di tingkat Kabupaten/kota/ provinsi Kementan

Penyusunan Pedoman Penyakit Patogen Saluran | Ditjen P2P, Ditjen Yankes, Ditjen | Kemenkes,

Pernapasan (yang menjadi ancaman) PKH, Ditjen KSDAE, BRIN Kementan,
KLHK. BRIN

Peningkatan kapasitas laboratorium termasuk | Kesmas: Dit. Tata Kelola Kesehatan | Kemenkes

penyiapan sarana prasarana laboratorium termasuk | Masyarakat, Dit. SKK, Dit. P2PM,

logistik, dukungan sistem informasi untuk pencatatan | Dit. Farmalkes, Pusdatin Kementan

dan pelaporan serta akses telekomunikasi

Keswan: Dit. Keswan, Balai/Balai
Besar Veteriner
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Penguatan jejaring laboratorium One Health | Kemenko PMK, Dit. Tata Kelola | Kemenko
termasuk regulasi, dan mekanismenya. Kesehatan Masyarakat, Dit. SKK, | PMK
Dit. P2PM, Dit. Keswan, OR
Kesehatan BRIN
Peningkatan deteksi dini pada hewan ternak dan | DIt. Keswan, Dit. KKSGH Kementan,
satwa liar melalui pelatihan KLHK
Pengawasan lalu lintas hewan ternak dan satwa liar | DIt. Keswan, Dit. KKSGH Kementan,
KLHK
Pelatihan pencegahan dan pengendalian zoonosis | Ditien Nakes, Balai Pelatihan | Ditjen Nakes
dengan pendekatan One Health Kesehatan
Pelatihan investigasi kib/wabah melalui pendekatan
One Health
Penguatan jejaring laboratorium untuk skrining, | Labnas, Labkesda, B/Bvet, BRIN, | Lab nasional
diagnosis, follow up, melakukan EQA dan research | Lab RS. Biokes
Perlindungan Komunikasi risiko, terutama pada kelompok risiko | Puskomlik, Promkes Kemenkes, | Puskomlik,
Masyarakat tinggi untuk pengendalian faktor risiko media, Kominfo, NGO, RCCE promkes
Kemenkes
Memperkuat sistem KRPM dengan meningkatkan | Kominfo, BNPB, Tim RCCE, Unit | Rokomyanlik
kapasitas komunikasi risiko dan pemberdayaan | teknis terkait di Kemenkes Promkes
masyarakat melalui berbagai pelatihan/ lokakarya
Meningkatkan koordinasi internal dan kemitraan Promkes, Kominfo, Satgas, Media, | Promkes
- Mengoptimalkan pembagian peran, tanggung | LSM terkait, Akademisi, NGO, | Rokomyanlik
jawab, dan SOP kegiatan KRPM dengan | private sektor
berkoordinasi antara
kementerian/lembaga/OPD serta mitra
pemerintah/swasta.
- Meningkatkan jalinan hubungan dengan mitra
terkait untuk operasionalisasi KRPM di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rokomyanlik
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Melakukan komunikasi publik (menyiapkan juru
bicara, pesan yang akan disampaikan, audiens, dan
media komunikasi yang digunakan)

Kominfo, Satgas, Media, LSM
terkait, Akademisi, NGO, sektor
swasta

Melakukan pemberdayaan masyarakat Rokomyanlik, Unit teknis terkait Promkes
Manajemen rumor/hoaks, manajemen infodemik Kominfo, unit teknis dan K/L terkait, | Rokomyanlik
Organisasi Profesi, Kominfo,
Satgas, LSM terkait, Media
Pengembangan Media KIE Promkes, tim RCCE, unit terkait, | Promkes

lintas sektor

Manajemen
Klinis

Pelatihan PIEuntuk rumah sakit dan PPI, termasuk
simulasi dengan menggunakan kurikulum yang

RS jejaring PIE, Nakes

Ditjen Yankes,

terakreditasi, termasuk benchmarking RSPI, Yankes
Koordinasi berkala rumah sakit jejaring pengampuan | RS jejaring PIE, dan profesi (IDI, | RSPI, yankes
PIE IDAI, PAPDI)

Webinar berkala kesiapsiagaan EID dan penyakit- | Organisasi profesi (IDI, IDAI, | ditjen

penyakit EID untuk tenaga medis (dokter)

PAPDI), jejearing RS PIE, dokter,
Yankes, Ditjen Nakes

Nakes,Yankes,
RSPI,

Mapping berkala rumah sakit (Ketersediaan sarana | RS jejaring PIE Yankes,
prasarana kesehatan termasuk peralatan medis, pharmalkes,
laboratorium, APD, ruang isolasi, obat-obatan, dIl) labkesmas
minimal 1 tahun sekali, dan pemenuhan kebutuhan

berdasarkan hasil mapping

Monitoring kesiapsiagaan PIE / pandemic RS | RS jejaring PIE Yankes
memakai check list kesiapsiagaan pandemi RS-

WHO

Penyusunan rencana kesiapsiagaan PIE di RS dan | RS jejaring PIE RSPI
simulasi (hospital plan)

Memastikan dukungan tenaga cadangan/ EMT, | Nakes, RS RS jejaring PIE Puskris
Menyiapkan roster dan pelatihan tenaga cadangan

(TCK)

Mengupdate PNPK tatalaksana klinis PIE RS jejaring PIE Yankes
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Menyusun protokol unity study — partisipasi dalam | Surkarkse (Timker infem), RSPI, | BRIN
unity study network, termasuk penelitian mengenai | Organisasi Profesi, yankes
obat, dll
Menyusun anggaran untuk manajemen klinis | Jejaring infem, Ditjen Nakes, Yankes, RSPI
penyakit PIE Farmalkes,
Penyusunan / review pedoman penanggulangan PIE | Jejaring Infem, BPJS, organisasi | Dit. SKK
profesi (pokja Infem)
Mengupdate PNPK tatalaksana klinis PIE Profesi, yankes, Surkarkes, P2M, | Yankes
RS,
Akses pada Kerjasama penyediaan bahan baku obat, vaksin, | Industri Farmasi, BPOM Farmalkes
Intervensi skrining dan diagnostik
Penanggulangan | Penyiapan Sarana-Prasarana di fasilitas kesehatan | RS Vertikal, Faskes Tk.Prov/ | Yankes
Kabupaten/ Kota/ Puskesmas,
Faskes di TNI/Polri, Klinik/ Praktek
Dokter Mandiri.
Distribusi rantai dingin (Cold Chain) Kemenkes/ Dinas Kesehatan Prov/ | Dit.
Kab/ kota/ Puskesmas. Pengelolaan
Imunisasi
Kesiapsiagaan di pintu masuk dalam hal membantu | Otoritas dan komunitas Bandara, | Otoritas
distribusi / pengiriman untuk obat/ vaksin untuk | Otoritas dan komunitas Pelabuhan, | pelabuhan,
langkah pengendalian Badan Nasional Pengelola | Otoritas
Perbatasan, Agen Penerbangan, | bandara,

Agen Pelayaran, Agen Kendaraan
Darat, Kementerian dan Lembaga
terkait

Kementerian
dan lembaga
terkait.

Peningkatan kapasitas Pencatatan dan Pelaporan
yang berkaitan dengan monitoring vaksin dan KIPI

Kemenkes/  Dinas Kesehatan
Provinsi/ Dinkes Kabupaten/Kota,
RS Vertikal, Faskes Tk.Prov/
Faskes Kabupaten/ Faskes Kota/
Puskesmas, Faskes di TNI/Polri,
Klinik/ Praktek Dokter Mandiri.

Dit. Pengelola
Imunisasi
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6.2 Introduksi Kasus Awal/Sporadis/Kluster
Pada tahap introduksi kasus awal, sporadic/ kluster merupakan tahap penanggulangan utnuk pencegahan penyebaran (Containment)

Badan
Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Koordinasi Lintas Direktorat, lintas sektor, | Ditien P2P
kedaruratan Surat edaran kewaspadaan Dinkes  Provinsi/Kab/Kota, UPT
Kemenkes, dan UPT Daerah, serta
KL terkait
Lintas program Kemenkes, | Ditjen P2P
Review rencana kesiapsiagaan dan simulasi Direktorat teknis - terkait, Kemtan,
KLHK, Kemenko PMK, dan KL
terkait lainnnya
Koordinasi respon: PHEOC, berkoordinasi dengan | PHEOC, Puskris, Dit. Surkarkes, | Ditjen P2P
pusat krisis untuk tambahan sumber daya yang | program terkait, Dinkes provinsi,
dibutuhkan. Dinkes Kab/Kota
Aktivasi Health Emergency Operation Centre (HEOC)
. . - Puskris, PHEOC, P2P, lintas sektor | Puskris, P2P
Risk Health Assessment / Penilaian risiko terkait, dinkes pro, dinkes Kab/ kota
: S Puskris, P2P, program terkait, | Puskris
Penetapan situasi krisis kesehatan Dinkes provinsi, Dinkes Kab/Kota
PHEOC, Dit. Surkarkes, program | Ditjen P2P
Laporan situasi harian untuk stakeholders terkait, Dinkes provinsi, Dinkes
Kab/Kota
Pernyataan KLB SKPD Qan lintas sektor daerah | Kepala .
terjangkit Daerah/Menteri
Pernyataan keadaan tertentu Dinas terkait BNPB/BPBD
Dinkes dan lintas sektor terkait di | Kemenkes/
Penyusunan rencana respon untuk kasus awal . . . .
daerah atau wilayah terjangkit Dinkes

53




Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Surveilans aktif untuk penemuan kasus oleh Tim
Survellan§ gerak (.:epaj[ (TGC), 'pelacak'a.n kasus, penyelidikan Dit. SKK, Puskris, BNPB, Yankes, | Kemenkes dan
Kolaboratif epidemiologi yang terintegrasi lintas sektor

Investigasi KLB/Wabah bersama lintas sektor

P2PM

BNPB

Investigasi pada hewan ternak dan satwa liar pada
kasus zoonosis

Keswan, KLHK

Keswan dan
KLHK

Penyelidikan epidemiologi bersama yang melibatkan
manusia, hewan, satwa liar dan lingkungan

Keswan, Dit. SKK, P2PM Kemkes,
KLHK. Lab Biokes, Labkesda,
B/BVET

Dit SKK, Dit
P2M  Kemkes,
Keswan, KLHK

Dit. SKK, P2PM, Keswan, KLHK, ahli

Penilaian risiko kemungkinan penyebaran kasus. dari organisasi profesi (PAEI, PDPI, | Dit. SKK
PAPDI, dll)

Review update pedoman (Denifisi

Operasional,deteksi, manajemen kasus, akses | Dit. SKK, P2PM, Keswan, KLHK Dit. SKK

laboratorium, penanggulangan)

Mengaktifkan seluruh jejaring laboratorium untuk | Yankes, Dit SKK, Ditjen. Kesmas, | Yankes,

melakukan pemeriksaan specimen dalam 24 jam.

Labnas Biokes, Labkesda

Takelkesmas

Membuat surat edaran untuk laboratorium jejaring
memeriksa specimen dan mengirimkan hasil dan
specimen dalam 24 jam ke laboartorium rujukan.

Yankes, Dit SKK, Ditjen. Kesmas,
Labnas Biokes, Labkesda, RS,
Puskesmas, Dinkes, BKK.

Yankes,
Takelkesmas

Pembelian reagen dan bahan habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.

Yankes, Dit SKK, Labnas Biokes,
Labkesda

Yankes,
Takelkesmas

Distribusi reagen dan bahan habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.

Yankes, Dit SKK, Labnas Biokes,

Labkesda

Yankes,
Takelkesmas

Perlindungan
Masyarakat

Menyampaikan informasi update perkembangan
kasus pada public melalui situs resmi/media sosial
resmi, dan call center untuk publik

Unit teknis terkait, Satgas, Media

Rokomyanlik

Media center (sebagai bentuk komunikasi dua arah)

Unit teknis terkait, Media, Satgas

Rokomyanlik
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Manajemen rumor/hoaks (mendengarkan, | Unit teknis dan K/L terkait,
menanggapi keprihatian publik dan memadamkan | Organisasi Profesi, Kominfo, | Rokomyanlik
rumor) Satgas, LSM terkait, Media
Melakukan  komunikasi  publik:  juru  bicara,
menyampaikan pesan upaya | Kominfo, Satgas, Media, LSM
pencegahan/perlindungan dan pengobatan, | terkait, Akademisi, NGO, private | Rokomyanlik
menyebarkan informasi lewat saluran komunikasi | sector
yang tepat, mengaktifkan influencer
Promkes, Kominfo, Satgas, Media,
Meningkatkan koordinasi internal dan kemitraan LSM terkait, Akademisi, NGO, | Rokomyanlik
swasta
Melakukan pemberdayaan masyarakat Rokomyanlik, Unit teknis terkait Promkes
Melakukan screening di pintu masuk negara dan
pesan komunikasi risiko kepada pelaku perjalanan | Dit SKK, BKK, otoritas bandara, | .
. L . Dit SKK dan
untuk pencegahan dan pengenalan gejala awal, serta | penyedia jasa angkutan, lintas BKK
segera menghubungi petugas kesehatan apabila | sektor bandara
mengalami gejala awal.
Manajemen Klinis
Surat edaran kesiapsiagaan dan respon Seluruh fasilitas kesehatan Ditjen P2P
Memastikan  ketersediaan ruang isolasi dan
perangkatnya serta SDM nya untuk siap menerima Jejaring RS jejaring Infem vankes
dan tatalaksana pasien
e Mereview rencana kesiapsiagaan rumah sakit, dan
menyiapkan roster shift petugas kesehatan
e RS yang menerima kasus, aktivasi rencana L . RS Rujukan,
T , o Jejaring RS jejaring Infem
kesiapsiagaan PIE di RS menjadi rencana respon Yankes

termasuk termasuk roster shift petugas kesehatan.
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Ikut serta dalam implementasi protocol Unity | Jejaring RS jejaring Infem, BRIN, Dit BRIN. RSPI
study network global- Clinical management SKK, Yankes '
Me'mastlkan pelaporan kasus dan ha§!l lab melalgl RS Jejaring RS jejaring infem Surkarkes,
online dan SKDR, NAR dan pengiriman spesimen L
Laboratorium jejaring yankes
kasus.
Operasionalisasi Kasus tatalaksana di ruang . L
isolasi di RS rujukan dengan implementasi PPI Jejaring RS jejaring Infem Yankes, RSPI
Pelatihan/ seminar refesher untuk RS rujukan PIE Jejanr']g . RS .Jejarmg Infem, Yankes
organisasi profesi
Membentuk tim ahli infem untuk rekomendasi | Jejaring RS  jejaring Infem,
pencegahan dan tatalaksana klinis yagn sesuai dan | organisasi profesi, Dit. SKK, Yankes, | Yankes, RSPI
efektif. akademia
Menyiapkan insentif dan asuransi untuk tenaga | Ditjen Nakes, RS, jejaring lab, Ditien | Ditien Nakes,
kesehatan Yankes Yankes
Audi ik k [ keseh L
udit medik dan kematian pada petugas kesehatan vankes, RS jejaring Fasyankes
yang terdampak
Akses . pada | Penyusunan vak§|n deplo.ym.ent'plan, .menylapkan Dit Imunisasi, ITAGI, Pharmalkes, | o
Intervensi pengadaan vaksin dan distribusi vaksin termasuk Dit Imunisasi

Penanggulangan

rantai dingin.

Biofarma

Memastikan akses untuk pengadaan vaksin, termasuk | Dit Imunisasi Kementerian . L
. . . . Dit Imunisasi

akses ke stock vaksin global dan regional, seperti | Kesehatan, = Kementerian  Luar Kemenkes
COVAKX facility dan penyedia vaksin golab lainnya. Negeri, BUMN, Biofarma

B/BKK, RS Vertikal, Faskes Tk.Prov/ Dit SKK. Dit
Melakukan skrining sasaran sebelum dilakukan | Faskes Kabupaten/ Faskes Kota/ vankes ’ '
vaksinasi (identifikasi komorbid) Puskesmas, Faskes di TNI/Polri, Rujukam

Klinik/ Praktek Dokter Mandiri.
Identifikasi lokus dan sasaran prioritas untuk vaksinasi | Dinkes Prov/Kab/Kota, P2PM, Dit. | Dit.
dan Perhitungan estimasi kebutuhan vaksin. SKK, KIN, Dit. Imunisasi Pengelolaan
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Komponen

Tindakan

Sektor

Badan
Penanggung
Jawab

Imunisasi dan
Dinkes

Prov/Kab/Kota

Berbagi informasi epidemiologi, vaksin dan obat-
obatan dengan negara lain

Kemenkes, Kemenlu,
Industri Farmasi

Universitas,

Universitas,
Industri Farmasi

Pencatatan dan Pelaporan cakupan vaksinasi serta
monitoring KIPI

Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes
Kab/ Kota, Puskesmas

Dit. SKK

6.3 Transmisi Komunitas Berkelanjutan
Pada kondisi terdapat transmisi komunitas yang berkelanjutan dilakukan Langkah-langkah penanggulangan untuk pengendalian dan

mitigasi.
Badan
Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Melakukan analisis risiko sebagai masukan Kepala | Tingkat daerah : Dinkes, BPBD dan Tinakat daerah
Koordinasi Dinkes yang berkoordinasi dengan BPBD untuk | semua lintas sektor terkait di wilayah ng
. . . Dinkes
kedaruratan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk | terjangkit

pernyataan bencana non alam. .

Melakukan analisis risiko sebagai masukan Menteri
yang berkoordinasi dengan BNPB untuk
merekomendasikan kepada kepala negara untuk
pernyataan bencana non alam nasional

Tingkat nasional : Kemenkes, BNPB
dan Semua lintas sektor terkait

Menteri
(Menkes)

Pernyataan  bencana non alam
direkomendasikan BPBD

yang

BPBD dan semua lintas sektor terkait
di daerah terjangkit

Kepala daerah

Pernyataan bencana non alam
direkomendasikan BNPB

nasional yang

BNPB dan semua lintas sektor terkait

Kepala negara
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Pernyataan wabah Se.mua !intas sektor terkait di daerah Menteri
terjangkit
Melakukan analisis risiko sebagai masukan untuk
Menkes yang .berkoordlna3| dengan BNPB untuk Semua lintas sektor terkait Ditjien P2P
merekomendasikan kepada kepala negara untuk
pernyataan bencana non alam nasional
Pen¥usupan rencana respon berdasarkan rencana Se.mua !lntas sektor terkait di daerah BNPB/BPED
kontijensi. terjangkit
Aktivasi struktur respon bencana sesuai dengan
SKPDB
Koordinasi respon Seluruh lintas sektor terkait BNPB/BPBD
Pusat : BNPB
Daerah : Kepala daerah-sekda
Lintas Direktorat, lintas sektor, Dinkes
Surat Edaran peningkatan kewaspadaan dan respon | Provinsi/Kab/Kota, UPT Kemenkes, | Dirjen P2P
dan UPT Daerah, serta KL terkait
. . Kemenkes, Kemendagri, BNPB,
Pembatasan ~ Kegiatan . .SO.S'?" Kemasyarakatan BPBD, Kemenko PMK, TgNl/ Polri dan | Kemendagri
(PKSK) berdasarkan analisis risiko )
KL terkait
Lintas program Kemenkes, BNPB,
Intra action review Kemendagri, Kemenko PMK, dan KL | Ditjen P2P
terkait
Rewew/u.pdate Pedoman (Definisi Operasional, akses Dit. SKK, P2PM. Keswan, KLHK Dit. SKK
laboratorium, penanggulangan)
Surveilans Pemantauan kasus di masyarakat termasuk | Dit. SKK, P2PM, relawan, TNI/POLRI, Dit. SKK
Kolaboratif pengawasan isolasi di masyarakat Kemendagri '
Peningkatan sumber daya petugas surveilans dengan | Dit. SKK, P2PM, TNI/POLRI, Puskris, Dit SKK

penambahan personel dari Tim Cadangan Kesehatan

Poltekes, PMI, BNPB, dll
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
(TCK) utnuk penyelidikan epidemiologi, pelacakan
kasus berdasarkan strategi surveilans dan testing
Penmglsatan laboratorium dalam pemeriksaan Dit. SKK, P2PM. Dit. Takelkesmas Dit. SKK
penyakit pernapasan
Pemantauan kasus di pintu masuk melalu e-Hac Dit. SKK, P2PM, B/BKK Dit. SKK

Koordinasi Lintas Sektor untuk update situasi
manusia, hewan dan satwa liar

Asdep P2P Kemenko PMK, Dit. SKK,
P2PM, Keswan, KLHK

Kemenko PMK

Penilaian risiko penyakit infeksi emerging patogen

Perlindungan
Masyarakat

pernapasan Dit. SKK, P2PM Dit. SKK
Surveilans untuk pelaksanaan genome sequencing
secara sampling untuk pemantauan jenis virus yang | Dit. SKK, P2PM Dit. SKK
bersirkulasi
Edukasi individu, kelompok/masyarakat -untuk. puskomlik, promkes Kemenkes,
melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di . . .
. . , Kominfo, Satgas, Media, LSM terkait, .
masyarakat — upaya kebersihan personal, imunitas . Rokomyanlik
- .. . L . . Akademisi, NGO, sektor swasta,
diri, kesehatan jiwa dan psikososial, isolasi/karantina, academia. PMI. Dinkes. BKK BNPB
etika batuk/bersin, PSBB ' ’ ' '
Menerapkan protokol kesehatan dengan konsepsi Promkes, Satgas, Akademisi, NGO Rokomyanlik

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

Pemerintah Daerah Provinsi, | Dinkes/ BNPB/
Pembatasan Mobilitas Pemerintah Daerah Kab/ Kota, TNI. | Dagri/ TNI/
POLRI Polri/ Dishub
Lintas sektor terkait dan badan usaha
Menjaga keberlangsungan pelayanan esensial | esensial, seperti PDAM (Air bersih), | BNPB,
masyarakat dengan aktivasi Business Continuity Plan | PLN (Listrik), Bulog, Usaha produksi | Kemenko
badan usaha esensial pangan, dll. terkait
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Pengaktifan semua fasyankes untuk deteksi dan
tatalaksana kasus, termasuk pemantauan pasien :
o Kasus berat : dirujuk ke RS
e Kasus sedang dengan komorbid tidak terkontrol | Fasilitas  pelayanan  kesehatan, | Yankes,
dirujuk ke RS puskesmas, RS, dinkes karkes,
o Kasus ringan : isolasi mandiri kesmas

Manajemen Klinis

o Kontak erat berisiko tinggi seperti komorbid, usia
lanjut dilakukan monitoring di fasiltias karantina

Mengaktifkan Tim cadangan kesehatan

Puskris, Nakes, Poltekes, TNI, Polri,
Akademia

Puskris, Nakes

Mendirikan RS darurat dan pusat karantina darurat

Yankes, Dit SKK, TNI, Polri, BNPB,
Pemerintah daerah,

Yankes, BNPB

Memastikan implementasi PPI, dekontaminasi, waste

manajemen untuk fasilitas kesehatan, fasilitas | RS jejaring pengampu PIE, Yankes
karantina untuk tenaga kesehatan
Implementasi protokol unity study — partisipasi dalam L .
. . . R n mpu PIE, P K,
unity study network termasuk penelitian klinis, obat- S Jejaring pengampu usa BRIN

obatan, alat deteksi cepat.

SKK

Penjaminan pembiayaan pasien PIE

Yankes, Pusjak P2JK, BPJS, Puskris

Yankes, BPJS

Implementasi telemedicine Fasyankes Yankes
P Perhi k h h . .
emetgan, .er |tungan epuj[u an dan pemenuhan vankes, Puskris, RS  rujukan,
ruang isolasi, karantina, logistic peralatan kesehatan, Farmalkes
. Labkesmas, Farmalkes

obat, untuk pemeriksaan lab.

Memastikan pelayanan medis esensial tetap berjalan | Semua RS Yankes
RS Vertikal, Faskes Tk.Prov/ Faskes
Kabupaten/ Faskes Kota/

Tatalaksana Kasus di Faskes Puskesmas, Faskes di TNI/Polri, | Ditjen Yankes

Klinik/ Praktek Dokter Mandiri.
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Akses pada | Pemberian Imunisasi massal (Outbreak Response | Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes
Intervensi Immunization/ORI, Sub Pekan Imunisasi Nasional, | Kab/ Kota, Puskesmas, dan Faskes | Dit. Imunisasi

Penanggulangan

Pekan Imunisasi Nasional/PIN)

lainnya yang ditunjuk

Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan vaksinasi

Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes
Kab/ Kota, Puskesmas

Dit. Imunisasi
dan Pusdatin

Surveilans KIPI

Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes
Kab/ Kota, Puskesmas

Dit. Imunisasi
dan Pusdatin

Stok opname vaksin

Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes
Kab/ Kota, Puskesmas

Farmalkes

6.4 Peningkatan Transmisi Komunitas/Pandemi

Pada tahap operasional peningkatan transmisi di komunitas/ pandemi dilakukan penanggulangan dan pengendalian, mitigasi
sesuai dengan tahap Transmisi Komunitas berkelanjutan diatas, dengan penyesuaian penambahan sumber daya yang
disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan.

6.5. Deeskalasi (Tahap Paska KLB/ Wabah, Pemulihan, Rehabilitasi)

Badan
Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Semua lintas sektor terkait di daerah Kepala daerah/
: : Pencabutan pernyataan bencana non alam/wabah . . negara,
Koordinasi terjangkit )
Menteri (wabah)
kedaruratan . —
L Semua lintas sektor terkait di daerah | Kepala daerah/
Deaktivasi rencana respon . .
terjangkit negara
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Pengembalian koordinasi ke program sektor
kesehatan terkait. Di pusat, koordinasi pengendalian | . . : : Ditjen
dikoordinasikan oleh Kemenkes (PHEOC), dan di Lintas program di Kemenkes/Dinkes P2P/Dinkes
daerah oleh Dinkes
After action review dan dokumentasi pembelajaran | . . . .
untuk memperkuat rencana kesiap:iagaan J dan L|nta§ program/Llntas sektor KL | Ditien .
terkait, Dinkes, dan SKPD P2P/Dinkes
respon PIE
Melanjutkan pemantauan kasus melalui SKDR,
tsentlnel.survella_ms ILI SARI, surveilans ;lndrom dna Dit. SKK, P2PM, Pudatin, DTO Dit. SKK
integrasi deteksi dan program pengendalian ke dalam
program rutin jangka panjang
Surveilans - . Asdep P2P Kemenko PMK, Dit.
kolaboratif Penilaian Risiko SKK,pPZPM, Keswan, KLHK Kemenko PMK
Review/update Pedoman surveilans paska pandemi Dit. SKK, P2PM, Keswan, KLHK Dit. SKK
Surveilans untuk pelaksanaan genome sequencing
secara sampling untuk pemantauan jenis virus yang | Dit. SKK, P2PM Dit. SKK
bersirkulasi
Merestorasi kepercayaan publik Satgas, Tim RCCE Rokomyanlik
. Menjaga praktik baik perilaku kesehatan Satgas, Tim RCC Rokomyanlik
Perlindungan . - . .
masyarakat PemberQayaan masyarakaF berkelanjutan. Unit teknis terkait Promkes
Memastikan ketersediaan media KIE Unit teknis terkait Promkes
(Cetak/elektronik)
Pemetaan petugas kesehatan dan sarana prasarana
: fasilitasi kesehatan RS Rujukan PIE, Yankes, Nakes Yankes, Nakes
Manajemen .
Klinis Evaluasi pelayanan kesehatan pada masa

penanggulangan PIE/ pandemi, termasuk pelayanan
kesehatan esensial

RS Rujukan PIE, Yankes, Nakes

Yankes
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Badan

Komponen Tindakan Sektor Penanggung
Jawab
Update pedoman tatalaksana klinis, PIE termasuk . . . .| Dit. SKK
deteksi dini di RS rujukan PIE, alur rujukan dan RS Rwukan, Dit-SKK, ~ organisasi (Infem), RSPI,
. profesi, Yankes
tatalaksana klinis Yankes
Update alur Penerimaan Rujukan dari FKTP, RS non
rujukan ke RS Pengampuan PIE. Operasional | RS Rujukan, Dit.SKK, organisasi
. . Yankes, RSPI
tatalaksana kasus dan rujukan ke RS pengampuan | profesi, Yankes
PIE
Penauatan cakupan imunisasi Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes | Dit.Pengelolaan
9 P Kab/ Kota, RS Vertikal, Puskesmas | Imunisasi
Akses pada . L . . Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes | Dit.Pengelolaan
: Integrasi imunisasi melalui program rutin o
Intervensi Kab/ Kota, Puskesmas Imunisasi

Penanggulangan

Dokumentasi pembelajaran mengenai implementasi
vaksinasi melalui penyusunan laporan untuk BPOM
atau manuscript/ penerbitan jurnal.

Kemenkes, ITAGI, Dinkes Provinsi,
Dinkes Kab/ Kota, Puskesmas

Dit. Imunisasi
Kemenkes

Penelitian efektifitas vaksin / mutasi

BRIN, Universitas, Kemenkes

BRIN
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Lampiran

Lampiran Monitoring dan evaluasi
Indikator pemantauan kapasitas fungsional kesiapan dan perencanaan pandemi pathogen saluran pernapasan

Komponen

Ukuran Indikator

Koordinasi Kedaruratan

Ketersediaan rencana kesiapan pandemi patogen saluran pernapasan

Adanya kelompok lintas sektor / TIKOR untuk kesiapan pandemi EID yang juga dapat
mengatasi ancaman pathogen pernapasan.

Latihan / simulasi untuk menguiji, mengkaji, dan memutakhirkan rencana kesiapan pandemi

Surveilans Kolaboratif

Ketepatan dan kelengkapan laporan SKDR dan alert signal yang direspon < 24 jam
Ketepatan dan kelengkapan laporan surveilans sentinel PIE pada RS sentinel

Distribusi tingkat risiko PIE dari hasil pemetaan risiko PIE pada seluruh kabupaten/kota
Pelaporan yang konsisten dan tepat waktu ke Global Influenza Surveillance and Response
System untuk ILI SARI sentinel surveilans

Partisipasi dalam jaringan Pandemic Investigations and Studies (“Unity Studies”)

Kapasitas setempat, atau akses pada, sekuensing genomik yang cepat untuk patogen
berpotensi pandemi dan epidemi

Perlindungan
Masyarakat

Adanya pengelola(-pengelola) infodemi terlatih di kementerian kesehatan
Bukti komunikasi risiko atau pelibatan masyarakat selama kejadian penyakit
saluran pernapasan akut termasuk MERS-CoV, influenza musiman, dan influenza zoonotic

Perawatan Klinis

Kesesuaian layanan dengan PPK (panduan praktek klinis)

Kesesuaian layanan dengan clinical pathway

Penurunan angka kematian PIE derajat berat dan kritis

Terlaksananya surveilans berbasis sindrom dan laboratorium berdasarkan wilayah
Partisipasi dalam Global Clinical Platform WHO

Adanya panduan untuk tatalaksana klinis infeksi saluran pernapasan akut
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Akses pada Intervensi

Penanggulangan

kebutuhan

penggunaan produk-produk intervensi untuk pandemi

+ Adanya rencana vaksinasi nasional yang mencakup tindakan-tindakan yang dibutuhkan
selama pandemi patogen saluran pernapasan yang berfokus pada kelompok berisiko sesuai

+ Implementasi pendekatan regulasi yang jelas yang memungkinkan persetujuan cepat untuk

Pemantauan Monitoring dan evaluasi

Komponen

Ukuran Indikator

Baseline
(Tahun)

Pencapaian
Target Indikator

(tanggal ....)

Koordinasi
Kedaruratan

Ketersediaan rencana kesiapan pandemi patogen saluran pernapasan
Adanya kelompok lintas sektor / TIKOR untuk kesiapan pandemi EID yang
juga dapat mengatasi ancaman pathogen pernapasan.

Latihan / simulasi untuk menguji, mengkaji, dan memutakhirkan rencana
kesiapan

pandemi patogen saluran pernapasan

Surveilans
Kolaboratif

Ketepatan dan kelengkapan laporan SKDR dan alert signal yang direspon <
24 jam

Ketepatan dan kelengkapan laporan surveilans sentinel PIE pada RS sentinel
Distribusi tingkat risiko PIE dari hasil pemetaan risiko PIE pada seluruh
kabupaten/kota

Pelaporan yang konsisten dan tepat waktu ke Global Influenza Surveillance
and Response System untuk ILI SARI sentienl surveilans

Partisipasi dalam jaringan Pandemic Investigations and Studies (“Unity
Studies”)

Kapasitas setempat, atau akses pada, sekuensing genomik yang cepat untuk
patogen berpotensi pandemi dan epidemi
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e Adanya pengelola(-pengelola) infodemi terlatih di kementerian kesehatan
Perlindungan | e Bukti komunikasi risiko atau pelibatan masyarakat selama kejadian penyakit
masyarakat e saluran pernapasan akut termasuk MERS-CoV, influenza musiman, dan

e influenza zoonotic
Manajemen e Partisipasi dalam Global Clinical Platform WHO
Klinis e Adanya panduan untuk tatalaksana klinis infeksi saluran pernapasan akut

e Adanya rencana vaksinasi nasional yang mencakup tindakan-tindakan yang
Akses pada dibutuhkan selama pandemi patogen saluran pernapasan yang berfokus
intervensi pada kelompok berisiko sesuai kebutuhan

penanggulan
gan

Implementasi pendekatan regulasi yang jelas yang memungkinkan
persetujuan cepat untuk penggunaan produk-produk intervensi untuk
pandemi
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Lampiran Dasar Hukum

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;

PP no 21 tahun 2008 mengenai sistem komando Penanganan darurat bencana, pasal 24
Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

Undang-Undang no 5 tahun 1990 mengenai Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa;

PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan,;

PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
Hewan.

PP Nomor 3 Tahun 2017 tentang OtoritasVeteriner Pasal 9 dimana kewenangan terkait
bidang veteriner untuk satwa liar ada di KLHK cq. Ditjen KSDAE;

PP no. 7 tahun 1999 pada pasal 15 menyatakan bahwa pemeliharaan jenis di luar habitat
WAJIB memenuhi standard kesehatan kesehatan satwa dan menyediakan tempat yang
cukup luas ,aman dan nyaman serta kewajiban memperkerjakan tenaga ahli (dokter
hewan) dalam bidang medis untuk pengelolaan satwa liar di luar habitat/eksitu;
Peraturan Presiden Rl Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 — 2024

Keppres No. 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya status Pandemi COVID-19
di Indonesia

Perpres no. 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19

SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No. 1 tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan
pada masa Transisi Endemi COVID-19

Instruksi Presiden Republik Indonesia no 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan
dalam mencegah, mendeteksi dan merespons wabah penyakit, pandemi global dan
kedaruratan nuklir, biologi dan kimia.

Instruksi presiden no 5 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik.

Permenko PMK no. 7 tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru

Perka BNPB 10/2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

Perka BNPB 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Permenkes No. 75/2019) tentang penetapan status krisis kesehatan

Permendagri no 101 tahun 2018 tentang SPM sub urusan Bencana

Permenkes no 59 tahun 2016 tentang pembebasan biaya pasien penyakit infeksi
emerging tertentu.
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Permenkes No0.1501 th. 2010, KMK No.424 th.2003 (MERS)

Permenkes No0.59 th. 2016, KMK No. 104 th. 2020 (COVID-19)

Permenkes no. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT bidang
Kekarantinaan Kesehatan

Permenkes no. 1501 th 2010 ttg Penyakit Menular yg Menimbulkan Wabah

Kepmenkes no. 425 th 2007 ttg Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan di KKP
Kepmenkes no. 424 th 2007 ttg Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka
Karantina Kesehatan

Kepmenkes no. 612 th 2010 ttg Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Pemenkes no. 12 th 2019 ttg Perubahan atas Permenkes 23 tahun 2018 ttg Pelayanan
dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Permenkes No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19
Permenkes No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Permenkes Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang
Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 tentang OTK UPT Bidang Laboratorium Kesehatan
Masyarakat

Permenkes Nomor 26 Tahun 2023 tentang OTK Balai Besar Laboratorium Biologi
Kesehatan

Permenkes Nomor 27 Tahun 2023 tentang OTK Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Lingkungan

KMK Nomor HK.01.07/MENKES/155/2024 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi
dan Pembentukan Tim Kerja pada UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat

Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/537/2024 tentang Pendelegasian Wewenang
Penetapan Standar Pelayanan Minimum Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian
Kesehatan Yang Akan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Kepdirjen Kesmas Nomor HK.02,02/B/525/2024 tentang Standar Pelayanan Minimum
BBLKM Palembang

Kepdirjen Kesmas Nomor HK.02,02/B/526/2024 tentang Standar Pelayanan Minimum
BBLKM Makassar

Kepdirjen Kesmas Nomor HK.02,02/B/527/2024 tentang Standar Pelayanan Minimum
BBLKM Surabaya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Pada
Kementerian Kesehatan

Kepmenkeu Nomor 237 TAHUN 2024 tentang Penetapan Balai Besar Biomedis dan
Genomika Kesehatan Jakarta, BBLKM Palembang, BBLKM Makassar, BBLKM
Surabaya, dan Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Jakarta pada Kemenkes
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan
Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

PMK Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, Unit Transfusi
Darah (UTD), Tempat Praktek Mandiri Dokter/ Dokter Gigi dan KMK Nomor
HK.01.07/Menkes/2011/2022 tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
Keputusan Menkes no HK 01.07/ Menkes/174/2024 tentang pedoman penyelenggaraan
rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas.

Keputusan Menkes RI No 01.07/Menkes/1491/2023 tentang rumah sakit jejaring
pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.

Kepmenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2003 tentang P2P MERS

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang COVID-19

KepDirjen Kesmas Nomor HK.02.02/B/154/ 2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan
UPT di Lingkungan Ditjen. Kesmas

SK Dirjen P2P No. HK.02.03/C/1800/2023 tentang Penetapan Site Surveilans ILI-SARI
Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/334/2024 Tentang Tim Kerja di Lingkungan
UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Kepdirjen P2P nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani
Lalu Lintas Domestik oleh UPT Bid. Kekarantinaan Kes

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut11/2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.53/Menhut-11/2014 tentang Pedoman
Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor:
P.9/KSDAE/SET/KSA.2/11/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Penyelamatan
Satwa Liar (Wildlife Rescue Unit)

No. S.251/KSDAE/KKH/KSA.2/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pencegahan
Penyebaran Penyakit yang bersifat Penyakit Infeksi Baru (P1B) dan Zoonosis
No.SE.4/KSDAE/KKH/KSA/4/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Panduan Teknis
Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Manusia dan Satwa Liar di Lembaga Konservasi
Umum, Lembaga Konservasi Khusus dan Penangkaran

No. S.321/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 Tanggal 11 Mei 2020 tentang Kewasadaan
Persebaran COVID-19 dan penyakit Zoonosis di Pasar-Pasar Basah Tradisional ke
Pemda — Pemda Terkait

Nomor: SE.8/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pelepasliaran Satwa Liar di Masa Pandemi COVID-19.

No.S. 271/KSDAE/KKH/KSA/4/2021 tentang penyebaran ASF di Kawasan konservasi
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No.SE.3/KSDAE/KKH/KSA/5/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Surat Panduan
Pencegahan Penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Satwa Liar di UPT Lingkup
Direktorat Jenderal KSDAE

No.SE.5/KSDAE/KKH/KSA/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Kewaspadaan
Terhadap Penyakit Cacar Monyet (Monkeypox)

No.SE.2/KSDAE/KKH/KSA/2/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Peningkatan
Kewaspadaan Penyakit Flu Burung (H5N1) Clade Baru 2.3.4.4b
No.SE.657/KSDAE/KKH/KSA/7/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Peningkatan
Kewaspadaan Penyakit Antraks

Peraturan Menteri LHK No. P.22/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2019 tentang tentang Lembaga
Konservasi yang mensyaratkan ada dokter hewan dan paramedik pada pengelolaan
satwa liar di setiap Lembaga konservasi;

Keputusan Dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit no. HK 02.02/C/1401/2024
tentaing petunjuk pelaksanaan kewaspadaan wabah di pintu masuk serta pelabuhan dan
bandar udara yang melayani lalu lintas domestik oleh unit pelaksana teknis bidang
karantina kesehatan.

SK Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso No. HK.02.03/XXXV111/8632/2021 tentang Tim
Pengampu Layanan PIE

International Health Regulations (2005)

International Civil Aviation Organization (ICAO)

International Maritime Organization (IMO)

International Air Transport Association (IATA)
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Lampiran Koordinasi Kedaruratan

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana/Tanggap Darurat
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PENIMOOLAN DABLIBAT

Sumber : Petunjuk Pelaksana BNPB No. 10/2023 tentang SKPDB pada Status Keadaan
Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Struktur organisasi Satgas COVID-19 (Sebagai referensi contoh struktur organisasi COVID-19,
termasuk juga dengan pembentukan KPCPEN dan Satgas COVID-19)

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Viakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua 3 : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

Koordinator Antar
Lembaga

Bidang Data dan
Teknologi Informasi

Pengelolaan Data

Infrastruktur
Teknologi Informasi

Analisa dan
Pelaporan

e

Bidang

Tim Ahli
Sosial Masyarakat

Media Cetak

Media Luar
Ruangan

a. Lampiran Surveilans kolaboratif

Koordinator Tim Pakar

Sekretariat
Koordinator Pengawasan
Akuntabilitas Administrasi  Keuangan

Bidang : Bidang Bidang Bidang
Tenaga Kesehatan
Edukasi Testing
Tracing
Sosialisasi
Optimalisasi Fasilitas
Kesehatan
Mitigasi Dukungan Logistik *Berdasarkan Keputusan Ketua
= Kesshetan KPCPEN No. 1 Tahun 2020
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Alur penemuan kasus penyakit potensial KLB/ Wabah di Masyarakat

Pengumpulan  poengarun Dipengaruh Digenganihi kemampuan Analisis dan a Respon
Data KEernamouan kemampuan mengambll | 130 & ketersediaan alat Intepretasi
SOM & logistk | & transport spesimen dan reagen
-'4_":-']
\ 4 ‘ — H
Pariymladiban £ loongi (FE}  Pmmaril
]ipengamhl aksesibilitas Dipangaruhi kemampuan & i mesbiczec
ke fasyankes serta pemahaman Makes mengenali
8 = pemahaman masyarakat kasus & Definis: Operasional U s
a = D0} penyakit p—
o s 3 = /\ I I —{_ Fenylapan Lab
ef | ol | —— + — Ruukan
-4 e ik Womankes  [— Penguatan Survesans
taayanben LT p— i
— Kodanoras! Mulllsekior
Internasional E — Imanisast masa, di
— e
) Turveitiance Katwork
(Medifikac] B4R darl WHO afau negan iain)

Komponen deteksi Dini Penyakit

Potensial Wabah dan Respone ——

Indikator Based Surveillance (IBS) :
untuk memperoleh gambaran penyakit,
faktor risiko dan masalah kesehatan
dan/atau masalah yang berdampak
tethadap kesehatan yang menjadi indikator
program dengan menggunakan sumber
data yang terstruktur.

Event Based Surveillance (EBS) : untuk
menangkap dan memberikan informasi
secara cepat tentang suatu penyakit, faktor
risiko, dan masalah kesehatan, dengan
menggunakan sumber data selain data
yang terstruktur. Surveilans berbasis
kejadian dilakukan untuk menangkap
masalah kesehatan yang tidak tertangkap
melalui surveilans berbasis indicator

-
[Faitas Kusabatan mengrinkan laperan SKOR estap ringgs | e

Epidemic Intellligence (El) : dilakukan
untuk untuk mendeteksi, memverifikasi,
dan menyelidiki potensi risiko kesehatan
melalui siklus pengumpulan, analisis, dan
interpretasi informasi yang terorganisir dan : el
sistematis dari semua sumber. [Fasiiiss ki molakukan dofokeiponcarian informasi_|_ = .: Kisonan

Pasien Kasus Diare di 3 Rumah Sakit
| Bitung Meninghat, Ada Apa?
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g
» Surveilans Berbasis Indikator (IBS)

Pelaporan SEDR dilakukan sejak dan unit pelapor untuk membenkan kewaspadaan dini penyakit
berpotensi wabah

eV |

Penyakit yang dipantau SKDR
Dasar Hukum: Permenkes nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat
Menimbukan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

1. Diare Akut 13. Suspek Antraks
3. Suspek Dengus 15. Suspek Kolera
4, Diare Berdarah 16. Suspek Meningistis/Encephalitis
5. Suspek Demam Tifoid 17. Influenza Like Hiness
. Sindrom Jaundice Akut 18, Suspek Tetanus
7. Suspek Flu burung 19. Pneumonia
9. Suspek Campak 21. Kast.ﬁ_ng'ian Hewan Penular Rabies
11. Suspek Pertussis 23, Klaster Penyakit Tidak Lazim
o 12.8FP 24, Suspek COVID-19
i
LPo o =
] e = R 14
Surveilans Berbasis Kejadian (EBS) |
Daftar penyakit/kejadian yang wajib dilaporkan segera (<24 Jam)
1. PD3I [Campak, AFP, Pertusis, Difteri, Tetanus Neonatorum) Kelengkapan infornmasi antara lain:
2. Yoonosis (Au Burung, GHPR, Rabies, Antraks, Leptospirosis) Jumlah Kasus
3. Keracunan Makanan :
4 Kiaster Penyakityang Tidk Ditetahu / Tidk Lazim j:m Eﬁh\:‘g A
6. Chikunio umah Sajot
gunya
7. Malaria (Pada Wilayah Non Endemis) identifikasi Kasus Berdasarkan
8. Jaundis (hepatitis) Orang, Tempat, Dan Waktu Kejadian
9. Meningitis/Ensefalitis Kapan Wakiu Awal Kejadian
10. HFMD Identifikas: Gejala Utama Yang
11. Kolera Timbul
12.1U antigm_'l positif Covid-19 Langkah-Langkah Yang Telah
13.Pneumonia Dilakubzan
14.COVID-19

15. Peryakit Infeksi Enicnging (Wers-Cov: Nifiah, Hats Vine; EZES![?;EHAP: Yarg ijg; Btk
Legionellosis, Penyakit Infeksi Bary, JE, Pes, Ebola, dil) n Dikirim Ke Laboratorium

16. Kematian karena Penyakit Menular Sumber Informasi

17. Laporan Kejadian Penyakit Potensial KLB/ Wabah dan = Mobilisasi Tim Gerak Cepat
Media, Masyarakat/Kader/Petugas Kesehatan

Jumlah unit pelapor SKDR

Puskesmas 10.435 10.489 10.489
Rumah Sakit 593 935 1.386
Laboratorium - 11 92
Balai

Kekarantinaan - 51 51
Kesehatan
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SENTINEL SITE ILI-SARI
(tersebar di 35 provinsi)

39 Puskesmas, 35 RS, 14 KKP, 13 Lab Regional
dan 15 Jejaring Lab WGS

Indonesia (Luar DKI Jakarta)

DKI Jakarta

Alur pemeriksaan lab ILI dan SARI

Penilaian
Pasien di
Fasyankes

like
memenuhi
Do
- -
-

Puskesmas Lab

&KKP | Regional
Jika e

o memenuhl

B §) -

s —— —

Rumah Sakit Lab

(RS) .\ RS

Pemeriksaan
PCRdi

Lab Regional/LabRS

Mk (+) & CT
Value <30

Pemeriksaan WGS COVID-
19di
Jejaring LabWGS

1. PCR
COvViD-19

2.PCR
Influenza A

3.PCR

Influenza B

Diperiksa
Subtype:
H1,H3,H5,
unsubtyps*

lejaring
| Labwgs |

4

lika PCR COVID-19 DAN influenzo (-

*lika unsubtype, difakukzn pemeriksaan subtype HY/HI di Lab Nasaonal
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. RS Lab
Regional
. Puskesmas Lab
WGS

. PoE

Catatan

= DKI Jakarta memiliki
jejaring IL! lebih
banyak

* Perluasan site terkait
dengan transisi
pandemi COVID-19

Pemeriksaan kultur &
WGS Influenza dan pathogen lain
di Lab Nasional Prof.Oemyati

Kultur dan
WaGS
Influenza®
-
Lab Prof
Oemyati
Pemeriksaan
P pategen

lainnya



Alur pemeriksaan laboratorium sampel ILI SARI

Test for influenza

Test for COVID-19

Jejaring labkesmas

Labkesmas

Jumiah lab I

1 |Pemeriksaan spesimen klinis

5 ) LABORATORIUM NASIONAL 2 2 !Penguiicln sampel (Lingkungan, Vektor dan Reservoir)
= 3 Surveilans Penyakit dan Faktor Risiko berbasis

Laboratorium serta respon KLB. waboh dan bencana

) 11 menjadi 13* iR s i
4 ) LABORATORIUM REGIONAL (Kalbar & Papua) 4 Pengeloloan dan analigs data laboratorium

Komunikasi dengan pemangku kepenfingan

Penguotan kapositas SDM laboratorium

3\} LABKESDA PROVINSI 30 menjadi 38

Penjominan mutu laboratorium

&

7

& FPengsloloan logistik khusus laboratorium
%

10

2 LABKESDA KAB/KOTA 236 menjadi 515° Koordinasi Jejaring laboratorium kesehatan
(+1KN) Kerjasama dengan mitra nasional dan/ internasional
. ferkait
BORATORIUM PUSKESMAS 10.180 11_Pengslelacn Sicrepository

12 |Anaolisis masalah kesehotan berbasis laboratorium

13 Pengembangan Teknclogi Tepat Guna

14 Merumuskan rekomendasi kebijjakan dan

pengembangan program kesshatan
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1 BB LAB BIOLOGI KESEHATAN

2 BE LAB KESEHATAN LINGKUNGAMN

KepDirjen Kesmas

Nomor HK.02.02/B/154/ 2024 tentang
Penetapan Wilayah Binaan UPT di
Lingkungan Ditjen. Kesmas

Regional 2

Regional 4

Regional 5

1. Balai Labkesmas Aceh
2. Balai Labkesmas Medan

Balai Labkesmas Batam

1. Balai Besar Labkesmas.
Palembang

2. Balsi Labkesmas
Palembang

3. Loka Lsbkesmas Baturaja

1. Balai Besar Labkesmas.
Jakarta

2. Loka Labkesmas.
Pangandarsn

1. Balai Besar Labkesmas
Yogyakarta

2. Balai Labkesmas
Magelang,

3. Loka Labkesmas
Banjamegara

Meh,

Lampung

10

11

Labkesmas
Regional T

Labkesmas
Regional &

Regional 10
Labkesmas
Regional 11

Bﬂ- Besar Labkesmas Jatim
Bali
2. Luka Labkesmas Waikabubak NTB
NTT
1. Balai Besar Labkesmas HKaaltimn,
Banjarbaru, Kalteng
2. Loka Labkesmas Tansh Kalsel,
Bumbu Kaltara
1. Balai Besar Labkesmas Sulsal,
Makasar Sulbar,
2. Balai Labkesmas Makassar Suittra
3. Loka Labkesmas Donggala Sulteng
Balai Labkesmas Manado Suilut,
Gorontalko,
Balai Labkesmas Ambon Maluku,
Malut
Balai Labkesmas Papua Papus,
Papkar
Papua Fegunungan
Papua Selstan
Papua Tengsh
Papusa Barst Days

STANDAR KETENAGAAN DI LABORATORILM HESEHATAN MASYARAKAT (STANDAR
PENILAIAN DAN STANDAR PENDIRIAN LABKESMAS DARLY)

- okt E Pend | 2 Pend | 3 | Pernd | & Poend | = | ;
=l

1 | DWENE ATLR, 1 i F] 3 10 [ 30 b [4] X 20

7 | DD - . . . i . z i 7 ]
Elsktromesilis

3 | D3 Sanitnsi /D4 1 . 1 T F] 2 ! i 10
Tl B adling,

A | DS - = 1 e 1 1 & ] ] 10
Epicemindog

5 | 51 Kosmas . - 1 . 1 - ] 2 - 17
{prminatan
Enmtomalog)

B 8% B - 5 : [ . 1 . i i
Tuaimiormniiham
51 Biolog - - 1 - 1 1 5 F-] ] [

B | S5E - - - - 1 - [ -] 10 ]
Baormoerdses Bioto
i i
Beormsakuler

8 | Kampetens - - - - [ - 1 1 ) A
Bl oimolog

10 | D2 Analis Kimay | - - F 1 F] ] 16 & s | 10

51
Famai i

11 | Kompetons - = - . 1 i 1 i 1
Fsbatngl Kk
TOTAL Z i ] 5 ) 1F 9 31 T a1
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81 PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

71 digntaranya pemerksaan penyakit priontas berdasarkan suraf dan P2P

Beban pemyakit
terbamyak don
shrining 14

penyakit

1. Tuberkuloss*

2. Hepafitis#

3. Kanker payuoara

4. Kanker serviks®

5. Kanker usus®

& Sining bayi banu lahir

|Hipotinoid kongernital*

. Congentol odrenal

hyperpéasia [CAH],

CEPD newbome

screening).

Hipertansi

8. Penyakif jantung=

P. Sfroke*

10. Ciaetas melitus*

11. Penyakit paru obshnksi
kronik*

12. Kanker pons

13. Anemia

14 Thalasemia*

T

B

Penyaki menulor dan
Penyakit berpotensi wabah

C Fakior risiko
kesehatan
lingkungan

&2 Kualitas i minum *

£3. Kualtas udara®

54, Kuaitas tanah*

£5. Keamanan
pangan,

5. Limbah fasyankes*

7. Detels pathogen
pada vektor®

£5. Detels pathogen
pada binatang
pEMzawa
penyasits

&9 Uji resistensi dan
efekdifitas
insektisioga pada
welktors

70. Deteks panyakt
emerging, tular
wektor dan
binatang penular
peryasits

E NAFZA/S
Biomian doring
Toksikologi

71. HAPLA
72. Biomonitoning ¢
73, Toksikologi®

15, Dengue fevers 33 HIVIAIDS 2

16. Typhaid fevers  39. Gonomhosae*

17. Diare AEut 40. Chiomydiosis#

15. Disentri= A1 Eifilis*

1%. Kolera® A2 Yallow fevers

0. Pneumonia*® A5 HFMD=

Z1.COVID -19# 44 Ebolo®

22. Influenza* 45 MERS COVe

25, Malaria® A4 Hanta virus disease®

24, Chikungunyas  47- Mipah virus disease+

25, Hepatitis* A3, Hendrg virus diseqse!

26, Campake A9 Monkey POX*

27, Rubellg# 50. Hikca wirus disease®

28, Polia* 51. Unknown disease

2. Difteri® 52 Kusta®

50. Pernsis# 53. Taeniass *

51. Japanese 54. Brucelosis*
Encephalitis = 55, Riketsions ¢

32, Leptospiross*  56. Tosoplasmasis *

5. RObies® 57. Frambusia*

F4. Antrakse 538. Legionellosis#

35. Pes* 59. Helminthiags *

5. MEningitis &0. Flariasiz*
meningokokus 1. Tetanuss
-

57 Tuberculosis*

Keterangan =

#= Permintaon program P2P

KEMAMPUAN PEMERIKSAAN SPESIMEN LABKESMAS TIAP TINGKAT

74. Obat Anfi
Tubersulosis®

75. Obat Anfi retrovinal ¢

T4 Obat Anti Malaria*

77. Cbat Anti Lepros*

73. Obat Anfi

Gonomnoeoe *

79, Cbhat ARt Jamur

80. Globoy
Antimicrobiol
Resstonce and Use
Surveilance Iystem
[GLASS)

31. Dan lgin-iain

J’ T

I

FDOHD, 1B

Tierl
Pasyandu Fuskesmos
ESLT
Pamardicsnan ROT 2 poromater a.  Hemotoiogindng .
B.  Ldnntn b
o ikl letipn, o lpid [
orotie Shb] ) d
d. Mbronisiod); [misodonid
= Forashioiogh (miosopik) S
r ronoiom ) r
a Epadrar ik &
LT L pernar o F
1.
I
Penjaominan }
Mutu
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Pemetaan Kapasitas Laboratorium

Progres Pemenuhan Alat Labkesmas Tahun 2024-2025

Labkesmas Borat Tengah Timur Total
Tier 2 Koo 156 59 14 229
Tier 3 {erov) 12 e s 27
Tars 12 & 3 21

Kategori:

B Syaret pengusalan lengkag 45 Lobkesmas Sesuai stordar

B Syt pengusalan belum lengsap 32 Laokesmas Belum sesuai standor
135 Lackesmas Belum memiik

Kab/Kota yang memilikiLaboratorium Keschatan yang maelaksanakan pemeriksaan penyakit dan fatau faktor resiko Kesehatan
berpotensi KLB/wabah yang terintegrasi dengan sistem informasi Kemenlkes, Tahun 2024 (12 Agustus 2024)

e — 3

: & 5
Sulawesi U\ r M
i

Sulavwsi Tey

Sulmwes:

Sthawasi Barat

=
T —p—

Papes Barat daya
Papua Barat
Pagi=

Muss Teapgara

Nusa Tenggara Harar b
Mafubu Urara
Maluku i %
e

Lampung 7

Kepulatian Rian
Kepulauan Bargks Belitung
Kalimaritan Utars - e ——
Kalimantan Timur 3 o o
HKalimantan Tengah ﬂ ﬂ
an Selatan n

Kaimantan Bara & o

Javaa Barat 24, e
tambi 3= 5}
Gorontaio ﬂ
DFI Jakarta M
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SEBARAN JENIS LABORATORIUM KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PENYAKIT DAN /ATAU FAKTOR RESIKO KESEHATAN
BERPOTENS! KLB/WABAH YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMAS| KEMENKES, TRHUN 2024 (12 AGUSTUS 2024)

mlabkesda Provind m3/B Labkesmas

sumaters Uraa - slpeeelil
Sumatera alatan B n

Sumatera Barat

Sulesas! Barat

Riau
Papua Pagunungan
Papua Tengoh
Papus Selatan
Papua Barut Daya
Papus Barat
Papiiz
Nusa Tonggara Tirmar 3
Nuss Tonggara Harat
b Utarn
Maluhy
Lampurg
Kepulauan Riaw

gepalanan Bangka Balltung
mantan Ui
lirnantan Timur

Kall

y Tangah

Falimantan Selatan
Kalimaritan farat

m Laboratorlum Rurnah Sakic

Latikesds Kabupaten/Xota

Jawa Timur
larwea Tenguh

awa farat 3
Jarni
tiorontalg
DKl Jakans

DI Yogyakartu
Bangkulu
Banten

Ball

aceh

LABORATORIUM PEMERIKSA ILI-SARI

Labkesmas Tier 4

Balai Besar Labkesmas Palembang
Balai Besar Labkesmas Jakarta
Balai Besar Labkesmas Yogyakarta
Balai Besar Labkesmas Surabaya
Balai Besar Labkesmas Banjarbaru
Balai Besar Labkesmas Makassar
Balai Labkesmas Banda Aceh

Balai Labkesmas Medan

Balai Labkesmas Batam

10. Balai Labkesmas Manado

11. Balai Labkesmas Makassar

12. Balai Labkesmas Ambon

13. Balai Labkesmas Papua

DENDO LN =

79

2

Laboratoium medis (RS)

RSUP Mohammad Hoessin
RSPI Sulianti Saroso

RSUP Sitanala

RSUP Hasan Sadikin

RSUP Kariadi

RSUP Sardjito

RSUP Wahidin Sudirohusodo

Nookwwh =

Laboratoium Rujukan Nasional :
BB Lab Biokes.



GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI LABORATORIUM KESEHATAN Terintegrasi SIKN (3ILNAS)

il il
By puocm B
o B il - 11T
DINKES PROVINST DINKES KAB/KOTA
Nmifhs[ Kasizs & Kewaspadaan Dini ‘
l L
Interoperabilitas Pencatatan ."':
SISTEM INFORMASH LABORATORIUMKESEATAN
KESEHATAMN MASIONAL [SIKN) SWASTA & LAB LAINNYA
=} Melihat Data Rivayat Medis [ 4
6} e l‘ Terittegrasi SN Pengirimen Data Hasil Lab
L} '
Citizen Health
(Pebi ) ) FHIR 't
LABKESMAS
| | Input Hasil Pemerdczan
O ] | as——
@ [cunic D] - BREE, Laboratorium yang berada di Faskes
| II| =41 |_|F atau yang berdiri sendiri memiliki opsi
II | e fi-"_a untuk:
= Integrasi dengan SIK Masional
PUSKESMAS RUMAH SAKIT
r e PEMERINTAH/SWASTA = Menggunakan SILyang
T t disediakan Kemenkes

Interoperalilitas Data Relam Medis

Konsep jejaring labkesmas dengan lab lainnya

—LABKESMAS NMASIONAL

Salatiga

,"4"-.|L ABKESMAS REGIONAL
(

La E Pl

4 garis pembinaan LABKESMAS TK Il
4 garis rujukan

garis koardinasi

LABKESMAS TK |
PUSKESMAS

Labkesmas mengkoordinasikan Labkes Medis dan
Labkes lainnya di tingkat masing masing
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Sistem Informasi Kesehatan Nasional
Terintegrasi KEMENKES

Laboratorum Lain |
a. Lab Riset,
b. Lab Veteriner,
| € Lab Lingkungan,
| | d.Lab Biofarma
e. dan lain lain

Ruang Lingkup :

a. Jejaring pemeriksaan sampel,

b Jejaring data dan informasl;

¢ Jejaring peningkaian kapasiias SDM,

d. Jejaring penjaminan mulu Bboatordum
kesahatan

@. Jejaring biorepositor|




Fasilitas NGS di Indonesia saat ini yang dimiliki Kemenkes, Universitas,
Pemda, dan Lembaga Pemerintah lainnya

Labbasoas Gaam
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b. Lampiran Manajemen Klinis

= e o QT
onﬁmu!:-—wm—'o

Lamedunds Togyaeats

O SO Cood™e,
Q)

Lateasmas Aemon

Latasaman Facus

Lucheaman Mavaais
-

.- N

Keterangan
e 2 Biru = Labkesmas (3 LabTier 3, 8 Lab tler 4 dan 2 Lab
Tier 5)

Tasca = BGS
Hijou = Rumah Sakit
Hitam = Swasta

Rumah Sakit Jejering pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging

PARIPURNA

RSPl Prof. Dr. Sulianti Saroso

. RSUP H. Adam Malik Medan

RSUP Dr. M Djamil padang

. RSUP Dr. Mohammad Hoesing Palembang

RSUP Dr. Sitanala Tangerang

. R3UP Persahabatan Jakarta

RSUP Fatmawati Jakarta

. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumao Jakarta
. RSUP Dr. Hasan Sadikin bandung

. RSUP Dr. Kariadi Semarang

. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

. RS Umum Daerah Dr. Soetomo

. RSUP Prof. Dr.1.G.M Ngoreah Denpasar

. RSUP Kupang

. RSUP Prof. R.D. Kandou Kandou Manado
. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
. RSUP Dr. J. Leimena Amban

[T T S

W om

R B BB

UTAMA

RS Umum Daerah dr. Zainoel Abdin
RS Umum Haj Medan

RS Umum Dasrah Anfin Achmad

3 Umum Dacrah Raja Ahmad Tabib

RS Umum Daerah Dr Achmad Mochiar

RS Umum Dasrah Raden Mattaher Jambi

RS Umum Daerah Sit Fetimah Provins:
Sumatera Sefatan

RSUP DOr Rivai Abdullah Banyuasin
R3 Umum Caerah Dr. M Yunus Benghulu

RS Umum Dasrah Banfen

RS Umum Dasran Tarakan

RS Paru Dr. M. Goengwen Parowidigdo
Hogor

RS Paru dr. H. A Rotinsulu Bandung

RS Umuny Dacrah Al hhasan Provingi Jaws
Barat

15 RS Umum Daerah Dr. Mocwardi Surakaria

B REEGEREES R

.

RS Pusat Surakaria

RS Paru Di. Ao Wirawan Salatiga

RS Umum Dasrah Kota Vogyakarts
RS Umum Dagrah Dr. Saiful Anwar
RS Umum Dagrah Ball Mandara

RE Umum Daerah Provinsi NTE

RS Umum Dazrah Pref. W Z. Johannes
Rupang

RS Umum Dazrah Dr. Soedarso Ponfiznak

R3 Umum Daerah Ulin Banjarmasin
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RS Umum Dasrah Dons Sylvanus
Palangkaraya

% RS Umum Daezah Abdul VWahab
Sjahranie
RS Umum Daerah dr. H. Jusuf 5K

RS Umum Daerah ODSK Provinsi
Sulawesi Utara

RSUP Ratalotok Buyat

RS Umum Daarah Provinsi Sulawesi
Barat

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
RS Umum Daerah Undata Palu

5

7

31

RS Umum Diaerah Bahieramas Provins!

3 Sulanesi Tenggara

RS Umum Daerah Prof. Dr_ H. Aloei
Saboe

RS Umum Daerah Dr- M. Haulussy

* Ambon

RS Umum Daerah Dr H. Chasan
Boesoirie Temate

37 RS Umum Daerah Jayapura

RS Umum Dzerah Provinsi Papua Barat

RSUD Kota Kabupaten di 34 Propinsi

MADYA
-~
i
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Rencana Sentinel Pengembangan Surveilans sentinel PIE

Rencana peningkatan jumiah sentinel surveilans sindromik: 47 RS ditargetkan dapat melakukan
pelaporan surveilans sindromik é penyakit infeksi emerging melalui SIMRS/ SKDR RS di tahun 2026

RSP! Sulianti Saroso
DKl Jakarta: 2RS | RSUP Persahabatan
2018-2023 x‘;s'ﬂ"‘:”‘s RSUP Dr. Kariadi
- " 1ol 4 RS e} RSUD Prof. Dr. Johanes Kupang
‘ DKl Jakarta: 4 RS Kepr: 1 RS Banten: 1 RS Bal: 1RS
Jateng: 2RS Sulsel: 1 RS Lampung: 1RS NTB:1RS
' DIY:2RS Sulut; 1 RS Aceh 1 RS
2024 NTT. 1RS Sumbar: 1RS  Kalteng: 1 RS
Kaibar: 2RS Jabar: 1 RS Gorontalo: 1 RS
Total: 26 RS Kaltim: 1 RS Jatim: 1 RS Sulteng: 1 RS
DKl Jakart 4 RS Kepei: 1RS Banten: 1 RS Kep Babet 1RS Bengkulu 1 RS
Jateng: 3RS Sulsel: 1 RS Lampung: 1RS  Kalset 1RS Sumut: 1 RS
DIY: 2RS Sulut: 1 RS Acoh 1 RS Kaltara: 1 RS Bak; 1 RS
2025 NTT.2RS Sumbar: 1RS  Kaleng: 1 RS Sulbar: 1 RS NTB. 1 RS
Kabar: 4 RS Jabar: 2RS Gorontalo: 1RS  Sultra: 1RS Malut: 1 RS
Total: 41 RS Kaltim: 2 RS Jatim: 1 RS Sueng 1RS  Maluku: 1RS
DKI Jakarta: 4 RS Kepri: 2RS Banten: 1 RS Kep.Babel: 1RS  Bengkulu: 1 RS
Jateng: 3RS Sulsel: 1RS  Lampung: 1RS  Kalsel: 2RS Sumut: 1 RS
DIY:2RS Sult: 1 RS Aceh 2 RS Kaltara: 2 RS Bak: 1 RS
2026 NTT. 2RS Sumbar: 1RS  Kaleng: 1 RS Sulbar: 1 RS NTB: 1 RS
Kalbar: 4 RS Jabar: 2RS Gomontalo: 1 RS Suitra: 1RS Malut: 1 RS
Total: 47 RS Kaltim: 2 RS Jabm: 1RS  Suleng:1RS  Maluku: 1RS Riau: 1 RS
. . Sumsel: 1 RS

Sentinel legionelosis :

Saat ini, terdapat 8 rumah sakit site sentinel Legionellosis dengan rincian sebagai berikut: 4 Rumah Sakit di Kab. Badung, Bali
(RSUD Mangusada Badung, RS Surya Husada Nusa Dua, RS BIMC Kuta, dan RS Kasih Ibu Kedonganan) dan 3 Rumah Sakit di
Kota Bandung, Jawa barat (RS Hermina Arcamanik, RSUD Bandung Kiwari, dan RSUP dr Hasan Sadikin) dan 1 Rumah Sakit di
Kota Bogor, Jabar (RSUD Kota Bogor).
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Site Sentinel Surveilans di Indonesia

Katimantan Utara
1 55 Leptosorosis

\ 34

V".‘ ! _.*._ Kalimantan Barat :‘1‘.‘;":;:::5“"“' ?L'Slg‘mm;&?m 0
Kep. Riau 188 JE . 1% 55 Laptospsis 2 STUE
1. 85 Amoine 2 S5 M Knawdnsi

‘?icﬂl w;ﬂ'cmc

Sumatera Selatan

1 S5 Arvovirus
Lampung
1 S8 M Knowesi

1 S5 Arbiwius
2 S5 JE

Jawa Tengah 8, : '
1. SS Arbewirus ?
2.35 IE 1 s,s Arbiaius

3.98 Legtospirosis | 2SS UE
4,55 14 Koowesi

SulawesiTenggara ¥ Maluks),
3. 55 LKOCGD"*T:‘S

o -1 S5 Arboweus ; 2: ,:rmr_“s
[ % 2. 58 Lepospiiasis 3. 55 Leghospin ]
5 8§ Antraks sm%slsuatan ' .
Banten e G 2 w 1,58 »\:,vv-ﬂus

?SS

4 - {
. oSS '° d '
P Tl Q!
qﬁ&-” M.
Jawa Barat
55 Lepluspeosis @ DI Yogyakarta
2 S5 UE 38 Arboy i '
3 55 Legonels . oo o e
% S5 Loptuspiresis - | 2SS Logineta b &
4. 55 M. Knouéasi
5 5% Anlras

Jawa Timur § bs AFBINITUS 4 &A'bovrus
1. 55 Leplospirosis 2 SSJE
2 5SS Arvowires

Kemenkes
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Surveilans pada Satwa Liar

74 UPT KSDAE 26 KSQ& 48 TN

IMPLEMENTASI mmm mm M upy

DARI ummumu mm DAN 22 PROVINSIoL
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Lampiran Manajemen Klinis

Skema pengampuan RS layanan PIE
Regionalisasi pengampuan untuk layanan PIE dengan 198 RS Jejaring PIE (1 RS Koordinator, 17RS Paripurna,44 RS Utama, 136
RS Madya)

RS Pengampu Nasional:
RSPI Prof. Dr. Sulianti

10 T Saroso
.' M. Djamil RSUP kandou

’ e Y™

L]

« A RSUPKariadi =Yy,

_ Ry e

Sulianti Saroso 7 —
3 ey . T

14’
-
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Kapasitas Layanan Suportif Lanjut PIE (CKRT dan ECMO)

Keterangan (data akhir 2023):
@ Ada alat (CKRT dan ECMO) (14 RS)

@ S Paig e Nasioral ® Tidak ada alat (CKRT dan ECMO) (4 RS)

RSPI Prof. Dr. Sulianti

Saroso

’ru KEMENTERLAM
" KESEHATAN

. .| REPUBLIK
‘.:r INCONESIA
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KETERSEDIAAN SDM DI RUMAH SAKIT < 5 ¥

Dokter, Dokter Dokter Spesialis Dokter Spesialis Penunjang
Gigi, Perawat, dan Dasar
. . 6.244
Bidan di RS — T

8,703

7.893
55.04 55.25
3 7 5.750 3.707
2.990 s
1.210
8.210
i} 309 I 301
; ]

Dokter Dokter Perawat Bidan
Gigi Sp.A Sp.OG Sp.PD Sp.B Sp.Rad Sp.RM Sp.An Sp.PK Sp.PA Sp.MK p.P

Sumber Data: RS Online per 2 September 2024
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KETERSEDIAAN VENTILATOR DI RUMAH SAKIT < &5 ¥

GERMAS

Jumlah RS Memiliki Ventilator

3’6
My Timowr 349
309
D) Jakaru 265
145
Banten oS
e ————————
Sumate i Selatan 75
e——
Bl — 3
—
N — 5

Somaten Barat  ee— 58
— AL

Sulawesl Utirs  eeee 44
— 4
Musa Tengians Thrar  se— 2}
Nusr Tenggacs Baral s 35
Slawey Tengsh e 3)
Suawesl TENRM R === R
Bongh iy v 53
= 1B
fopiulausn Bargka Belinyrg == 15
- 18
Fopue == 15
Malukes Utars = l” Total = 2.546 RS memiliki ventilat
Pagua Bawrat = §
-6
Papus Solaten » 5
* 5
Papua HBarat Days » 4

Jumlah Ventilator di RS

frwn Teagah

D8 Jokarts 1.882

oo
o
~

)

Smatera Ularp  se—

Sumatera Selatan
— )

Bl — 4

— ,

Sornoters Barat

Kalkmantan ¥mur

(o
~E

g

Aceh

Stawes! Rars

e
n
v
=

’é!

Sulawes Tengah

-
o)
—_—y

Kepldauan R
Kalmantan |eagah
Kembauas Bangha Belitung
Beoghuly

Ealmamtan Utara

[ RERRER
BEENERE

Sifawes! Bam

Papua Tengah

8 I |
E2ye

Dt b g
W

Fapua Selatan

Papua Pegueungan

Total = 18 622 unit ventilator tersedia

Sumber Data: ASPAK dengan RS aktif per 2 September 2024
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Stratifikasi Jejaring Layanan Pengampuan PIE

..:‘\4-

.
RS Utama

=, RS Madya °

Fase Prevensi dan Deteksi:

Fase Prevensi dan Deteksi:

° RS Paripurna

Fase Prevensi dan Deteksi:
- Pelayanan deteksi etiologi sampai tingk

= Layanan deteksi eficlogi = Layanan deteksi eticlogi berbasis
berbasis biomolekuler terbatas biomolekuler, kultur bakteri dan jamur genomik dan kultur virus, bakteri, jar
dan kultur bakteri. = Layanan biorepositori patogen non spesifik. serta parasit
= Pelaksanaan dan penguatan = Pelaksanaan dan penguatan  surveilans  ® Pelaksanaan biorepositori patogen spesit
Kompetensi surveilans  epidemiologi  PIE epidemiologi PIE di RS. = Koordinasi penyusunan registr
terintegrasi Dinkes wilayah = Berkolaborasi dengan Kantor Kesehatan epidemiologi PIE nasional.
Fase Respon dan Pemulihan: Pelabuhan (KKF) = Berkolaborasi dengan KKP
«  Pelaksanaan surveilans Fase Respon dan Pemulihan: Fase Respon dan Pemulihan:
berbasis sindrom. = Pelaksanaan surveilans berbasis sindrom. " Pelaksanaan terapi suportif komprehen
» Penatalaksanaan terapi suportif = Penatalaksanaan terapi suportif komprehensif dan advance
standar. dan optimal. = Pelaksanaan surveilans berbasis sindrom
1. Laboratorium dengan kelengkapan 1. Laberaterivm Mikrobiclogi dg kelengkapan 1. Laboratorium Mikrobiclogi dg kelengkapan sbb (PJ
sbb (PJ Sp.MK/SpPK): sbb (PJ Sp.MK) SPMK)
; ; = Maldi-TOF
= RT-PCRsystem /TCM = Avthomatic culture system (Bakteri dan «  Bicanalyzer, RT-PCR, NGS
= Medical Refrigerator (2-8 derajaf) Jamur) i . i *  Authomatic culture system (Bakter dan Jamur)
» Deep Refrigerator (-20 derajat) = Inkubator mikrobiologi *  Inkubator mikrobiclogi
Kebutuhan = BSC Kelas Il tipe A2 - RT'P(I:R”CM_ . *  Deep Refrigerator/Freezer (-80 derajat)
alat dan SDM = Inkubator mikrobiologi = Medical Rlefngerafor (2-8 de:ra]oﬂ = Medical Refrigerator (2-8 dergjat]
= Deep Refrigerator (-20 dergjaf) = Deep Refrigerator (-20 derajai}
: = BSC Kelasll tipe A2 *  BSC Kelos lifipe A2
i:.}q{lﬁ?:;:]m dengan kelengkapan 2. Laboratorium dg kelengkapan sbb (PJ $p.PK) 2, Lq;:é?;::ﬁrgl:gdkelengquqn sbb (PJ 5p.PK)
+ Blectrolit - Blood i = Elsasysiem s e
gas analizer . «  Fumehood
+  Fumehood = Immunology analizer * Immunclogy analizer
= Electrolit - Blood gas analizer = Elisa system
= Pelatihan PPl pada PIE Telah memenuhi kebutuhan pelatihan/training Telah memenvuhi kebutuhan pelatihan/fraining
y Pelatihan manajemen limbah dan Kesling strata Madya, di lengkapi dengan : strata Utama, di lengkapidengan :
r\/ Kebutuhan PIE = Pelaotihan Tatalaksana Supportif Lanjutan = Pelatihan HAls dan AMR
EXXY pelatihan/ = Pelatihan tatalaksana suportif dasar = Pelatihan diagnosis PIE berbasis ' T
’rrc:ining = Pelatihan pemulasaraan jenazah infeksius laboratorium .‘ Rﬁﬂgmﬂ o
INDONESIA

= Pelatihan kewaspadaan berbasis sindrom
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Lampiran Perlindungan masyarakat

Peta sebaran UPT kekarantinaan

WE
’

SABANG
L LHOKSE UMAWE
5 Ty

BANDA ACEN

\ HEDAN

-

\ ENTIKUNE

PONTIANAK SaMANINDA T

T BALAT KARMUN
BALIPARAN
TEMBILAMAN

BAMJARMASIN

PALANGHARAYA

MAKASSAR

LABLAN BAID

SURANAYA RENPASAR : e .

b b P o g
PROBOLINGGO o

Yogyakartz KUMANG

MATARAM,

WILKER: 302
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( Kemenkes

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Total ada 51 UPT Bid. Kekarantinaan Kesehatan seluruh Indonesia

— T Y *Permenkes Nomor 10 Tahun 2023
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*Rlsk Based Assessment Pengawasan Kedutungun Kapal

Penetapan Kriteria berdasarkan MDH, Self Risk Assessment, dan Dokumen Kesehatan Kapao

l: Kemenkes

Kapal Luar Negeri Wl Kapal Dalam Negeri

Risiko Tinggil Risiko Rendah Risiko Tinggi
(KRITERIA)

Lwar Kegern Luar Neger Lucr Negesi Status Kedalan Dalam Negeri Dalam Negeri
Terjangkit Sehat Sehat o Terjonglkit Sehat
Terdapol “Yes”  Seluruh Jawaben  Selurub Jawaban MDH Terdapat “Yes” Salunh Sawaban
Pada MDH “No" pada MDH  “No” pada mpn  (Mavilime Declaralion  poqg D "No" pada MDH
of Health)
Ada Tidak Acka Tdak Ada Faktor Risk A " Ada Tidak Ada
Faklor Reko Fakior Reiko Rl Fakior Ridko Fakior Risioo
Tickak ada Tdak lengkop lengkop Dokumen Tickok ada Tidak lengkop
Nidak berkaku dan/Maia bedakye  don/Masa beraku  Kesshalon Kapal Ihickak boriaky dan/Masa beraku
= 3 Bulan >3 Budan < 3 Bulon
Iona Koranting z 1 Dapat Pemeriksoan Kapaol Iona Karantina -
2 beraktifitos di Dermagao * 2
l:IPrlT'—JjG*

Kapdl berasal darl negora tedangkl! mengacw SE Difjen ciou link infeksiemerging. kemkes. go.id
Maso tunggu > 2 x 24 jam mako lokasi pemericsoon diickukon di fTono Karantina
2 Kapal Ship fo Ship dan/ataou Kopal yang tidak sandar
4 Kapdal rute luar neger dengan peralanan < 4 om
5 Dialkulkcon pamenisaan ocak minmal 4 kalitohun otou $8uai dengon andliss kekarontinaan keseshatan

Self assessment pertanyaan kapal

1 Nama kapal, Pelabuhan kedatangan di Indonesia, tanggal dan perkiraan waktu kedatangan
2. Jumlah awak kapal dan penumpang

. Apakah ada petugas medis / kesehatan di atas kapal

. Pelabuhan keberangkatan, dan Pelabuhan persinggahan terakhir dalam 21 hari terakhir

. Penumpang atau awak dengan tanda gejala penyakit menular selama 6 hari terakhir

. Kasus penyakit lainnya di kapal yang menunjukkan penyakit dan jumlah kasus

. Jumlah kematian akibat penyakit menular atau lainnya yang terjadi selama perjalanan

. Jumlah orang sakit yang turun dan sebab kematiannya

. Jumlah penumpang yang akan diturunkan di wilayah Indonesia

© 0O ~NO 01~ W

Dalam Negeri
Sehat

Seduruh Jowalbon
"Mo" podd MDH

Tidak Ada
Fakior Risko

Lesrigkap dan
Maso berlaku
= 3 Bulam

Dapat
berokiifitos di

dermogat

10. Masa berlaku sertifikan kesehatan kapal (sertifikat sanitasi dan pengawasan obat dan alat kesehatan)
11. Ditemukannya vector (nyamuk, lalat, kecoa) dan Binatang pembawa penyakit (tikus) diatas kapal
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penentuan faktor risiko kapal
Permobonan Nakheds fAges dan berdasarkan indikator status
mengumgah doloenen me lelu sistem l
informis kekaran insan kesehatan kedatangan, E]Engkapan P ———
dokumen, dan identifikasi
faktor risiko penyakit
e potensial wabah el
| i oo s e
Dloamres Lenghs p o ey ey Tk [wiemen Lenghnp 1
sl Porlaku, Telak Lormughcn pr il Atani disi Ber lakis, ada 1
il Faletarr R Tiduk Berlalo, Tidak Faktor Hniko O
ads Falner Risks T Gday S

e e
Mrlrrighap Dokumen [ ——— I‘:.—::-Il-m
'l L = DS Y

P Bl e
e

' '
Fenerbitan FHGC F—- I l PR [ — e b nea s Ly om0l maae

Kk " Sgrat in Sam Kad

93



Q‘ -: Kemenkes

Risk Based Assessment Pengawasan Kedatangan Pesawat

Penetapan Kriteria Berdasarkan Status Kedatangan dan Self Risk Assessment

PESAWAT DARI LUAR NEGERI PESAWAT DALAM NEGERI
Datang dari negara Datang dori Datang dori Status Datang dari Dateng dari Datang dari
terjongkit * negara terqangkit negara sehat Kedatangan ?do’r:lg;\'egen dalom negeri ck:;n negeri
. erjangki terjangkit 0
sAdcnyc informasi Tidck ada Tidak ada Adanya informasi Tidok ada Tidak Ada informasi
fakfor risko pada Informasi Informosi Self Risk Faktor Risiko pada Informasi Faktor Risiko pada alat
acict angkut . Foktor risiko pado  Fokfor fisko pado | caecno alat angiut Faktor risiko pade angkut
HPAGD (war negeri]  ajgt angkut Alat angkut Alat angkut
teridentifikasi adonyo
faktor rsiko
Alat Angkut Diperiksa  Alat Angkut Tidak Wajib
Alat anglut Alot An Alat Angkut Alat Angiut 9 j
gkut Diperiksa " 2 Dalam Dikakuk FPer ks
Diperiksa Dolam  pgiom Pengawasan? Dipedkia Daiom e E?Qﬂk:w Pengawasan®* e
Pengowasan Pengawasan ngo
KETERANGAN:

HPAGD: Health Part of The Arcroft General Deciaraion

*Pesawal berasal dorl negora ledongi! Derdosaorkan infeksiemerging kemkes.go.id

** Pada Kriteria Risiko Tinggl (Merah) cilokukan pengawasan podo alat angkut, dokumen, orang. don barang

S AIGE angku! yong mcsuk £ado Kriteria Risiko Sedang (Kuning) Gllckukan pengowasan dokumen, dan orang

et Aot anglut yang masuk Krideda Hjou (Risike Rendab) dlakukan pengawasan dokumen ‘

Pertanyaan self risk assessment :
Pilot melalui GH/ petugas maskapai mengisi self risk assessment dalam jangka waktu < 30 menit, sebelum kedatangan, melalui Sl
karantina kesehatan yang meliputi :

- Nama pesawat, operator, no penerbangan, tgl keberangkatan dan kedatangan, bandara asal, tujuan.

- Rute penerbangan, jumlah, nama, kru, jumlah penumpang.

- Adakah penumpang yang sakit selain mabok udara atau akibat kecelaaan.

- Adakah kondisi di pesawat yang dapat menyebarkan penyakit

- Rincian tindakan sanitasi

- Ditemukannya vektor
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Algoritma Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada saat kedatangan pesawat
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Risk Based Assessment Pengawasan Kedatangan Kendaraan Darat

Penetapan Knteria berdasarkan Status Kedatangan dan Seif Risk Assessment

Kriteria Pengawasan Alat Angkut Darat Berdasarkan Faktor Risiko

Status Kedatangan Datang dorl lvar neger! Datong dari luar neger Datang dari luar neger|
torjangidt ' sehat sehat

Soif Rizk Assessement Terdapot jowabon Yes Belum mengisl Self Risk Sudah mengisi Se¥ Risk

Assessement Assessoment

Tincdak Lanjut Porrrerins o Ko aroon P era3moton kangsungd M@ It N 7 e onarn o
Parmpenatan Aot Argk ot don
P L

KETERANGAN:

1. Alat angkut berasal dari negara rerjangkit berdasarkan Peraturan Dirjen atau infeksiemenging. kemkes . go.id
2. Pada Alar Anglout Darar berisiko tinggd (Zona Merah) dilakukan pengawasan pada dokumen (fiaik/ elektranik),

alat angkut,, orang. dan barang
3 Alat angkut yang masuk pada Kriteria Risiko Sedang (< ) dilakukan pengaswasan orang dan doloummen
Pertanyaan self assessment pada penilaian risiko pengawasan alat angkut darat :
Pengemudi alat angkut darat mengisi seld assessment paling lambat dalam jangka waktu < 1 jam sebelum keberangkatan melalui
sistem informasi kekarantinaan kesehatan meliputi :
- Jenis deklarasi masuk/ keluar, tanggal melintas, perusahaan/ pribadi, kebangsaan, nomor plat kendaraan, tempat berangkat,
tempat tujuan, jumlah kru/ penumpang.
- Ada/ tidaknya jenazah/ kerangka jenazah/ abu jenazah atau orang meninggal dalam kendaraan.
- Ada/ tidaknya orang sakit dengan gejala (mengalami batuk, sesak nafas, diare/ buang air besar, muntah, bitnik merah di kulit,
atau demam panas suhu 380C, atau lebih), atau sakit yang diduga penyakit menular dengan gejala di dalam kendaraan.
- Ditemukannya vektor (nyamuk, lalat, kecoa), dan binatang pembawa penyakit (Tikus) di kendaraan.
- Muatan hewan/ tumbuhan dan bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan.
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Algoritma Pengawasan Kedatangan Alat angkut di Pos Lintas Batas Negara

Cm >

Analsa Fisho oleh
Prmgas Kataang
1
) ' v
Vet Mk
(M Texpn) mmo‘imndu
) )
(Mperksa delam Operiso daom Kl aan ik
Sty Karantng TANGRN PONGANIADT wagh unas aperkia
+
Pardir ol Msolote
Nvs
R
Pengawron
* ! LR
At Angras. (oo dan
Faktor Risko Orarg
— —
S e Saite
baranyMusten TubuThormvscan
1 1
. B h * .
l'muu- tuw] Su i St b
R _ Fanor ko RIFC e
' B -
Todakan Asuarcwraen dun Orarg dan I[UW'
Ponangue vl prerner i sk ROGES ngengns et
Desontarmnay MM Suspect ()
1 _.rmcv
SOP fepskun 1S FP——
Pormlanan
s

97




Lampiran Sumber Daya Manusia, Tenaga Cadangan Kesehatan

Sebanyak 14,507 Tenaga Cadangan Kesehatan tersebar di seluruh
|ndoneSiO TCK INDIVIDU TCK TiM TCK EMT
Data dambi tanggal 6 Juni 2024, Pukd 10.00 WIB 14.507 254 508

5 Provinsi dengan TCK Individu terbanyak:

Jawa Baral — 224
Jawa Timwe _ 1.20

sowa Tecgon |GG o
Dyl jakarta — w85

f .

Tenoga non Kesehatan (Admin. Driver ambulans, L mwﬁnenaora.
QPmuascvm;enmah,Pen(gebbmecﬁamd.Fsycn&%cdw . RHA, Radio
3.650
\,
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Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di tingkat
Provinsi dan Kab/Kota yang terintegrasi

NATIONAL COMMAND CENTRE
1. Mengndegrosion loyonan kegowoldorsadan
2. Mensiopkon | nomor ponggiion danural
31 Mengembongion sstem Tl erintegranl yong bao digunakon dosrah
4. Menstophon standor peloyonon, S0# don peronglot unhuk PSC & dosnah
5  merginlegrasion PSC 1 1% dengon NCC Krisis Kesehalan

4. Membangun Big data : .
: RAPID HEALTH ASSESSMENT - '0
+  Kortson sl

SPGDT SEHARI-HARI SPGDT BENCANA  Rpo N AT SR
Len iy AR . :
e — Komondo, koordinoi, don kolaborat dengan emud
) KEGAWATDARURATAN MEDIS BNPB/BPBD R
I -
m € ruswxan u:lﬁ |
— FELAYANAN POMEK (D)=
o RS T &= BIG DATA
= Sols Sehof, + [Hecwomc
= S0 Medcol
= Selemn informenl | Recosd B
L= o Formaenntoh
e +  SIRS Online RS
i*.u +  Dukcopil Swnio,
= s 2 =« W Puskesmar

2) (C (D)
. Mangounckin kapasas selemect e aan ) EmIEEIT e B ~ attom HCC hons capot dgunckon
S0P sehoei han = ST Ol et R, Soaf dorurot itk Casehoton Loordinoior Daster ik o pra-
+  Subem komuniios gowot dareorl = Sl g Qo eodan Eprohatan mergoitvos HEDC . Koordnaton -wlt-'h“'“ g
i ' z:mlwmm mexg e ¢ ot tec Oro komprefierid! meioiul
+ Sxhem ronsporios paviet et HEC Dviungan kg Dasa:
L= TR e
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COMMAND CENTER spm

‘ﬂb
National Command Center menjadi Pusat Komando pelayanan Gawat Darurat di level Nasional

Province ¢ mand Center menjadi Pusat Komando Pelayanan Gawat Darurat di Provinsinya masing-
masing dengan jejanngnya PSC Kab/Kota dan Rumah Sakit
* Semua sistem terintegrasi dengan NCC

NATIONAL COMMAND CENTER
PUSAT
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PROGRAM TENAGA CADANGAN KESEHATAN

E:«yf{.{mm&.ﬂ A a po— e
— Pengembangan Integras kurkulum
KREDENSIALING kudkium Mangjemen peiatihon [Ditjen
— m ELEKTRONK DAN [ Bencana Jempody Nakes, Pusisiskes. dan
MANUAL ‘ pandidian ingg 8NPB)
: Mahir kesanaton
indvdu Menengah Skermna palatihan Peran serta orgonisas
2t dengan berbogai profesi don organiscs
3 EMT Emergency Medical Teamn) DGSOI plotform jonine. a- masyareka!
CREDENTIAUNG botkr:\g. hv!'n:l‘k’:!op
OLEM muka, simulasi,
Mf‘f.’.‘!‘i'.l.] "l INSTAUSI MASING- "m— (Pre ::e:m) :
MASING Pengembangon sstem Momrdng don
evaluasi program
I 1 pembekalan lenaga
-3 || codangan kesenatan
KRITERIA REGISTRASI wecora berkala
a. Wargo negara Indonesia [WNI)
b. Laki-Laki don Perempuon -
€. Berusia 18 - 45 tahun MO “”‘“Y““Bi
d. Memilikd BPIS Kesehaton atau Ketenogakenoan yang masih oktif atau T
asuranst kesehataon lainnya.
. Pemyaloan bersedio ditugaskan sebagai relawan
f. Pamyotaon telich mendopat @n dar institusi tempat bekeno HASIL RMA
Q. Khusus pendoftar mandatory, ada pemyataan penugason oleh insfitusi BUTUM TENAGA — Wm'::ﬂ"
pemerintah atau institusi swastaforganisasi kemasyarakatan/organisasi " CADANGAN
profesi yang sudch memiikd MoU dengan pemerintah. \
h. Pemyaiocan teich mendapaot @in dor pasangan (bike sudah menikah) atou I |
orang fua (bia belum menikah) -_ Indwisy sosi e _-
i.  Sehat mental [orine assessment soat regstrasi) sotutuhan AsbuLnn
AMBAHAN PERSYARATAN KHUSUS NAKES : | ]
* Usla minimal 20-65 Tahun Sip Siap
* Mamiliki STR atou sedifikal kompetensl yong masih akfif sesuol kompetens
l—-» Fom -
3 L T yang What o
X Koor cwaaior haser kesatatan

101



Penyediaan Logistik Kesehatan TCK

TCK-EMT TYPE 1 MOBILE

Yang telah disiapkan:
o Mobil Operasional TCK-EMT Mobile Tipe | Regional

e Ambulance
e Perahu polyethylene
o Obat Paket Layanan Dasar

9 Kit TCK-EMT Tipe

102

TCK-EMT TYPE 2

Total Kebutuhan Logistik Kesehatan:

153 item

*Logistik kesehatan medis dan non medis yang belum
fersedia akan dilakukan pengadaan pada fahun 2024

INDONESA



TCK EMT TIPE 1 MOBILE PUSAT KRISIS KESEHATAN REGIONAL

11 PKK Regionai (Sesuvar Kepufusan Menien Kesehatan No. HK.01.67/Men /1443/2023)

PEX Regional Sumatera Utana
(Aceh, Swrrodero Uiora
Kep.Riow)

_
# (Papo SR, Papu Borot
f Doya, Popuo fengash, Popuo
b8 ' Pegunungon. Fapua Selaion
- ~ - v
el b Dol i, ; i B
PXX Reglomal Sulawesi Setatan

(Sulawez Tengoh, Swowes Barot,
Sulowes Sedatary Suowes
. Denposar Tengpara, Mokt

Jawa T mm} | - ~q.¢; ;’%_;/

PRK Reponal
(dowa Tengah, OJ Yog )

Pengukuhan TCK-EMT Tipe 1 Mobile Regional Pusat Krisis Kesehatan oleh Menteri Kesehatan
pada tanggal 15 Mei 2023
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Penguatan Regionalisasi Pusat Krisis Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor HK.01.07/Menkes/1443/2023

A

NEPALA PUSAT KRISIS L ik
KESEHATAN 1 Resala UPT Ktk

SEEEEEEEEEE
e
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Review dan Update Rencana Kesiapsiagaan dan Ketahanan Penyakit
Infeksi Emerging

Rencana kesiapsiagaan ini akan dilakukan testing berkala melalui tabletop exercise atau simulasi
yang akan dilakukan minimal dalam 2 tahun sekali. Apabila terjadi introduksi kasus yang dapat
berkembang dengan transmisi di masyarakat, maka rencana kesiapsiagaan ini akan
dioprasinalkan menjadi rencana operasi. Evaluasi dan rekomendasi dari simulasi dan After
Action Review penanggulangan akan dijadikan masukkan untuk update rencana kesiapsiagaan
ini.

Pelaksanaan review dan exercise rencana kesiapsiagaan dan ketahanan penyakit infeksi
emerging patogen pernapasan :

Review Dokumen
No. Waktu Review Dokumen

Review dan Excercise

Waktu Rencana beEla
Waktu Rencana Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan

: : . Update Rencana
Waktu Simex Simex, Jenis Simex P . . Update Rencana
Kesiapsiagaan . .
Kesiapsiagaan

*) Tipe exercise dapat berupa drill, table top exercise, functional exercise, field excercise

Daftar Stakeholder

L Nama Contact Posisi/ ,
No. Institusi Alamat Email | Telp
Person Jabatan
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